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Pensantar

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran penting dalam pertumbuhan
ekonomi suatu bangsa. Pembangunan TIK di Indonesia dilaksanakan berdasarkan roadmap
pembangunan TIK nasional yang berfokus pada pembangunan infrastruktur TIK dengan
penyelarasan pembangunan aspek Sumber Daya Manusia, peningkatan layanan TIK dan
pengembangan TIK yang memiliki nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dengan
penguatan sektor TIK lokal.

Penguatan sektor TIK lokal yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja, memberikan
kontribusi untuk diversifikasi ekonomi, mempromosikan inovasi lokal, dan meningkatkan akses
semua anggota masyarakat untuk peluang pengembangan. Untuk mewujudkan hal tersebut
Pemerintah bertindak sebagai fasilitator, membangun kapasitas lokal dan keterampilan, dan
menciptakan iklim yang kondusif.

Kolaborasi peran Pemerintah dengan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat diperlukan
dalam melakukan pengembangan sektor TIK lokal dan pemberdayaan TIK sehingga pembangunan
TIK dapat dilakukan secara komprehensif dan dapat berperan bagi semua sektor.

Melalui buku putih ini, diharapkan masyarakat luas bisa mengetahui dan memahami
pembangunan TIK yang telah dilakukan dan arah pengembangan serta kebijakan yang diambil.
Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat, terutama pemangku kepentingan diharapkan dapat
ikut berpartisipasi dalam pembangunan TIK di Indonesia.

Buku Putih Tahun 2012 berisi milestone dan outlook pembangunan Kominfo di Indonesia
dengan updating data dan penyempurnaan dari buku putih sebelumnya. Buku ini memuat empat
bagian besar yakni : laporan khusus, tren TIK, kondisi TIK dan outlook

TIK sebagai gambaran/proyeksi pembangunan TIK di Indonesia.

Salam TIK, menuju masyarakat Indonesia informatif.

Menteri Komunikasi dan Informatika

Tifatul Sembiring

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku Putih 2012 n
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PROGRESS PERKEMBANGAN TIK

Buku Putih TIK/ICT White Paper disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
sebagai bentuk informasi yang didokumentasikan berisi mengenai perkembangan pembangunan TIK untuk
mengetahui dan memahami pembangunan TIK yang telah dilakukan dan arah pengembangan serta kebijakan
yang diambil. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat, terutama pemangku kepentingan diharapkan
dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan TIK di Indonesia.

Buku Putih ini disusun dengan dasar bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki
peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Pembangunan TIK di Indonesia dilaksanakan
berdasarkanroadmap pembangunan TIK nasional yang berfokus pada pembangunaninfrastruktur TIK dengan
penyelarasan pembangunan aspek Sumber Daya Manusia, peningkatan layanan TIK dan pengembangan TIK
yang memiliki nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dengan penguatan sektor TIK lokal. Tren TIK
global menjadi gagasan untuk mengembangkan TIK lokal dengan basis kondisi TIK saat ini sehingga dapat

memberi added value dalam kehidupan masyarakat.

Buku Putih TIK Jepang menjadi salah satu acuan penyusunan sistematika Buku Putih TIK Indonesia.
Dengan dasar inilah, Buku Putih TIK disusun dengan kerangka pikir yang menghadirkan Tren TIK, Kondisi
TIK saat ini dan Outlook TIK serta Laporan Khusus mengenai topik yang sedang update dengan ulasan
perkembangan TIK.
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Laporan Khusus

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara. Prioritas pembangunan TIK di Indonesia dititikberatkan kepada pembangunan infrastruktur
TIK dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang TIK. Pembangunan infrastruktur TIK
dilakukan diantaranya pembangunan jaringan backbone Palapa Ring yang mendukung operasional
telekomunikasi, penyediaan infrastruktur TIK sampai ke pedesaan. Pembangunan infrastruktur di daerah
pedesaan diantaranya pembangunan pusat layanan internet kecamatan (PLIK), mobile-pusat layanan internet
kecamatan (MPLIK), Desa Berdering, Desa Pinter, Desa Informasi, dsb. Sementara pembangunan SDM TIK
melalui program e-literasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai TIK dan partisipasi yang
mencakup operasional keterampilan, rekayasa dan inovasi karya, serta program diseminasi informasi dan

komunikasi mengenai perkembangan TIK, dan sebagainya.

Saat ini, terdapat empat bagian penting dari pembangunan TIK di Indonesia yang menjadi perhatian
untuk dikembangkan, yaitu broadband ekonomi, penyiaran digital, e-commerce dan TIK pedesaan.
Pembangunan broadband menjadi hal yang urgensi mengingat peningkatan pembangunan broadband dapat
mendukung aktivitas perekonomian bangsa sehingga perlu dilakukan langkah strategis untuk mempercepat
pembangunan broadband di Indonesia. Perkembangan teknologi di bidang penyiaran, telah membawa
perubahan dari teknologi analog menjadi teknologi digital, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian semua
pihak agar penyiaran dapat tetap berjalan dan diterima oleh seluruh masyarakat. Aktivitas e-commerce di
Indonesia juga mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan internet serta kemudahan dalam
melakukan transaksi elektronik, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian agar aktivitas e-commerce dapat
berkembang. Sementara untuk TIK pedesaan merupakan bagian penting dalam pemerataan pembangunan
TIK di Indonesia, untuk memberikan akses dan kesempatan kepada seluruh masyarakat menuju masyarakat
Informasi Indonesia. Pada akhirnya pembangunan TIK ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya

penguatan ekonomi Indonesia dengan masyarakat yang informatif.
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Bagian 1
Broadband Ekonomi

Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan
pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini
pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan
produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut
adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta

memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia.

Masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) berisi arahan pengembangan
kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi
perubahan/revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan maupun pemberlakuan
peraturan-perundangan baru yang diperlukan untuk mendorong percepatan dan perluasan investasi.

Suksesnya pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia tersebut sangat
tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas
ekonomiinternasional Indonesia dengan pasar dunia. Dengan pertimbangan tersebut dalam MP3El ditetapkan

penguatan konektivitas nasional sebagai salah satu dari tiga strategi utama atau pilar utama.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diintegrasikan beberapa komponen konektivitas yang saling
berhubungan kedalam satu perencanaan terpadu dalam penciptaan konektivitas antar wilayah yang
diwujudkan dalam bentuk: merealisasikan sistem yang terintegrasi antara sistem logistik nasional (sislognas),

sistem transportasi nasional (sistranas), pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi (TIK).

Komponen perencanaan terpadu sistem komunikasi dan informasi untuk peningkatan jaringan komunikasi
dan teknologi informasi dalam memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, pemerintahan, sektor pendidikan
nasional dan sektor lainnya menjadi sangat penting untuk dilakukan agar dapat menunjang konektivitas

nasional. Salah satunya dengan pembangunan broadband yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder.

Peran Broadband Pada Ekonomi

Broadband memegang peran penting dalam berkontribusi pada aktivitas masyarakat secara individual
untuk memperkuat dan menjaga keberlangsungan pengembangan sosial dan ekonomi termasuk transformasi
politik daninstitusional, juga pengembangan pengetahuan masyarakat terhadap empat pilar dalam kehidupan
bermasyarakat yaitu kebebasan dalam berekspresi, pendidikan yang berkualitas, akses terhadap informasi
dan pengetahuan serta penghormatan dan pengembangan budaya dan keberagaman linguistik. Broadband
juga mendorong pengembangan teknologi secara dinamis dan mengurangi hambatan serta mengembangkan
peluang kepada small medium enterprises (SME’s) dan kewirausahaan untuk berinovasi, berkompetisi dan
bertumbuh. Broadband yang dibangun dengan teknologi menstimulasi adanya inovasi-inovasi baru dan
menginsirasi generasi muda untuk menjadi pengusaha digital untuk menciptakan aplikasi baru, layanan dan

konten pada berbagai industri'.

1 The Broadband Commission for Digital Development, launched in May 2010 by the International Telecommunication
Union (ITU) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), comprises
government leaders from around the world along with top level representatives of relevant industries, international
agencies, and organizations concerned with development
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Gambar LK- 1. Rantai Nilai Peranan Broadband

Untuk memahami peran broadband terhadap ekonomi maka perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana
broadband berdampak pada ekonomi. Pengembangan broadband mempunyai dua dampak yaitu dampak
secaralangsung dan pengembanganinvestasi padainfrastruktur. Dampak secaralangsung akan meningkatkan
penetrasi perumahan dan penetrasi perusahaan dimana penetrasi perumuhan akan mendorong consumer
surplus dan pendapatan perumahan. Penetrasi perusahaan akan meningkatkan produktivitas perusahaan
yang keduanya akan mendorong peningkatan GDP.

Broadband bukan hanya sebuah prasarana. Broadband adalah teknologi multi-guna yang bisa
merestrukturisasi sebuah ekonomi secara mendasar.? Sehingga diharapkan dengan peningkatan infrastruktur
layanan broadband, pemanfaatan infrastruktur tersebut dapat meningkat, hal ini dapat diukur dengan kenaikan
jumlah pelanggan layanan broadband. Kenaikan jumlah pengguna layanan tersebut juga diharapkan dapat
mendorong pemanfaatan TIK secara positif yang dapat memberikan added value bagi penggunanya.

Ketersediaan infrastruktur broadband ini merupakan potensi penggerak perekonomian bangsa. Dampak
positif broadband ini salah satunya tercermin dari publikasi WorldBank® di tahun 2009 atas hasil kajian yang
menyatakan bahwa kenaikan penetrasi broadband sebesar 10 persen di negara berkembang akan meningkatkan
PDB perkapita sebesar 1,38 persen. Selain itu, penelitian dari McKinsey Global Institute* mengungkapkan
bahwa sumbangan internet bagi PDB negara-negara besar mencapai 3,4 persen dan untuk tingkat dunia

kontribusi tersebut adalah sekitar 2,9 persen.

Pada era konvergensi digital, efek positif TIK cenderung semakin kuat. Hal ini tentunya berkaitan dengan
pemanfaatan TIK secara luas dalam mendukung dunia usaha, pendidikan, pelayanan pemerintah, dan segala
aspek kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan potensi kontribusi TIK bagi perekonomian tersebut, maka

beberapa negara telah secara khusus menempatkan TIK dalam kebijakan nasionalnya.

2 Bank Dunia, 2009

3 World Bank, Extending Reach and Increasing Impact. Information & Communications Technology for Development,
2009.

4 Manyika, J. and Roxburgh, C, “The Great Transformer: the impact of the internet on economic growth and prosperity”,
McKinsey Global Institute, 2011.
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Sejalan dengan tren pembangunan TIK internasional tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah
meningkatkan perhatiannya terhadap TIK sebagai pendukung pembangunan ekonomi. Selain telah
membentuk Kementerian yang khusus menangani komunikasi dan informatika, di dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Mei 2011, Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan telematika
sebagai salah satu dari delapan program utama® dan salah satu dari 22 kegiatan ekonomi utama.®

Definisi Broadband Menurut Indonesia dan Infrastruktur Broadband

Media transmisi sinyal jaringan pita lebar atau broadband saat ini mengalami perkembangan yang
pesat dan memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak orang mengasosiasikan broadband dengan kecepatan
tertentu transmisi atau satu set tertentu dari layanan, seperti digital subscriber loop (DSL) atau jaringan area
lokal nirkabel (WLAN). Namun, karena teknologi broadband yang selalu berubah, definisi broadband juga
terus berkembang.

Istilah broadband biasanya menggambarkan koneksi internet yang berkisar dari 5 kali sampai 2000 kali
lebih cepat dari teknologi internet dial-up Internet sebelumnya. Namun, istilah broadband tidak merujuk
ke salah satu kecepatan tertentu atau layanan tertentu. Broadband menggabungkan kapasitas koneksi
(bandwidth) dan kecepatan, rekomendasi 1.113 dari Sektor Standardisasi ITU mendefinisikan broadband
sebagai “kapasitas transmisi yang lebih cepat dari tingkat integrated services digital network (ISDN) sebesar
1,5 atau 2,0 Megabits per detik (Mbits)”. Sementara menurut Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD)” mendefinisikan broadband dengan kapasitas transmisi minimal 256 Kilobyte per
detik (Kbps).

Broadband: akses internet dengan jaminan konektivitas always on dan
memiliki kemampuan untuk memberikan layanan triple play yang baik
berdasarkan nilai Quality of Experience dari pengguna

Infrastruktur Broadband:

Backbone: Backhaul: Akses:

Merupakan jaminan Merupakan jaminan Merupakan jaminan
ketersediaan ketersediaan ketersediaan
konektivitas dengan konektivitas dengan konektivitas kualitas
kualitas layanan mencukupi kebutuhan layanan broadband
broadband yang baik mendistribusikan kepada pelanggan (end-
diukur dengan customer jaringan akses dengan user)

experience secara kualitas broadband

nasional

Sumber : Menteri Kominfo, “Jaringan Pita Lebar, Katalisator Perekonomian Indonesia”, Seminar Nasional Broadband Economy, 2012.

Gambar LK-2. Pendefinisian Broadband yang akan dikembangkan di Indonesia

Pendefinisian broadband lebih cenderung dilakukan secara teknis, dalam mendefinisikan broadband
seharusnya didasarkan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya berdasarkan suatu

“quality of experience” yang baik dan mengarah ke depan. Pendefinisian harus berjenjang secara hirarkis

5 Delapan program utama meliputi pertanian, pertambangan, energy, industry, kelautan, pariwisata, dan telematika.

6 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, ‘Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia’, Jakarta.

7 OECD, Whitepaper BWA 2008

\‘:-
\WKsi dan Informatika Indonesia - Buku Putih 2012




mulai dari pengalaman pengguna dan pengalaman para operator yang menyediakannya sehingga definisi
harus dimulai disisi akses, backhaul dan backbone. Dengan pola pikir sedemikian maka broadband yang akan
dikembangkan di Indonesia didefinisikan sebagai “akses internet dengan jaminan konektivitas always-on
dan memiliki kemampuan untuk memberikan layanan triple-play yang baik berdasarkan nilai Quality of
Experience dari pengguna dengan layanan triple-play”. Dengan merumuskan definisi ini maka disusun rencana
pengembangan broadband di Indonesia.

Lapisan yang Harus dibangun dalam Pembangunan Broadband Ekonomi

Upgrading
skills
End user
accessibility and End Users
affordability (Including persons with disabilities & ageing population)

New services and
servicing methods

Capacity
Enabling Building
environment o . . .

fostering Policies, Legislations and Regulations

innovation
Security

Ensuring secure
ubiquitous
network

Broadband Infrastructure

Sumber : Menteri Kominfo, “Jaringan Pita Lebar, Katalisator Perekonomian Indonesia”, Seminar Nasional Broadband Economy, 2012.

Gambar LK-3. Lapisan Yang Dibangun dalam Pembangunan Broadband

Dalam pembangunan broadband dilakukan pendekatan pengembangan broadband secara komprehensif.
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan “membangun ekosistem broadband”, hal ini didasari bahwa
pengembangan broadband tidak dapat dilakukan hanya pada sebatas pengembangan infrastruktur dan
layanan broadband tetapi juga harus mencakup antara lain : pengembangan kerangka keamanan jaringan dan
aplikasi broadband yang akan mendorong orang, institusi dan perusahaan untuk menggunakan broadband;
pengembangan kebijakan, legislasi dan regulasi yang akan mendorong pengembangan lingkungan yang
mempercepat inovasi melalui broadband; pengembangan berbagai layanan baru dengan metode pelayanan
baru pada berbagai sektor seperti kepemerintahan, kesehatan, pendidikan, komersial, keuangan, pertanian,
perdagangan dan lainnya; pengembangan aksesibilitas dan affordabilitas pengguna. Disamping itu, hal
yang sangat penting untuk ditingkatkan adalah pengembangan kemampuan (capacity building) tentang
broadband bagi semua stakeholder terkait broadband mulai dari pemangku kepentingan dalam industri,

pakar keamanan, pemerintah, legislator, regulator, dan masyarakat.

Tujuan Pengembangan Broadband

Perencanaan broadband nasional dimulai dari penentuan tujuan dan target, bentuk institusi dari regulasi,
dukungan mekanisme dan insisatif regulatory, investasi infrastruktur dan struktur industri. Perencanaan

broadband nasional harus jelas dan tegas dalam menentukan prioritas beberapa tujuan yang mencerminkan
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situasi dan kondisi negara tesebut. Untuk target juga harus dapat ditetapkan dan harus bersifat praktis,
realistis dan dapat diukur. Target biasanya dinyatakan dalam bentuk level indikator.

Perencanaan broadband nasional dimulai dengan menetapkan tujuan pengembangan broadband.
Secara khusus, ada enam tujuan pokok yang ingin dicapai dalam pengembangan broadband di Indonesia,
antara lain : untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan sustainabilitas, untuk
meningkatkan pertumbuhan dan kepaduan sosial, untuk meingkatkan efisiensi dan kinerja sektor publik dan
swasta, memfasilitasi TIK dan pendidikan secara menyeluruh melalui broadband, meningkatkan pelayanan

kesehatan dan meningkatkan integrasi global dan hubungan internasional.

¢ Berkontribusi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
ekonomi yang til’lggi dan ¢ Menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk peningkatan taraf pekerjaan
o ¢ Membuat Indonesia menjadi lebih menarik bagi aktivitas komersial, investasi dan pariwisata

meningkatkan sustainabilitas

Meningkatkan pertumbuhan dan kepaduan sosial dalam segala hal melalui komunikasi modern
Menjaga budaya dan tradisi Indonesia melalui pemanfaatan teknologi baru

Meningkatkan dukungan sebagai satu komunitas untuk keberlanjutan peningkatan layanan
Menyediakan akses broadband kecepatan tinggi untuk seluruh komunitas

Meningkatkan pertumbuhan
dan kepaduan sosial

* o 00

Meningka S e G ¢ Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan pencapaian layanan pemerintah melalui program e-government

. . . yang spesifik
kmer]a sektor pUbhk dan ¢ Menyediakan bisnis dan layanan komunitas broadband oleh sektor swasta maupun publik
swasta ¢ Meningkatkan efisiensi dan produktivitas seluruh sektor ekonomi

¢ Menyediakan pendidikan melalui broadband di seluruh sekolah termasuk pengembangan kemampuan
kemampuan TIK pada seluruh level pendidikan yang ditawarkan dalam bentuk penambahan
kurikulum, pilihan dan juga peningkatan kualitas pendidikan.

¢ Meningkatkan pemahaman akan TIK dan keahlian dari beberapa populasi untuk memastikan bahwa
keahlian akan ditingkatkan untuk memperoleh kebutuhan ekonomi masa depan

Memfasilitasi TIK dan
pendidikan secara menyeluruh
melalui broadband

Meningkatkan pelayanan ¢ Peran TIK dengan memfasilitasi beberapa pusat pelayanan kesehatan dengan koneksi broadband ke
kesehatan seluruh komunitas

Meningkatkan integrasi ¢ Menghubungkan bisnis Indonesia dan komunitas dengan internasional
global dan hubungan ¢ Membuka akses yang mudah dan affordable ke pasar dan counterpart di luar negeri dan menurunkan
SremeseRel biaya untuk menjalankan bisnis

a

Sumber : Menteri Kominfo, “Jaringan Pita Lebar, Katalisator Perekonomian Indonesia”, Seminar Nasional Broadband Economy, 2012.

Gambar LK-4 . Tujuan Pengembangan Broadband

Target Pengembangan Broadband di Indonesia

Kecepatan 2013 2014 2015 2016 2017

Fixed | Rumah 1 Mbps 1 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps
Gedung 100 Mbps 200 Mbps 500 Mbps 800 Gbps 1Gbps
Mobile 512 kbps 512 kbps 512 kbps 1 Mbps 1 Mbps
Distribusi
backbone (kota
kabupaten
Fixed 40% 50% 75% 85% 100%
Kota rural yang 75% 80% 100% 100%
terhubung optik |
Sy, S
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Distribusi akses

Sumber : Menteri Kominfo, “Jaringan Pita Lebar, Katalisator Perekonomian Indonesia”, Seminar Nasional Broadband Economy, 2012.

Gambar LK-5 . Target Pengembangan Broadband

Target pengembangan broadband selaras dengan roadmap pengembangan TIK di Indonesia. Dalam
rencana kebijakan broadband nasional yang disusun Kominfo direncanakan bahwa pada tahun 2017
ketersediaan broadband di Indonesia sudah mencapai angka maksimal. Tentunya target ini harus dengan
prasyarat dimana seluruh komponen pemangku kepentingan menjalankan perannya sebagaimana diuraikan
dalam rencana kebijakan broadband nasional tersebut.

Target ini disusun dengan melakukan pendekatan benchmark terhadap negara-negara di ASEAN dan
pertimbangan kemampuan nasional yang ada. Rencana target dalam rencana kebijakan broadband nasional
yang disusun juga mencakup ketersediaan akses broadband ke berbagai fasilitas publik di Indonesia, dimana
pada tahun 2017 diharapkan sudah maksimal kecuali untuk penetrasi jaringan broadband dengan kabel
dan jaringan broadband tanpa kabel. Rencana kebijakan broadband nasional ini sedang dibahas dan akan

difinalisasi setelah mendapat masukan dari semua pihak termasuk masukan terhadap target yang disusun.

Konsep Pengembangan Broadband

Konsep pengembangan broadband harus terintegrasi dalam suatu rencana kebijakan broadband
nasional yang dengan tegas menetapkan tujuan, roadmap, langkah aksi dan pengawasannya. Hal ini agar
pengembangan broadband dapat terlaksana dengan baik.

¢ Berisi tujuan
Broadband Nasional

¢ Goals yang ingin
dicapai

+ Rencana pencapaian
setiap tahunnya

¢ Penyediaan infrastruktur
¢ Pendanaan dan Pengelolaan
Insentif Regulasi

Infrastruktur

-

Penyediaan Layanan

Stimulasi pengembangan aplikasi dan layanan
Kualitas, harga dan keamanan layanan
Perlindungan konsumen

LRI A

Roadmap dari setiap
aspek ekosistem Demand
broadband Pemanfaatan di berbagai sektor
Dampak Broadband

/ ¢ Pencapaian yang
RKB N kuantitatif

Regulasi Open Access dan Infrastruktur

\ +  Langkah konkrit ?{hmi‘g, v ekt (lokac d.
setiap stake holder egulasi spe trum frekuensi (alokasi dan
refarming)

untuk mencapai

pencapaian pada Kebijakan RoW dan retribusi daerah

Regulasi tarif dan interkoneksi

roadma
o Aksi yarI:g bisa Security dan QoS serta Customer Protection
diukur Merger and aquisition

ICT Fund dan TKDN
Akses gedung dan perumahan

Tim

€l

¢ Tim yang akan
memonitoring
pelaksanaan RKBN

Monitoring

¢ llliteracy dan digital literacy
Penetrasi Komputer
¢ Pendidikan dan Pelatihan Broadband

Capacity
Building

Sumber : Pembahasan Kementerian Kominfo, Kementerian Perekonomian dan Bappenas, 2012

Gambar LK-6. Konsep Pengembangan Broadband
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Konsep pengembangan broadband harus dilakukan dengan pendekatan sistemik yaitu secara
keseluruhan bagian dari ekosistem broadband yaitu infrastruktur, layanan dan aplikasi, penggunaan dan
adopsi, regulasi dan kebijakan serta capacity building pemangku kepentingan dan masyarakat. Identifikasi
langkah aksi yang perlu diambil diantaranya untuk infrastruktur antara lain : penyediaan infrastruktur,
pendanaan dan pengelolaan, insentif regulasi pada pengembangan infrastruktur. Untuk layanan dan aplikasi
meliputi : penyediaan layanan, stimulasi pengembangan aplikasi dan layanan, Kualitas, harga dan keamanan
layanan dan perlindungan konsumen. Langkah aksi untuk penggunaan dan adopsi meliputi : permintaan,
pemanfaatan di berbagai sektor dan mengukur dampak broadband. Untuk regulasi dan kebijakan, langkah
aksi meliputi: regulasi open access dan infrastruktur sharing, regulasi spectrum frekuensi (alokasi dan
refarming), regulasi Rol dan retribusi daerah, regulasi tariff dan interkoneksi, sevurity dan Quality of service
serta customer protection, merger dan akuisisi, ICT Fund dan tingkat komponen dalam negeri, serta akses gedung
dan perumahan. Sementara untuk capacity building meliputi Illiteracy dan digital literacy, penetrasi komputer
serta pendidikan dan pelatihan broadband.

Akselerasi Pengembangan Broadband

Aplikasi dan Konten
Kebutuhan stakeholder
Layanan dan usage
Pemberdayaan masyarakat

RoW

Open Access
Security dan
QoS
Customer
Protection

Akses

ACTION Backhaul
PLAN Backbone

Tarif dan Internasional

Interkoneksi
Penataan
Frekuensi
Penataan
Kompetisi

¢+ PPP
¢ ICT Fund
¢ Incentive Regulasi

Sumber : Menteri Kominfo, “Jaringan Pita Lebar, Katalisator Perekonomian Indonesia”, Seminar Nasional Broadband Economy, 2012.

Gambar LK-7. Akselerasi Pengembangan Broadband

Akselerasi pengembangan broadband harus dilakukan oleh semua pihak secara keseluruhan, baik untuk
pihak yang terkait dengan ekosistem broadband, infrastruktur broadband, pendanaan dan pengelolaan dan
regulasi serta kebijakan terkait broadband. Masing-masing pihak harus melaksanakan perannya dengan baik
dengan langkah aksi yang komprehensif dan terukur serta terkoordinasi.

Action plan dalam akselerasi pengembangan broadband berada dalam “Satu Dalam Lingkaran” dengan
boundary/batasan yang jelas dan peran yang tegas. Koordinasi harus dilaksanakan dengan mekanisme yang
efisien dan efektif agar “Roda“.akselerasi pengembangan broadband dapat bergulir dengan cepat dan tepat.




Penyusunan National Broadband Plan

Pengembangan broadband harus dituangkan dalam suatu national broadband policy yang menjadi
komitmen nasional dan dicanangkan oleh Presiden. Pengembangan broadband merupakan tanggung jawab
nasional yang harus dipenuhi oleh semua pihak terkait dan tidak terbatas hanya pada pengembangan
infrastruktur broadband; Pengembangan broadband harus selaras dengan tujuan pengembangan broadband
secara global dan meningkatkan daya saing nasional.

+ Memberikan arahan dan panduan bagi percepatan pembangunan broadband nasional yang
komprehensif dan terintegrasi sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing
bangsa.

Penyusunan NBP dikoordinasikan oleh Tim Kerja Konektivitas MP3EI (Bappenas)

NBP disusun melalui kolaborasi antara pemerintah (inter K/L) dan dunia usaha (Mastel dan Kadin)
Koordinator penyusunan masing-masing aspek

Aspek infrastruktur dan ekosistem: Kementerian Komunikasi dan Informatika

Aspek utilisasi/adopsi: Mastel dan Kadin

Aspek Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Kemenko Bidang Perekonomian

Aspek Pendanaan Kementerian PPN / Bappenas

Penyusun

PR R R R

-

Tim Kerja Konektivitas MP3EI sebagai vocal point yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan
tidak mengambil alih inisiatif berjalan dan kewenangan K/L

Rencana Output

Dokumen kebijakan (policy dokumen) dengan waktu hingga 2025 yang dapat ditinjau setiap 5 tahun
Rencana pembangunan (implementation plan)dengan rentang 5 tahun yang dapat ditinjau setiap tahun
Pengalokasian anggaran (bila menggunanan APBN) tetap dilakukan melalui mekanisme RKP dan
RAPBN

Pendekatan Penyusunan
dan Output

* e 0 0

+ Adanya political will ownership dan komitmen nasional yang kuat dan konsisten sehingga tercipta

+ Konsensus: visi, arah, target

Prasyarat Keberhasilan ¢ Komitmen: keterbukaan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi serta dalam hal pengalokasian
sumber daya termasuk anggaran

+ Adanya kelembagaan yang melakukan koordinasi dan pemantauan implementasi

Sumber : Menteri PPN /Kepala BAPPENAS, “Upaya Akselerasi Pembangunan Broadband di Indonesia”, Seminar Nasional Broadband Economy, 2012.

Gambar LK-8. Penyusunan National Broadband Plan

National Broadband Plan atau yang disingkat NBP disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan
panduan bagi percepatan perluasan pembangunan broadband nasional yang komprehensif dan terintegrasi.
Penyusunan NBP dikoordinasikan oleh Tim Kerja Konektivitas MP3EI yang diketuai oleh Wamen PPN/
Waka BAPPENAS dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Secara umum, penyusunan NBP dibagi menjadi empat aspek yaitu (1) Infrastruktur dan ekosistem
yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Kementerian Kominfo; (2) Utilisasi dan Adopsi oleh MASTEL
dan KADIN; (3) Regulasi dan Kelembagaan oleh Kemenko Bidang Perekonomian; dan (4) Pendanaan oleh
Kementerian PPN/BAPPENAS. BAPPENAS selaku koordinator penyusunan NBP berfungsi sebagai focal
point yang melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan tidak mengambil alih inisiatif berjalan ataupun
kewenangan Kementerian/Lembaga lain. Sinkronisasi dan koordinasi ini juga akan dihubungkan dengan
mekanisme RKP dan RAPBN, apabila pembangunan broadband nantinya memerlukan pengalokasian APBN.

Penyusunan NBP saat ini masih dalam tahap sangat awal, dimulai (kick off) pada akhir Juli 2012 dan
dilanjutkan dengan berbagai pembahasan baik untuk masing-masing aspek maupun integrasi keempatnya.
Kami harapkan NBP sudah tersusun pada pertengahan tahun 2013 untuk kemudian dikonsultasikan ke
publik. Hasil akhir NBP akan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
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Ruang lingkup: internal K/L

Pemanfaatan Dana USO
(ongoing)

Optimalisasi BHP
Frekuensi.Saat ini, PNBP
dari BHP Frekuensi
mencapai Rp 10 T, tetapi
yang kembali ke sektor
(dialokasikan melalui
Kemkominfo) hanya 6%.

Model bisnis yang lebih
efektif dan efisien (tidak

Konsep Strategi Pendanaan Pembangunan

OPTIMALISASI EFISIENSI
PEMANFAATAN APBN PEMANFAATAN APBN

Ruang lingkup: lintas K/L

Implementasi co-financing
dan infrastructure sharing
misal: pembangunan data
base e-government secara
terpadu; pembangunan
duct umum yang dapat
digunakan untuk berbagai
infrastruktur (kabel listrik,
telepon, dsb); penggunaan
right of way infrastruktur
lain seperti tiang listrik.

MOBILISASI DANA DI
LUAR APBN

Ruang lingkup: nasional

Implementasi Proyek
Kerjasama KPS. Saat ini
sektor ICT lebih banyak
menggunakan skema
perizinan.

Menciptakan kondisi
investasi dan berusaha
yang kondusif dengan
menekan regulatory cost
yang disebabkan oleh
tidak konsisten dan tidak

terpaku kepada belanja ¢ Sinkronisasi APBN K/L sinkronnya peraturan
modal) untuk belanja ICT untuk termasuk peraturan

¢ Pembentukan ICT Fund menghindari duplikasi daerah.
yang bersifat jangka
panjang

Sumber : Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, “Upaya Akselerasi Pembangunan Broadband di Indonesia”,
Seminar Nasional Broadband Economy, 2012.

Gambar LK-9. Konsep Strategi Pendanaan Pembangunan Broadband

Saatini dukungan pendanaan Pemerintah untuk pembangunan broadband bertumpu kepada penggunaan
Dana Universal Service Obligation (USO) yang merupakan kontribusi penyelenggara telekomunikasi yang
dikumpulkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI)
sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kominfo dan diadministrasikan dalam APBN berbentuk
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP’) BLU.

Penggunaan Dana USO sudah bertransformasi sejak pembentukannya tahun 2006 hingga saat ini. Bila
pada awalnya, Dana USO digunakan hanya untuk penyediaan jasa akses telekomunikasi di lebih dari 33
ribu desa dan internet di lebih dari 5.000 kecamatan, Dana USO pada tahun 2012 mulai digunakan untuk
pengembangan broadband melalui pembangunan jaringan backbone dan ekstension serat optik (Proyek Palapa
Ring). Selanjutnya, Dana USO diharapkan juga dapat dimanfaatkan untuk penyediaan layanan seperti
e-government, e-pendidikan, dan e-kesehatan.

Konsep strategi pendanaan pengembangan broadband dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: (1)
optimalisasi pemanfaatan APBN; (2) efisiensi pemanfaatan APBN; dan (3) mobilisasi dana di luar APBN.

Strategi pertama yaitu optimalisasi pendanaan APBN dapat berbentuk pemanfaatan Dana USO seperti
yang sedang berlangsung saat ini. Bentuk optimalisasi lainnya adalah optimalisasi PNBP Frekuensi. Apabila
alokasi BHP Frekuensi yang kembali ke sektor dapat ditingkatkan, maka pengembangan broadband dapat
dipercepat tanpa harus memberatkan APBN karena pada dasarnya baik Dana USO maupun BHP Frekuensi
berasal dari sektor. Selain itu pemilihan model bisnis yang lebih efektif dan efisien, tidak terpaku kepada
skema belanja modal, juga dapat menjadi pilihan yang tidak memberatkan APBN.

Strategi kedua (efisiensi pemanfaatan APBN) difokuskan melalui implementasi co-financing dan
infrastructure sharing, seperti pembangunan database e-government secara terpadu, pembangunan pipa
saluran (duct) umum yang dapat digunakan berbagai infrastruktur (listrik, telepon, dan sebagainya), dan

penggunaan right of way infrastruktur lain seperti jalan tol dan tiang listrik. Langkah kedua strategi efisiensi
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pemanfaatan APBN juga dilakukan melalui sinkronisasi APBN Kementerian/Lembaga untuk belanja ICT
yang dimaksudkan untuk menghindari duplikasi.

Adapun strategi ketiga adalah mobilisasi dana di luar APBN. Strategi ini diwujudkan melalui
implementasi kerjasama antara pemerintah dan swasta, serta menekan atau bahkan menghapuskan requlatory
cost akibat tidak konsisten dan tidak sinkronnya berbagai peraturan.

Tantangan Broadband

Untuk menjalankan “roda” akselerasi pengembangan broadband dapat bergulir dengan cepat dan
tepat maka terdapat tantangan yang harus dihadapi yaitu: Pertama, dari sisi pemerintah membutuhkan
koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas kementerian, termasuk kebijakan “undertaking” terhadap
rencana kebijakan broadband nasional yang disusun. Kedua, dari sisi industri perlu memperoleh konsep dan
kerangka insentif dalam berinvestasi di broadband. Insentif dimaksud tidak selalu berupa insentif finansial
juga insentif regulasi dan kebijakan. Ketiga, dari sisi masyarakat diperlukan pengembangan kemampuan dan
pemahaman tentang perlunya broadband.

Pemerintah Industri Masyarakat

Pengembangan
Kapasitas

Koordinasi dan

. Insentif
Harmonisasi

Penataan
Kompetisi dan
Penyelenggaraan

Government
Undertaking

Pemberdayaan

Sumber : Menteri Kominfo, “Jaringan Pita Lebar, Katalisator Perekonomian Indonesia”, Seminar Nasional Broadband Economy, 2012.

Gambar LK-10. Tantangan Broadband

Sebagai hal pokok, maka pengembangan broadband harus dituangkan dalam satu national broadband
plan sebagai tindak lanjut MP3EI. National broadband plan bisa menjadi acuan bagi semua pihak dalam
meningkatkan peran broadband dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk untuk mencapai target
2045 yakni menjadi ekonomi ranking 8 didunia. Indikator-indikator pertumbuhan ekonomi dari beberapa
aspek seperti pertumbuhan GDP, penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan investasi pada UMKM, peningkatan
efisiensi tata laksana pemerintahan harus ditetapkan sebagai bagian yang harus dicapai dari pengembangan
broadband.

Pengembangan broadband harus difokuskan kepada pengembangan ekosistem broadband secara
menyeluruh dengan koordinasi yang kuat antar kementerian, industri dan asosiasi dan masyarakat yang
menjadi komitmen nasional. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam pengembangan broadband
di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya peran broadband dalam pengembangan sektor dunia
usaha oleh pemerintah daerah, pelaku usaha khususnya UMKM, kewirausahaan termasuk ekonomi
kreatif dan pemangku kepentingan lainnya.
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2. Perlunya langkah aksi nyata yang menyentuh langsung masyarakat dalam pemberdayaan peningkatan
kemampuan dalam menggunakan layanan dan aplikasi broadband dalam meningkatkan kemampuan
secara ekonomi.

3. Mendorong instansi pemerintah agar melakukan pemanfaatan teknologi informasi khususnya broadband
beserta aplikasinya yang berdaya guna termasuk kebijakan anggaran yang memadai dalam penggunaan
broadband.

4. Mendorong regulasi penggunaan teknologi secara optimal dalam pengembangan broadband termasuk

kaitannya dengan regulasi sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi dan penomoran.

5. Mendorong regulasi pemanfaatan dana USO, hibah bahkan dana pemerintah melalui APBN untuk
pembangunan infrastruktur broadband serta pengembangan ekosistem broadband.

6. Merumuskan benefit secara terukur dari investasi pada pengembangan broadband yang harus dimonitor
bersama sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

7. Mendukung dan mendorong kegiatan kajian dan penelitian sebagai dasar penentuan kebijakan
broadband.

Bagian 2
Status Penyiaran Digital

Penyiaran TV Digital

Penyiaran televisi digital merupakan suatu keniscayaan, suatu fenomena yang tidak dapat terelakkan
oleh negara-negara mana pun di dunia. Penyiaran digital merupakan suatu tuntutan global dimana seluruh

negara di dunia telah dan sedang melakukan migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital.

TV digital adalah siaran audio (suara), video (gambar), dan informasi tambahanlainnya yang dipancarkan
dalam format digital. Kata “digital” mengacu pada suatu entitas fisik yang dikuantisasi dan diwakili oleh
karakter biner. “Digital” berasal dari kata ‘digit” atau “digitus’ (dalam bahasa Latin) yang artinya berhubungan
dengan angka-angka atau penomoran. Dalam sistem penyiaran TV digital, dikenal penggunaan angka 1 =
Terima, angka 0 = Tidak. Ini merupakan suatu proses dimana sinyal data/audio/video dikirim dari studio

produksi hingga dapat diterima perangkat TV yang ada di rumah-rumah.

Siaran TV digital dapat menggunakan frekuensi VHF/UHF seperti halnya penyiaran analog, namun
dengan konten digital yang dipancarkan melalui pemancar digital. Dalam penyiaran TV analog, apabila
antena receiver semakin jauh dari stasiun pemancar TV, sinyal yang akan diterima akan melemah sehingga
penerimaan gambar suara menjadi buruk dan berbayang atau berbintik-bintik. Sedangkan penyiaran TV
digital akan terus menerima gambar/suara dengan jernih samapai pada titik dimana sinyal tidak dapat

diterima lagi.
Secara khusus migrasi analog ke digital ini perlu dilakukan dikarenakan beberapa hal :

1. Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis

dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya
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alam tersebut perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukkannya sehingga tidak
menimbulkan gangguan yang merugikan. Penggunaan teknologi digital berarti melakukan penghematan

spektrum frekuensi.

2. Teknologi analog akan semakin mahal pengoperasiannya dan secara bertahap menjadi usang.

Standar TV Digital

|
DWVBE-T adopted |
I

| DVB-T trial broadcasts

ISDB-T

ISDE-T adopted

SBTWD-T adopted

DMB-T/H adopted

|
|
|
|
|
ISDB-T trial broadcasts [
I
|
|
|
|

DMB-T/H trial broadcasts

Commercial DVB-T
services

Sumber : dtvstatus.net

Gambar LK-11. Standar TV Digital di Belahan Dunia

Ada beberapa standar TV Digital yang dipakai di dunia saat ini, yaitu: DVB-T yang digunakan oleh
negara-negara di Eropa, Australia,dan sebagian Asia; ATSC yang digunakan negara-negara Amerika Utara;
ISDB-T yang digunakan oleh Jepang; DMB-T yang digunakan oleh Cina, Hongkong dan Macau, dan DVB-
T2 (standar hasil pengembangan DVB-T) yang digunakan Indonesia.

Analogue Switch Off

Negara-negara di seluruh dunia dalam forum International Telecommunication Union (ITU) telah
menetapkan bahwa tanggal 17 Juni 2015 merupakan batas waktu Analogue Switch Off (ASO), sebagaimana
tertuang dalam the Geneva 2006 Frequency Plan (GE06) Agreement. ASO adalah kondisi dimana penyiaran
TV tidak dapat melakukan siaran secara analog lagi. Dengan demikian Negara-negara di seluruh dunia harus

segera mulai melakukan migrasi dari penyiaran TV analog ke penyiaran TV digital.

Terkait ASO ini, Indonesia telah menetapkan akhir tahun 2017 sebagai periode akhir migrasi analog ke
digital dan pada tahun 2018, Indonesia akan melakukan penyiaran digital secara total.
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Dalam rangka untuk mempersiapkan analog switch-off, masyarakat perlu mendapat informasi yang
memadai tentang hal-hal yang terkait dengan migrasi analog ke digital seperti keunggulan teknologi digital,
jadwal migrasi, tanggal televisi terestrial analog akan berakhir, dan lain-lain.

Selama periode migrasi, masyarakat memerlukan perangkat tambahan set top box pada TV analog mereka
agar dapat menerima siaran digital. Sebuah perangkat set top box mengkonversi sinyal digital kembali ke
analog, sehingga penonton TV dapat menyaksikan siaran TV digital pada perangkat TV analog. Ke depan,
tidak menutup kemungkinan akan beredar perangkat TV digital yang dapat menerima siaran TV digital
(integrated-digital TV).

Manfaat Penyiaran Digital

Perkembangan teknologi diharapkan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi semua pemangku
kepentingan (stakeholder) dalam berbagai aspek. Khususnya bagi masyarakat yang menonton TV, lembaga
penyiaran, industri kreatif, industri perangkat serta Pemerintah.

Kualitas lebih baik
PEMIRSA Pilihan program siaran lebih banyak
Added value : Layanan interaktif, EPG, HDTV, EWS

LEMBAGA Efisiensi infrastruktur dan biaya operasional
PENYIARAN

INDUSTRI KREATIF Menumbuhkan industri konten kreatif dan inovatif

INDUSTRI
PERANGKAT

Peluang industri manufaktur nasional untuk memproduksi Set-Top-Box lokal

PEMERINTAH Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio => digital dividend

Gambar LK-12. Manfaat penyiaran digital

Gambar LK-2 adalah gambar mengenai manfaat dan peluang yangada dalam penerapan sistem penyiaran
TV digital. Manfaat bagi masyarakat akan dapat menerima layanan konten siaran dengan kualitas gambar
dan suara yang lebih baik dibandingkan dengan siaran analog, pilihan program siaran lebih banyak dan
bervariasi, dan dapat menerima layanan value added seperti interaktif, electronic program guide, High Definition
Television (HDTV) dan informasi peringatan dini yang lebih tepat sasaran. Bagi lembaga penyiaran akan terjadi
efisiensi penggunaan infrastruktur sehingga dapat menurunkan biaya operasional dalam penyelenggaraan
penyiaran. Kemudian adanya peluang bagi industri kreatif dalam hal penciptaan konten-konten kreatif dan
inovatif yang dapat disalurkan melalui sistem digital. Bagi industri manufaktur nasional, terdapat peluang
memproduksi dan memasarkan perangkat set fop box lokal. Sementara bagi pemerintah, dengan terjadinya
efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio akan didapat suatu digital dividend yang dapat dimanfaatkan

untuk pengembangan TIK di masa depan.
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Model Bisnis Penyiaran dan Struktur Penyelenggaraan Penyiaran Digital

MODEL BISNIS PENYIARAN

ANALOG DIGITAL
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Sumber : Direktorat Jenderal PPI, 2012

Gambar LK-13. Model Bisnis Penyiaran TV Digital

Transisi sistem penyiaran dari analog ke digital menimbulkan perubahan model bisnis penyiaran
dari sebelumnya bersifat vertikal menjadi horizontal. Dalam sistem penyiaran analog, Lembaga Penyiaran
melaksanakan seluruh kegiatan penyiaran, sebagai penyelenggara program siaran, pemegang hak
penggunaan frekuensi, penyelenggara infrastruktur, dan penyedia menara. Sementara dalam sistem
penyiaran digital, terdapat pemisahan kegiatan penyiaran oleh lembaga penyiaran. Penyelenggaraan program
siaran diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS). Sedangkan dalam
penyelenggaraan penyiaran multipleksing, dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran
Multipleksing (LPPPM) sebagai penyedia menara, pemegang hak pemanfaatan frekuensi, dan penyelenggara

infrastruktur multipeksing.

STRUKTUR PENYELENGGARAAN TV DIGITAL
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MUX-4 dst
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Sumber : Direktorat Jenderal PPI, 2012
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Gambar LK-14 . Struktur Penyelenggaraan TV Digital
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Prinsip Dasar Migrasi Analog - Digital

Dalam implementasi penyiaran digital, prinsip dasar migrasi analog ke digital mengutamakan jaminan

kepada masyarakat dan juga kepada penyelenggara penyiaran digital. Prinsip dasar ini meliputi :

Jaminan penyaluran informasi melalui media penyiaran TV ke pemirsa tidak terputus

Jaminan kepada lembaga penyiaran publik (LPP) dan lembaga penyiaran swasta (LPS) tentang tidak
terganggunya kegiatan penyiaran, walau dalam masa transisi (simulcast)

Pada masa transisi, LPP dan LPS yang sudah beroperasi memiliki prioritas awal untuk bersiaran di
digital

Pemerintah mengkaji kebijakan subsidi set-top-box ke masyarakat agar tepat sasaran

Kebijakan dan Regulasi Penyelenggaraan Penyiaran Digital

PERKEMBANGAN DIGITALISASI PENY N
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Sumber : Direktorat Jenderal PPI, 2012
Gambar LK-15. Perkembangan Digitalisasi Penyiaran TV Digital

Grand Launching
Digital TV Trial

Permen
Kominfo
17/2012

(Seleksi Mux)

Permen
Kominfo
22/2012

Pemerintah sebagai regulator dalam implementasi penyiaran digital telah mempersiapkan peraturan

yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan penyiaran digital, diantaranya :

il

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Induk (Masterplan)
Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Teresterial Pada Pita Frekuensi Radio 478 - 694

MHz.
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3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2012 tentang Standar Penyiaran Televisi
Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air).

4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 95 tahun 2012 tentang Peluang Usaha
Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Pada Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-fo-air) di Zona Layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), 5 (Jawa Barat),
6 (Jawa Tengah dan Jogjakarta), 7 (Jawa Timur) dan 15 (Kepulauan Riau).

5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 121 tahun 2012 tentang Tim Seleksi Lembaga
Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital
Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free-to-air).

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan

Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing.

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 tahun 2012 tentang Tata Cara Perhitungan
Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing.

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 22 tahun 2012 tentang Penggunaan Pita Spektrum
Radio 478 - 694 MHz pada Zona Layanan IV, Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Zona Layanan VII dan
Zona Layanan XV untuk Keperluan Transisi Televisi Siaran Digital Terestrial.

Rencana Pelaksanaan Penyiaran Digital di Indonesia

Implementasi penyiaran digital telah diinisiasi melalui tiga tahap utama, yaitu tahap pertama yang
berfokus pada uji coba lapangan serta seleksi perizinan baru untuk penyiaran digital dan penyelenggaraan
penyiaran secara simulcast serta memberikan dukungan industri dalam negeri untuk menyediakan perangkat
tambahan (set top box) di sisi penerima. Sementara untuk tahap kedua dilanjutkan dengan penyelenggaraan
periode simulcast lanjutan, serta mempercepat perizinan baru di daerah ekonomi kurang maju (DEKM).
Untuk tahap ketiga yang merupakan tahap akhir dari rencana implementasi penyiaran digital yaitu dengan
melakukan penghentian penyiaran televisi analog secara total di seluruh Indonesia.

| Tahap I \ Tahap I Tahap III
ple ez 20

¢ Uji coba lapangan ¢ Penghentian (cut off) ¢ Penghentian TV
maks. 1 tahun (2009) operasional TV analog Analog secara total
¢ Perizinan baru untuk di kota-kota besar di seluruh Indonesia
TV digital (2010) (Daerah Ekonomi Maju (fully digital)
¢ Moratorium izin baru /DEM)
TV analog (2009-2010) ¢ Percepatan izin baru
¢ Awal periode TV digital di Daerah
simulcast (2010-2017) Ekonomi Kurang Maju
¢ Dukungan industri (DEKM)
dalam negeri untuk Set ¢ Periode simulcast
Top Box (STB) lanjutan (2010-2017)
untuk DEKM

Sumber : Dirjen PPI, Kominfo

Gambar LK-16. Roadmap Penyiaran Digital di Indonesia
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Berdasarkan roadmap penyiaran digitéi, implementasi coverage penyiaran televisi digital dilakukan
secara bertahap di masing-masing wilayah Indonesia berdasarkan zona wilayah yang dibagi menjadi enam
zona wilayah dalam kurun waktu pelaksanaan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Zona pertama
meliputi Pulau Jawa dan Kepulauan Riau; zona kedua meliputi Sumatera Utara dan Kalimantan Timur;
zona ketiga meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan Timur; zona keempat Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Selatan); zona kelima meliputi Kalimantan Selatan dan Pulau

Sulawesi; zona keenam meliputi Maluku dan Papua.

= DIGITALTY COVERAGEAREA

Sumber : Dirjen PPI, Kominfo

Gambar LK-17. Coverage Area Penyiaran Digital di Indonesia

Rencana Penggelaran Infrastruktur Jaringan TV Digital Hasil Seleksi Penyelenggara
Multipleksing

Seleksi penyelenggara multipleksing yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika tahun 2012 telah menetapkan penyelenggara multipleksing untuk beberapa zona. Rencana
penggelaran infrastruktur jaringan TV digital direncanakan sesuai dengan komitmen pembangunan
pemenang seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM).




RENCANA ON AIR OPERATOR MULTIPLEKSER (LPPPM)*

PROPINSI/ KAB/KOTA 2013 2014

DKI JAKARTA DAN BANTEN

(Zona 4)

Cilegon TVONE, TRANS TV
METRO TV,
SCTV, BSTV

Pandeglang TVONE, TRANS TV
METRO TV,

SCTV

Bandung, Cimahi, Padalarang, ANTV, RCTI, INDOSIAR
dan Cianjur METRO TV | TRANS TV

Purwakarta & Cikampek ANTV METRO TV INDOSIAR RCTI

ANTV METRO TV INDOSIAR
TRANSTV INDOSIAR

ANTV METRO TV

aplngta ax1v

R B
TVOne

TRANS TV

Pelabuhan Ratu

Cirebon, Indramayu

INDOSIAR RCTI,
TRANS TV

Sumedang

JAWA TENGAH DAN DIY
(Zona 6)

INDOSIAR, METRO TV
TVOne

INDOSIAR, METRO TV
TVOne
Yogyakarta, Wonosari, Solo, INDOSIAR, METRO TV, GTV
Sleman, dan Wates TRANS TV TVOne
urabaya, Lamongan, Gresi METRO ANTV GTV
Mojokerto, Pasuruan, dan TV, SCTV,
Bangkalan TRANS TV

ANTV, SCTV METRO TV

Purwokerto, Banyumas,
Purbalingga, Kebumen, dan
Cilacap

Magelang, Salatiga, dan
Temanggung

Kediri, Pare, Kertosono,
Jombang, Blitar, Tulungagung,
dan Trenggalek

Jember

ANTV, SCTV METRO TV
[\

Banyusvang aNTVSCTV MEmOTV | o
Pamckosndmsumeney | ANTVSCIV MEFOTY| o
KEPULAUAN RiAU I

Tanjung Pinang

Q = Quarter/Kwartal
*Rencana penggelaraninfrastruktur jaringan TV digital berdasarkan komitmen pembangunan pemenang seleksi LPPP)




Tren Penyiaran

Pada tahun 2012, tren teknologi industri penyiaran secara global yang paling penting adalah multiplatform
content delivery (broadcast, web,mobile, dll.) Hal ini menunjukkan bahwa pelaku industri siaran lebih fokus
kepada layanan multi-platform pengiriman konten. Sedangkan tren industri penyiaran paling penting
selanjutnya adalah tapeless workflow atau “file-based” workflow dengan sinematografi digital. Tren ini telah
dipercepat dengan peningkatan kapasitas media penyimpanan seperti hardrive dengan harga yang semakin
murah.

Multi-plaltform content delivery (broadcast, web, mobile etc) i
Flle-based/ tapeless workflows
Transition to HDTV operations
IP networking & content delivery
Improvements in video compression efficiency
Video on demand
Cloud computing/cloud-based services
Move to automated workflows
Targeted advertising
3DTV
Analog switch-off
Centralized operations (playout, transmission etc.)
Transition to 3Gbps (1080 p) operations
Transition to 5.1 channel audio

Outsourced operations (playout, transmission etc)

Reduction in carbon emissions/other green initiatives
f

The 2012 BBS Broadcast Industry Global Tren Index

Sumber : Devoncroft Market Research and Strategic Analysis for Digital Media

Gambar LK-18 . Global tren 2012 industri penyiaran

Pada akhirnya implementasi penyiaran digital merupakan sebuah keharusan bagi seluruh wilayah
di dunia dalam menghadapi keterbatasan sumber daya frekuensi dan perkembangan teknologi digital.
Mengoptimalisasi perkembangan teknologi yang ada merupakan tantangan dan prospek ke depan bagi
semua untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya.

Bagian 3
Status e-Commerce

E-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu
yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar®.
Termasuk juga didalamnya pertukaran informasi komersial secara elektronik yang terjadi antara institusi

pendukungnya dengan aktivitas transaksi yang dilakukan.

Beberapa tahap yang umumnya terdapat di antara penjual dan pembeli dalam transaksi komersial dapat
diintegrasikan sekaligus dan otomatis secara elektronik, sehingga dapat meminimalkan biaya transaksi. Secara

8 Organization for Economic Coperation and Development, 1997
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lebih spesifik e-commerce dapat dikaitkan dengan transaksi elektronik business-to-business dan business-to-
consumer dimana transaksi yang terjadi menyangkut beberapa jenis pembayaran elektronik.

E-Commerce sebagai suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastuktur internet
memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas. Seperti halnya internet, di manapun dan siapapun dapat
melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas ekonomi sehingga e-commerce dengan penggunaan internet
memiliki segmentasi penerapan yang luas. Secara garis besar, iklim terciptanya aktivitas e-commerce
didukung oleh ketersediaan infrastruktur, konektivitas, dominasi aktivitas masyarakat secara umum serta

layanan e-commerce yang tersedia.

Prospek berkembangnya e-commerce di suatu wilayah dapat dilihat dari kesiapan infrastruktur serta
beberapa parameter indikatornya di antaranya jumlah pelanggan telepon, pelanggan internet, penetrasi
internet, ketersediaan kapasitas bandwidth, dan sebagainya. Perkembangan e-commerce juga didukung oleh
kebiasaan aktivitas dari masyarakat di wilayah tersebut.

EKONOMI

JUMLAH PENDUDUK 237.641.326 Jiwa

LUAS WILAYAH 1.910. 931,32 Km2

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

INFRASTRUKTUR

TOTAL PANJANG FO 41.151,6 Km

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

INDIKATOR E-COMMERCE

JUMLAH PELANGGAN FWA 34.055.213

JUMLAH PENGGUNA INTERNET 55.000.000

KAPASITAS BANDWIDTH (Dalam Kbps)
ISP : 372.985.356
NAP: 27.513. 816

TIGA WEBSITE TERPOPULER
YANG DIAKSES 1. www.facebook.com

2. www.google.co.id

3. www.google.com
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SITUS BANK TERPOPULER YANG DIAKSES www .klikbca.com

SEARCH ENGINE TERPOPULER www.google.co.id
YANG DIAKSES

SITUS BERITA/MAJALAH LOKAL www.detik.com
TERPOPULER YANG DIAKSES

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan ukuran populasi, Indonesia memiliki lingkungan yang ideal untuk perkembangan kegiatan
e-Commerce. Dengan basis pengguna internet sekitar 55 juta jiwa,’ Indonesia menyumbang sekitar 5,1% dari
populasi online di seluruh Asia. Bahkan pada ukuran ini, penetrasi internet di Indonesia sebesar 22,1% masih
di bawah tingkat penetrasi internet di kawasan Asia yang rata-rata pada angka 27,5% yang merupakan pasar

potensial untuk perdagangan barang dan jasa secara online.

Secara geografis, kondisi pembangunan infrastruktur backbone fiber optic (FO/serat optik) masih
terus berlangsung terutama di daerah timur Indonesia. Dengan meluasnya penggunaan teknologi nirkabel,
jumlah infrastruktur tradisional seperti saluran telepon bukanlah penghalang lagi untuk meningkatkan
tingkat penetrasi internet. Hal ini, ditambah dengan munculnya perangkat internet-enabled ponsel dan harga

komputer yang terjangkau, membuat potensi untuk wilayah di seluruh Indonesia yang sangat menjanjikan.

Melihat rata-rata PDB per kapita angka untuk sebagian besar di Indonesia, aktivitas utama e-Commerce
masih terfokus pada pembelian barang-barang dan jasa. Secara keseluruhan, internet digunakan terutama
untuk pencarian konten umum serta alat komunikasi. Sementara untuk media email, berita/majalah/blog,
dan jejaring sosial merupakan penggunaan teratas untuk internet di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara.
Untuk kawasan ASEAN, konsumsi informasi hampir selalu menjadi penggunaan utama dari internet.
Penggunaan internet untuk mengkonsumsi konten merupakan peluang terjadinya peningkatan kegiatan

e-Commerce.

Clothing/ Accessories/Shoes 70%

Books, magazines, or other reading materials 69%
Videos, DVDs, Games 68%

Computer Software 65%

Music or CD’s 60%

Sporting Goods 57%

Airline Tickets/reservations 57%

Electronic Equipment (TV, Camera etc.) 56%
Computer Hardware 54%

Event, Theater or Movie TIckets 48%
Tours/Hotel reservations 44%

Flowers or Gift items 44%

Automotive/Motor and Accessories 42%
Houseware or hardware items 41%

Toys/Dolls/ Collectibles 39%
Cosmetics/Nutritions Supplements/Medicine 34%
Groceries 28%

Sumber : Aktivitas e-Commerce di Indonesia (ASEAN e-commerce database project , 2010)

Gambar LK-19. Aktivitas E-Commerce di Indonesia

9 internet worldstat, 30 Juni 2012
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Untuk Indonesia, sebagian besar aktivitas membeli barang secara online lebih cenderung menggunakan
metode pembayaran online atau elektronik.’’ Selain ini, banyak juga yang telah membeli secara online
melakukannya kembali dalam 3 bulan terakhir, hal ini menunjukkan bahwa pembelian online dapat menjadi
kebiasaan setelah pembelian pertama. Dengan kombinasi dari basis besar pengguna online dan minat dalam
aktivitas online, Indonesia dan kawasan ASEAN tidak meragukan dapat menjadi lingkungan yang baik
untuk e-Commerce.

Dari segi prospektif, perbankan online memainkan peran penting dalam pengembangan e-Commerce,
karena secara umum aktivitas dasar melihat laporan bank dan saldo merupakan suatu keharusan bagi
banyak orang yang memiliki rekening di bank. Potensi pengembangan e-commerce di bidang perbankan ini
dapat dilakukan, jika bank mampu mengkonversi pengguna untuk memanfaatkan layanan transaksi seperti
“tagihan” atau “utilitas” pembayaran, maka konsumen akan lebih terbiasa bertransaksi secara online.

Transaksi yang dilakukan dalam aktivitas e-commerce memunculkan terminologi dalam pembayaran
transaksi yang dilakukan yang dikenal dengan e-payment. Pada prinsipnya, sistem pembayaran elektronik
atau e-payment merupakan metode pemindahan nilai uang secara elektronik atau digital antara dua pihak

sebagai kompensasi dari penerimaan atas barang atau jasa.

Secara umum ada beberapa pihak yang terlibat di dalam e-payment, yaitu: Issuer, biasanya berupa bank
atau lembaga non banking; Konsumen, pihak yang melakukan e-payment; Penjual, pihak yang menerima

e-payment; Regulator, biasanya pemerintah yang regulasinya mengontrol e-payment.

Saat ini, di beberapa negara telah mulai dikenal instrumen pembayaran elektronis yang dikenal sebagai
electronic money atau sering disebut dengan e-money. Karakteristiknya sedikit berbeda dengan pembayaran
elektronis lain seperti credit/debit card, pembayaran dengan menggunakan e-money tidak selalu memerlukan
proses otorisasi untuk pembebanan ke rekening nasabah yang menggunakannya karena pada e-money
telah terekam sejumlah nilai uang. Dengan karakteristik tersebut, pada prinsipnya seseorang yang memiliki
e-money sama dengan memiliki uang tunai. Hanya saja nilai uang tersebut dikonversikan dalam bentuk
elektronis. Contoh e-money card based di Indonesia, antara lain : Pertamina Gaz Card, Kartu Toll, T-Cash,
Kartu TransJakarta, dan sebagainya.

Transaksi dalam aktivitas e-commerce memerlukan perhatian dalam kemudahan sistem pembayaran.
Secara umum e-commerce memerlukan persyaratan yang mencakup :

1. Konfidensialitas untuk menjamin bahwa konsumen, pedagang dan informasi transaksi pembayaran tetap
konfidensial.

2. Integritas dari semua data yang ditransmisikan melalui jaringan publik seperti Internet.
3. Otentikasi dari pihak pembeli maupun pihak pedagang.

4. Keamanan berkaitan dengan perlindungan atau jaminan keamanan dari pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab.

5. Mekanisme privacy untuk pertukaran informasi yang sifathnya umum maupun pertukaran data
pembayaran.

6. Divisibilitas, berkaitan dengan spesifikasi praktis transaksi baik untuk skala besar maupun transaksi
skala kecil.

7. Interoperabilitas dari perangkat lunak, maupun jaringan dari penerbit kartu kredit dan perbankan.

10 ASEAN e-commerce database project , 2010
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Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung E-Commerce

Pemerintah sebagai regulator dalam pengembangan iklim e-commerce menyiapkan kebijakan dan

regulasi yang mendukung pelaksanaan transaksi elektronik pada e-commerce, diantaranya dengan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sembilan Pasal di dalam UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan

pembentukan Peraturan Pemerintah tentang :

1)
2)
3)
4)

Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 Ayat 2);

Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);
Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2);
Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);
Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);

Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PSTE).

Dalam PP PSTE ini mengatur ketentuan umum mengenai :

® N o ok »w N

Sistem Elektronik

Transaksi Elektronik

Agen Elektronik

Penyelenggara Sistem Elektronik

Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor Terkait
Perangkat Lunak

Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik

Instansi Penyelenggara Negara

Dari PP PSTE diperlukan turunan dari PP berupa Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Amanat PP PSTE
yang mengatur secara spesifik mengenai :

OFf® N o g bk b=

RPM Lembaga Sertifikasi Keandalan

RPM Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

RPM Sertifikasi Elektronik untuk Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Pelayanan Publik
RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik

RPM Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik

RPM Spam (pengiriman informasi elektronik promosi)

RPM Tata Kelola PSE

RPM Pengelolaan Nama Domain

RPM Nama Domain go.id
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Perkembangan e-commerce dengan basis internet memanfaatkan banyaknya pengakses pada situs
e-commerce, sehingga mendorong penyedia e-commerce untuk menyediakan global platform payment

sehingga memudahkan pengakses untuk bertransaksi melalui e-payment yang beragam.

Bagian 4
TIK Pedesaan

Perkembangan TIK pedesaan di Indonesia didukung dengan penyediaan infrastruktur oleh Pemerintah.
Hal ini sejalan dengan roadmap TIK di Indonesia yang menyatakan bahwa untuk tahun 2009 sampai dengan
2012 menuju Indonesia connected dengan langkah awal penguatan Sumber Daya Manusia bidang TIK; periode
2012 sampai dengan 2014 menuju Indonesia Informatif dengan target menyediakan akses broadband di setiap
kota/wilayah, serta penguatan e-public services, e-health dan e-education untuk semua; Tahun 2014 sampai
dengan 2020 menuju Indonesia Broadband dengan target penguatan daya saing dan inovasi industri serta

tahun 2020 menuju Indonesia Digital dengan target penyiaran digital di semua area.

Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) Telekomunikasi
merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam hal ini kewenangan Kementerian Komunikasi dan
Informatika untuk segera memperkecil kesenjangan informasi (digital divide) yang juga merupakan amanat
Pasal 2 UU No.36 Tahun 1999 yaitu azas adil dan merata.

Pemerintah telah melakukan beberapa program untuk memperkuat titik akses di wilayah-wilayah
di Indonesia, diantaranya dengan melalui program Desa Dering, Desa Pintar, Pusat Layanan Internet
Kecamatan (PLIK), Mobile-Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK), National Internet Exchange (NIX),
11X, Wifi Kabupaten, PLIK Sentra Produktif, Upgrade Desa Pinter, Telinfo Tuntas dan Perangkat Radio (Desa

Informasi).

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile-PLIK

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) merupakan pembangunan sarana umum untuk melakukan
akses internet di ibukota kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah USO. Pembangunan internet
kecamatan tidak hanya untuk melakukan pembangunan ruang akses internet bersama akan tetapi juga akan
dilakukan push konten yang produktif dan juga portal konten-konten yang bermanfaat. Konfigurasi dari
arsitektur jaringan yang disyaratkan untuk menuju ke server konten-konten yang berada di Jakarta tersebut
adalah sebesar 256 kbps untuk downlink dan 128 untuk uplink sehingga memungkinkan untuk memberikan
layanan yang bersifat interaktif. Pembangunan tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2010 dengan target
jumlah titik layanan adalah lebih dari 5.748 titik.

Pengoperasian PLIK dikendalikan oleh Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Internet Kecamatan
yang berfungsi antara lain mendukung layanan Internet Sehat dan Aman (INSAN) di setiap PLIK, mengatur
dan menyebarkan konten, Komunikasi PLIK, yaitu kemampuan untuk melakukan instant messaging (data,
voice, video) dan layanan surat elektronik/ electronic mail ( e-mail ) yang dapat digunakan antar pelanggan/

user PLIK secara aman, serta optimalisasi bandwidth.
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Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/ PER/MKOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet
Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan, serta amanat dari Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, bagian
Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik, serta Kebijakan : 003 - Pelaksanaan
Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika bahwa Presentase desa
yang dilayani akses internet (dengan prioritas pada seluruh desa Ibukota Kecamatan di wilayah Universal
Service Obligation sebanyak minimal 4.218 harus terlaksana pada 31 Desember 2010.

Program yang bersifat adil dan merata terus dilakukan seiring dengan berkembangnya desa/kecamatan
yang tidak terdata atau karena pemekaran. Bersamaan atau setelah penggelaran program “adil dan merata”,
maka penyediaan KPU/USO Telekomunikasi diarahkan pada ICT (Information and Communication Technology)

yang murah namun cepat, serta ICT yang bermartabat, program-program dimaksud antara lain :
1. PLIK bersifat bergerak/Mobil PLIK;
2. Nusantara Internet Exchange (IX)

3. Nusantara Internet Exchange (IX) untuk nasional dan internasional di wilayah Indonesia bagian barat,

tengah dan timur Indonesia.
4. Penyediaan Infrastruktur backbone dan backhaul sampai dengan tingkat kota/kabupaten.

5. Mendorong local content.

Program Desa Berdering dan Desa Pinter

DesaDeringdanDesaPinter diselenggarakanberdasarkanPeraturan Menteri KomunikasidanInformatika
Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.

Teknologi yang digunakan merupakan teknologi netral dengan perangkat minimal yang harus di ada di
fasilitas telekomunikasi dimaksud yaitu antara lain :

1. FWT (Fixed Wireless Telepon)/Handset;

Billing Display/PDPT alat Pencatat Pulsa Telepon;
Power Supply (PLN-APB/SC);

Billboard Sign/Papan Plang;

Antena Yagi (jika sinyal lemah dan menggunakan teknologi seluler);

A

Antena VSAT dan Perangkat VSAT (jika sama sekali tidak ada sinyal).

Desa berdering merupakan desa yang sudah tersambung dengan akses telepon dan Desa Pinter (Desa
Punya Internet) merupakan pilot project penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika perdesaan
dengan kemampuan Kecepatan transfer data (Throughput) minimal 56 Kbps dari CPE ke Perangkat Operator,
Latency : Maks 750 ms dari CPE ke IIX dan Packet Loss : 2% dari CPE ke IIX. Perangkat minimal yang harus
di ada di fasilitas telekomunikasi dimaksud yaitu antara lain :
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1. Koneksi ke jaringan internet;
Personal Computer multimedia (PC);

modem;

L

printer; dan peripheral.

Program Internet Exchange

Penyelenggaraan program Internet Exchange dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi
Dan Informatika Nomor: 21/Per/M.Kominfo/12/2010 Tentang Penyediaan Nusantara Internet Exchange

Untuk Layanan Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan.

Tujuan Nusantara Internet Exchange bertujuan antara lain untuk:

a. Mendistribusikan trafik internet di Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi, trafik nasional dan

internasional;
b. Mengurangi latency;
c. Meningkatkan kecepatan layanan internet;
d. Mengefisiensikan routing trafik internet;

e. Mengurangi biaya pengiriman trafik nasional dan internasional.

Nusantara Internet Exchange berfungsi antara lain sebagai:

a. Pertukaran trafik nasional dan internasional antar penyelenggara jasa telekomunikasi (spesifik untuk
berbasis protokol internet) dan penyelenggara sistem elektronik;

b. Pendorong pertumbuhan konten;

c. Penyediaan sarana pengamanan jaringan dan konten.

Fasilitas yang dimiliki oleh Nusantara Internet Exchange adalah selain perangkat pertukaran trafik,
juga link penghubung antara Internet Exchange, data center, informasi tentang routing trafik, perangkat
pengamanan jaringan dan konten serta Mirror untuk SIMMLIK.

Sejauh ini target dan realisasi sampai dengan Juni 2012 secara rata-rata hampir terpenuhi untuk semua

titik akses, sementara program-program lainnya masih berlangsung.
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Gambar LK-20. Target dan Realisasi Pembangunan Infrastruktur TIK

Penyediaan infrastruktur yang menjangkau wilayah terpencil di Indonesia merupakan salah satu upaya
yang dilakukan untuk mengintegrasikan infrastruktur Indonesia tersambung dengan program USO “dari
desa menjadi dunia”. Penyediaan infrastruktur TIK diharapkan dapat menambah added value bagi masyarakat
secara nyata. Meningkatkan TIK pedesaan merupakan salah satu upaya yang dapat mentransformasi
cyberspace ke real space yang konstruktif dan produktif.

Program KPU/USO
Dari Desa menuju Dunia
2009 2014

Nasional Dunia

Kecamatan Kabupaten Propinsi

Adil & Merata

Program Program Program Desa

Internet Mobile Upstream, Program |IX

Kecamatan PLIK. WIFI SIMMLIK & & IT Industri
y

Palapa Ring, Kreatif
(PLIK) Kabupaten ICT Perbatasan

Program
Desa Dering
& Pinter

Potensi

+ 33 Propinsi
¢ £ 600 Kabupaten
¢ +7.500 Kecamatan
¢ +72.000 Desa

Gambar LK-21. Integrasi Infrastruktur Indonesia Tersambung : Program USO dari desa
menjadi dunia
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TIK pedesaan menjadi hal yang relevan, karena masyarakat Indonesia banyak yang tinggal di pedesaan.
Semua daerah ke depannya akan memiliki akses broadband, dan juga mengalami pengembangan kekuatan
e-public service. Dengan perkembangan internet terjadi transformasi budaya, sehingga pemerintah harus
memiliki framework yang jelas mengenai pengembangan TIK (rencana pengembangan, regulasi, dan

sebagainya).

Pemerintah melakukan strategi yang dibangun dengan dua rentang yang berbeda, yaitu jangka pendek
dan jangka panjang. Jangka pendek strategi sebagian besar berfokus pada penguatan TIK sumber daya
manusia untuk memenuhi permintaan pasar. Sedangkan, jangka panjang masih menunjukkan tujuan inti dari
membangun domestik kapasitas sumber daya manusia TIK, namun lebih menempatkan fokus pada gagasan
ideal masyarakat yang berbasis TIK. Pelaksanaan program untuk mendorong masyarakat memanfaatkan
TIK secara produktif dapat optimal dengan sinergi dari beberapa komponen, misalnya antara pemerintah

dan swasta.

TIK membawa transfomasi sosial budaya dimasyarakat, penggunaan TIK membawa perubahan pada
gaya hidup serta aktivitas sehari-hari. Perkembangan TIK hendaknya membawa perubahan juga dalam
kehidupan masyarakat, yang dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Beberapa program yang
mendorong pemberdayaan masyarakat dengan TIK dapat dilakukan dengan kolaborasi antar pihak, misalnya
antara Pemerintah dan swasta, sehingga ke depan perkembangan TIK diharapkan dapat memberikan dampak

yang signifikan bagi kemajuan taraf hidup masyarakat.
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Gambar LK-22. Peran Strategis Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

ook (World Bank) diperoleh informasi bahwa 70% orang Indonesia hidup dengan
at 11 operator telekomunikasi di Indonesia. Dengan melihat peluang tersebut,
aid minutes dengan menyediakan sistem informasi untuk melayani jasa

inaan kepada masyarakat yang sudah menjadi anggota dengan
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ersifikasi bisnis dilakukan dengan VAS tersebut, dengan
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an tambahan pendapatan bagi masyarakat sekaligus
onitor peningkatan perekonomian masyarakat
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imasi penggunaan TIK untuk masyarakat
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Program yang dilakukan dengan memberikan pelatihan Microsoft Office dan Adobe kepada
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Trend TIK

1.1. TIK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Saat ini, Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian dunia. Selaku negara anggota
G20, Indonesia mempunyai andil dalam membahas isu penting perekonomian. Selain itu, IMF juga
memperkirakan pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi 6 besar negara yang menguasai perekonomian
dunia. Namun demikian, Indonesia tetap dituntut untuk mampu dan siap berkompetisi dengan negara
lainnya terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi dunia. Dalam hal ini, TIK mempunyai peran
dalam memperkokoh kekuatan ekonomi, kekuatan intelektual, dan kekuatan sosial.

Pengaruh TIK pada pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kontribusinya pada input
faktor produksi seperti investasi dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, TIK juga berperan dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah jasa atau produk yang dihasilkan sektor TIK, serta

peningkatan produktivitas dari sektor-sektor yang memanfaatkan atau menggunakan produk dan jasa TIK.

Penelitian mengenai pengaruh TIK terhadap perekonomian di beberapa negara telah banyak
dilakukan. Salah satunya adalah studi yang dilakukan  World Bank' terhadap 120 negara,
dalam  kurun  waktu 1980-2006, yang menyimpulkan bahwa kenaikan 10 persen penetrasi
broadband dapat meningkatkan PDB per kapita sebesar 1,38 persen di negara berkembang
dan 1,21 persen di Negara maju. Selain itu, penelitian dari McKinsey Global Institute
mengungkapkan bahwa sumbangan internet bagi PDB negara-negara besar mencapai 3,4 persen dan untuk

tingkat dunia kontribusi tersebut adalah sekitar 2,9 persen.

Untuk tingkat nasional, kajian mengenai dampak TIK terhadap perekonomian Indonesia masih sangat
terbatas. Salah satu studi yang terbaru adalah yang dilakukan oleh Deloitte”® dengan kesimpulan bahwa
Internet telah memberikan kontribusi langsung sebesar 1,6 persen bagi PDB Indonesia. Nilai kontribusi
Internet ini ternyata melebihi nilai ekspor peralatan elektronik, manufaktur gas alam cair, serta manufaktur
kayu dan produk lainnya. Namun demikian, angka kontribusi tersebut masih dibawah negara-negara lain di
Asia seperti Hongkong (5,9 persen), India (3,2 persen) dan Cina (2,6 persen).

Selanjutnya, berdasarkan data BPS sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.1, meskipun kontribusi

sektor pos dan telekomunikasi terhadap PDB berfluktuasi namun mempunyai kecenderungan yang terus

11 World Bank, Extending Reach and Increasing Impact. Information & Communications Technology for Development, 2009.

12 Manyika, J. and Roxburgh, C, “The Great Transformer: the impact of the internet on economic growth and prosperity”,
McKinsey Global Institute, 2011.

13 Deloitte, 2011, “Nusantara Terhubung: Peran Internet dalam pembangunan ekonomi Indonesia”, Deloitte Access Economics,
Sydney, www.deloitte.com/au/economics.
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meningkat dari 2,61 persen (Rp. 103,3 Trilyun) pada tahun 2007 hingga mencapai mencapai 2,86 persen (Rp.
212,2 Trilyun) pada tahun 2011. Secara umum rata-rata kontribusi Pos dan Telekomunikasi dalam rentang
2007 - 2011 adalah sekitar 2,72 persen per tahun.

PDB
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Gambar 1.1. PDB Pos dan Telekomunikasi dan Persentase Kontribusinya Bagi PDB Nasional

Selain itu, kontribusi sektor TIK bagi perekonomian Indonesia juga dapat dilihat dari peningkatan
besarnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetorkan kepada Kementerian Komunikasi dan
Informatika rata-rata 25 persen pertahun. Gambar 1.2. menunjukkan realisasi penerimaan PNBP tersebut
yang walaupun agak berfluktuasi namun selalu melampaui target yang telah ditetapkan dan mempunyai

kecenderungan meningkat.
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Sumber : Kementerian Kominfo 2011

Gambar 1.2. Total dan Target PNBP Kementerian Kominfo

Angka dan data tersebut menunjukkan bahwa TIK mempunyai dampak positif yang cukup berarti
bagi perekonomian baik dalam tingkat dunia maupun negara. Pada era konvergensi digital, efek positif TIK
cenderung semakin kuat. Hal ini tentunya berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara luas dalam mendukung
dunia usaha, pendidikan, pelayanan pemerintah, dan segala aspek kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan
potensi kontribusi TIK bagi perekonomian tersebut, maka beberapa negara telah secara khusus menempatkan

TIK dalam kebijakan nasionalnya.
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Sebagai contoh, pemerintah Australia telah membentuk Department of Broadband, Communications, and
the Digital Economy yang bertujuan untuk mempromosikan ekonomi digital melalui pengembangan sektor
broadband, penyiaran, dan komunikasi yang kokoh, kompetitif dan berkelanjutan.'* Selain itu, Presiden
Amerika Serikat Barrack Obama, setelah menyatakan dukungannnya dalam memanfaatkan infrastruktur
broadband sebagai platform pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan® di tahun 2010, pada bulan Juni 2012
mengeluarkan executive order'® untuk mempercepat pembangunan infrastruktur broadband yang melibatkan

berbagai instansi terkait.

Sejalan dengan tren pembangunan TIK internasional tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah
meningkatkan perhatiannya terhadap TIK sebagai pendukung pembangunan ekonomi. Selain telah
membentuk Kementerian yang khusus menangani komunikasi dan informatika, di dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Mei 2011 Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan
telematika sebagai salah satu dari delapan program utama'” dan salah satu dari 22 kegiatan ekonomi utama*®

sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3.
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°
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Gambar 1.3. Kegiatan Ekonomi Utama

Sumber : MP3EI, 2011

Program utama dan kegiatan ekonomi utama tersebut merupakan fokus dan pengembangan strategi
kebijakan dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari oleh
semangat “Not Business as Usual”. Perumusan strategi kebijakan tersebut juga merupakan salah satu wujud

14 http://www.dbcde.gov.au/about_us/corporate_plan_2011-13.

15 http://www.whitehouse.gov / the-press-office/ statement-president-national-broadband-plan.

16 http://www.whitehouse.gov/ the-press-office/2012/06/14/ executive-order-accelerating-broadband-infrastructure-
deployment.

17 Delapan program utama meliputi pertanian, pertambangan, energy, industry, kelautan, pariwisata, dan telematika.

18 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, ‘Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia’, Jakarta.
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peran pemerintah dalam memberikan perangkat aturan dan regulasi yang akan memberi insentif kepada
dunia usaha dalam membangun kegiatan produksi dan infrastruktur secara paripurna.

Selanjutnya, TIK khususnya infrastruktur broadband juga ditetapkan sebagai salah satu infrastruktur
bagi konektivitas nasional sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.4. Terkait dengan hal tersebut telah
ditargetkan pembangunan National Broadband Network (NBN) dalam kurun waktu 2010-2015 khususnya
untuk jaringan fixed broadband.

Pengembangan
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(RPJMN &

RTRWN)

Locally

VISI Integrated,

Globally
Connected

Sumber : MP3EI, 2011

Gambar 1.4. Kerangka Kerja Konektivitas Nasional

Secara singkat dapat dikatakan bahwa TIK di era konvergensi digital akan mempunyai peran signifikan
bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mendorong Indonesia untuk membuat perencanaan
terpadu dengan beberapa komponen pembentuk konektivitas nasional yang meliputi: (a) Sistem Logistik
Nasional (SISLOGNAS); (b) Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS); (c) Pengembangan Wilayah (RPJMN
dan RTRWN); (d) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT).

1.2. TREN KONVERGENSI TIK

Teknologi menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat modern seiring dengan semakin pesatnya
perkembangan perangkat TIK. Penggunaan perangkat TIK untuk entertainment, computation dan communication
didukung konvergensi teknologi dengan pemanfaatan jaringan yang sama antara data dan voice. Dalam sektor
bisnis, konvergensi teknologi ini menyebabkan suatu perusahaan IT dapat menyediakan berbagai konten.
Sehingga teknologi menjadi semakin murah, handal dan mampu mendukung mobilitas penggunanya.

Konvergensi TIK berbasis pada 3 hal yakni konten, service, infrastruktur dan terminal yang digunakan.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengeser konvergensi vertikal dari konten, layanan, dan
infrastruktur, menjadi konvergensi horizontal antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran.

s
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Data dan voice dalam layanan internet, telekomunikasi, penyiaran radio dan TV akan berkonvergensi dalam
jaringan berbasis IP dengan open platform accces.”

Area konvergensi teknologi terdiri dari media, distribusi serta konten digital. Area konvergensi media
meliputi perangkat end user yaitu kertas dan layar elektronik. Sedangkan area distribusi meliputi komputer,
komunikasi, penyiaran dan telephoni. Dan untuk area konvergensi digital konten meliputi audio, text dan
video.

ech
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Sumber: Convergence : How Five Trends Will Reshape The Social Sector, Gowdy et all

Gambar 1.5. Tren konvergensi

Perkembangan teknologi menuju era konvergensi mengakibatkan terjadinya perubahan sosial budaya
masyarakat. Konvergensi mengakibatkan adanya pergeseran demografi pengguna teknologi, perkembangan
teknologi yang pesat, jaringan yang memungkinkan diatur dengan cara baru, peningkatan minat dan
partisipasi masyarakat serta batas antar sektor menjadi kabur. Lima hal ini akan membentuk sektor sosial
baru.?

Adanya sektor sosial baru sebagai hasil dari konvergensi salah satunya dipengaruhi oleh pergeseran
demografi pengguna teknologi yang disebabkan aktivitas generasi muda sebagai pengguna teknologi
dominan. Selain itu, perubahan sektor sosial juga dipengaruhi peningkatan aktivitas masyarakat dalam

dunia virtual seperti penggunaan internet dan jejaring sosial.

Penggunaan teknologi seperti internet, mobile phones, jaringan selular dan PC dituntut mempunyai
kualitas layanan yang baik dan memiliki mobilitas yang tinggi. Saat ini, mobile phone dan cellular network telah
memiliki regulasi dan bersifat closed, sedangkan internet dan PC masih bersifat openn dan belum beregulasi. Di
Indonesia, hal ini harus menjadi perhatian agar pemberdayaan internet dapat dimanfaatkan secara positif.

19 Open Platform Access: perangkat lunak yang mengijinkan akses dari berbagai teknologi jaringan yang berbeda
(GPRS, Wimax, LTE, DVB-T, dll)
20  Gowdy etall . 2009. ‘Convergence : How Five Trends Will Reshape The Social Sector’
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Gambar 1.6. The Great Convergence

Tren konvergensi akan membuat peralatan yang semakin murah dan makin menarik, sehingga pangsa
pasar teknologi akan semakin meningkat. Dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, Indonesia
merupakan pasar potensial untuk perangkat TIK. Oleh karena itu, perkembangan TIK di Indonesia harus

didukung wawasan nusantara dengan penggunaan TIK untuk pemberdayaan masyarakat.

1.3. TREN CLOUD COMPUTING

Gabungan pemanfatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet menciptakan teknologi
Cloud Computing. Cloud Computing merupakan metode komputasi dengan penggunaan teknologi
informasi sebagai layanan sehingga penggunanya dapat mengakses melalui internet. Internet dimetaforakan
sebagai awan karena memiliki jaringan infrastruktur yang kompleks. Informasi pada Cloud Computing akan
tersimpan permanen dalam server internet yang dapat diakses kembali oleh penggunanya tanpa melakukan
instalasi infrastruktur.

Sumber: e-Government Cloud Computing, Zaenal Hasibuan

Gambar 1.7. Virtualisasi Era TIK
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Teknologi Cloud Computing mengubah paradigma utilisasi layanan TIK dari sebagai pendukung
(support) menjadi TIK sebagai pemungkin (enabler). Penggunaan teknologi Cloud Computing menjadikan
TIK sebagai enabler untuk komunikasi, kolaborasi maupun koordinasi. Adanya Cloud Computing juga
telah mengubah sistem infrastruktur TIK dengan menyatukan silo-silo server, storage dan jaringan menjadi
sumber daya virtual yang dapat disharing. Cloud computing didesain untuk menghasilkan infrastruktur
yang dinamis dengan platform tunggal bagi semua data yang terintegrasi

Kemajuan teknologi telah menggeser paradigma peningkatan pemanfaatan jumlah kuantitas TIK
menjadi peningkatan pemanfaatan jumlah kualitas TIK. Saat ini akses informasi dunia melonjak tajam, dengan
ukuran zetabytes. Akan tetapi, kapasitas infrastruktur TIK dibangun saat ini masih memiliki kapasitas idle
sehingga membutuhkan optimasi penggunaan sumber daya TIK. Dengan penyatuan jaringan melalui Cloud
Computing, pemanfatan kualitas dan kapasitas TIK menjadi efektif dan efisien.

* Cloud Computing Influences Future Data
Center and Operational Models

s & ¢ Hybrid Cloud Computing Is an Imperative y
vi CLOUD

* Cloud Brokerage Will Facilitate Cloud
Consumption COMPUTING

~ SUBTRENDS

* Cloud-Centric Design Becomes a Necessity

< e+ Formal Decision Frameworks Facilitate Cloud

° Investment Optimization

Sumber: Gartner.

Gambar 1.8. Gartner Outlines Five Cloud Computing Trends That Will Affect Cloud Strategy
Through 2015

Meskipun potensi untuk Cloud Computing signifikan, akan tetapi dampak dan tingkat adopsi dari waktu
ke waktu tidak pasti dan memerlukan tinjauan berulang kali. Gartner (2012) telah mengidentifikasi lima
subtrends komputasi awan yang akan mempercepat pergeseran atau mencapai titik kritis selama tiga tahun
ke depan sebagai perencanaan bagi pengguna cloud computing. Subtren tersebut yaitu: Cloud Computing
mempengaruhi operasional model dan data center yang akan datang, hybrid Cloud Computing menjadi
sangat penting, cloud services brokerage (CSB) akan menjadi fasilitator konsumsi Cloud, Desain Cloud-centrik
akan menjadi kebutuhan serta Kerangka keputusan resmi akan memfasilitasi adanya optimasi investasi
Cloud.

Ekosistem Cloud Computing yang begitu kompleks merupakan integrasi antara jaringan (publik atau
private), data center , DC network dan payment system. Dalam rantai jasa cloud computing, tidak bisa lepas
dari ekosistem dari cloud. Jaringan baik publik atau privat berfungsi untuk mengirimkan aplikasi dari cloud
infrastructure di dalam data center ke end user. Selain itu data center sebagai lokasi penempatan cloud
infrastructure harus memiliki kehandalan dalam security (sistem yang digunakan, SDM, dan busines process)
dan availability (connectivity dan power).
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Gambar 1.9. Ekosistem Komputasi Awan

Return on
Investment (ROI)
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1. Interoperability antar cloud
provider
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3. Joint development

4. Joint market education
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Gambar 1.10. Tantangan dan Kunci Keberhasilan Membangun Ekosistem Infrastruktur Cloud Computing di

Indonesia

Di Indonesia, Cloud Computing diprediksi akan menjadi teknologi yang akan berkembang pesat.

Hal itu mendorong adanya pembangunan ekosistem infrastruktur Cloud Computing di Indonesia. Tujuan

utama Cloud Computing yaitu availability, affordability, quality & security, dan national interest perlu ditunjang

ketersediaan kapasitas dan jangkauan infrastruktur utama baik akses dan backbone jaringan, data center

maupun catu daya.

Peranan Pemerintah dalam mendukung ekosistem infrastruktur Cloud Computing sangat penting,

terutama dalam hal standarisasi yang menjamin interoperabilitas dan kualitas layanan, tata niaga dan skema

si dan Informatika Indonesia - Buku Putih 2012




insentif yang menjamin return on investment dari pelaku ekosistem serta membuat roadmap technology yang
konsisten. Selain peran pemerintah dan ketersediaan infrastruktur, kolaborasi semua unsur dalam ekosistem.

Dengan kolaborasi ekosistem maka akan terjadi kompetisi yang sehat.

Untuk mengembangkan potensi bisnis Cloud Computing, beberapa negara telah mengeluarkan kebijakan-
kebijakan yang memberikan dukungan terhadap Ekosistem Infrastruktur Cloud Computing. Bentuk dukungan

masing-masing negara tersebut dapat dijabarkan dalam Gambar 1.11. berikut.

Jepang dan Korea

¢ Insentif pajak untuk roll-out infrastruktur broadband.

Mobility

e Insentif pajak untuk investasi dan pengadaan perangkat
dalam rangka penyediaan layanan broadband.

* Penggantian 75% dari biaya pelatihan SDM untuk Data
Center dan Cloud Computing bagi Data Center provider.

* Penggantian biaya berlangganan Saa$S selama 6 bulan kepada
UKM.

Singapura

e Insentif pengurangan biaya lisensi kepada operator untuk
roll-out broadband.

e Insentif pengurangan pajak kepada perusahaan yang
menggunakan layanan Cloud Computing

e Pembahasan pedoman dan standar cloud security dan data
protection.

e Insentif pajak kepada industri software termasuk platform
Cloud Computing

Gambar 1.11. Contoh Dukungan Pemerintah terhadap Ekosistem Infrastruktur Cloud Computing

Di Indonesia sendiri, potensi bisnis Cloud Computing mulai tumbuh dan akan semakin besar. Seperti
halnya beberapa negara yang telah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung ekosistem Cloud Computing,
Pemerintah Indonesia juga harus mempersiapkan kebijakan untuk mendukung ekosistem infrastruktur Cloud
Computing. Pemerintah perlu membuat program insentif untuk percepatan roll-out infrastruktur broadband

serta standarisasi pedoman layanan untuk cloud security dan data protection untuk kepentingan pelanggan.
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Pembangunan Ekosistem
Infrastruktur Cloud Computing

e Diperlukan program atau insentif dari
pemerintah untuk percepatan roll-out
infrastruktur Komputasi Awan di Indonesia, 1
khususnya infrastruktur broadband. ’

Percepatan adopsi
layanan Komputasi

Awan
Percepatan Adopsi layanan 2. Pertumbuhan
Cloud Computing ekonomi (penetrasi
10% broadband
e Diperlukan program atau insentif dari meningkatkan 1,38 %
pemerintah untuk adopsi penggunaan green GDP)
Ae‘c/vh;i).logy, antara lain layanan Komputasi bt s

Peningkatan
produktifitas

Standarisasi Layanan

*  Diperlukan pedoman dan standarisasi
pedoman layanan untuk cloud security dan
data protection untuk kepentingan pelanggan.

Gambar 1.12. Rekomendasi Dukungan Pemerintah terhadap Ekosistem Infrastruktur Cloud Computing

Potensi pasar dan industri dalam negeri yang bisa dilayani Cloud Computing cukup besar, termasuk
industri kreatif. Cloud Computing dalam negeri perlu diprioritaskan untuk melayani pasar dan industri
sehingga isu-isu legal antar negara (jurisdiction) bisa diminimalkan, untuk itu lokasi Cloud Storage perlu
ditempatkan di Indonesia. Untuk melindungi data bisnis dalam negeri, penyedia layanan Cloud Computing
asing dapat disyaratkan untuk mempunyai partner lokal. Untuk menjaga kualitas layanan Cloud Computing,
standarisasi merupakan hal yang penting, misalnya standarisasi comply terhadap Information Security
Management System (ISO 27001).

1.4. GREENICT

Green ICT saat ini telah menjadi isu yang cukup hangat di dalam bisnis TIK. Konsep Green ICT terkait
kesinambungan alam dengan produk, layanan dan sistem manajemen TIK yang ramah lingkungan (eco-
friendly). Adanya kepedulian terhadap lingkungan yang disertai tekanan dari konsumen, legislator serta

kenaikan harga bahan bakar merupakan faktor pendorong penerapan Green ICT.

Meningkatkan
Emisi Karbon

Normal ICT

Green and Cool ICT

Mengurangi Emisi
Karbon

Sumber: Green ICT: A “Cool” Factor in the Wake of Multiple Meltdowns, ESCAP Technical Paper 2009.

Gambar 1.13. Definisi Green ICT
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Green ICT merupakan sebuah konsep upaya mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam
lainnya, serta mengurangi emisi karbon dan sampah yang dihasilkan dari kegiatan di bidang teknologi
informasi dan komunikasi. Industri TIK gobal menyumbang emisi karbon sekitar 2% dari jumlah total emisi
karbon dunia.” Emisi karbon tersebut berasal dari penggunaan perangkat TIK seperti PC, server, telepon
kabel dan nirkabel, LAN, serta peralatan TIK lainnya.

Penerapan Green ICT dengan pemakaian perangkat teknologi yang ramah lingkungan membantu
mengurangi emisi karbon dibandingkan pemakaian perangkat TIK biasa. Pengaplikasian konsep Green ICT

diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi untuk mendukung pelestarian lingkungan di sekitarnya.

Penggunaan TIK yang ramah lingkungan dapat diterapkan dalam berbagai proses seperti manufaktur,
pengiriman, instalasi, penggunaan produk TIK daur ulang; pengembangan dan penyediaan layanan
TIK, aplikasi dan konten; penggunaan bahan ramah lingkungan, pengurangan penggunaan kertas dan
pengurangan konsumsi energi.”

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 41% dengan pertumbuhan
ekonomi 2020 sebesar 7% pada Konferensi G-20 dan Konferensi Perubahan Iklim PBB di Copenhagen COP15
tahun 2009. Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon tanpa bantuan LN sebesar 26% pada tahun
2020, atau sebesar 41% dengan bantuan Luar Negeri (LN). Untuk mencapai sasaran ini, Indonesia telah
membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).%

Pengguna internet di Indonesia pada akhir tahun 2011 berjumlah 55 juta pengguna,® sampai dengan
Oktober 2012 naik menjadi 62 juta pengguna,® dengan jumlah 226.085.588 pelanggan selular® dan 34.055.213
pelangganfixwirelessaccess(FWA).Disampingitu, hinggasaatiniterdapat78.160BTS2G (Base Transciever Station)*
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data tersebut, pemanfaatan TIK di Indonesia sudah
sangat tinggi dan berpotensi memberikan dampak emisi karbon dari sektor TIK.

Adapun langkah inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia hingga saat ini tertuang dalam 4
(empat) langkah inovatif yang dihasilkan dari eco-Innovation ICT Conference, yaitu kesadaran level eksekutif,
arah pengaturan/visi, proyek percobaan dan rencana aksi (Gambar 1.14.)

21 http://www.gartner.com/it/ page.jsp?id=503867

22 ESCAP Technical Paper (2009) Green ICT: A “Cool” Factor in the Wake of Multiple Meltdowns
23 http://www.mastel.or.id/index.php?q=pojok_berita/2011/mastel-dukung-program-green-ict
24 internetwordstat

25 APIJII, 2012

26 Statistik ADO 2011, Dir. Pengendalian PPI, Kominfo

27 Statistik ADO 2011, Dir. Pengendalian PPI, Kominfo
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Kesadaran Eksekutif (Executive Awareness)
Tren Green ICT Pengalaman pihak Posisi saat ini ' e '
industri

Arah Pengaturan - Visi (Direction Setting - Vision)

Proyek Percontohan (Pilot Project)

Rencana Aksi (Action Plan)

Sumber : Green ICT : Towards Green Economy and ICT Sustainability, Djoko Agung Harjadi

Gambar 1.14. Langkah Eco-Innovation ICT

1.5. KEAMANAN INFORMASI

Perspektif masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi telah bergeser dari Nilai Aset Bersih
(N'AB) ke Nilai Aset Informasi.”® Dalam konteks keamanan informasi, informasi diartikan sebagai sebuah aset
yang sangat bernilai dan harus dilindungi. Hal ini dapat bermakna bahwa informasi dalam sebuah perangkat
PC atau infrastruktur TIK bahkan menjadi lebih berharga dari pada infrastruktur TIK tersebut secara fisik.
Dengan demikian, hilang atau rusaknya sebuah informasi berharga dapat menyebabkan kerugian besar.
Seiring dengan meningkatnya nilai aset informasi, hal ini memicu kemunculan individu atau kelompok yang
berupaya mendapatkan aset informasi tersebut untuk tujuan tertentu.

Kecenderungan potensi serangan terhadap keamanan informasi akan semakin meningkat, dan banyak
yang tidak terdeteksi. Total jumlah serangan dunia maya® ke Indonesia sekitar 36,6 juta serangan dengan
rata-rata jumlah insiden serangan per hari mencapai 120.000 insiden. Serangan terbesar berkategori SQL,
sekitar 82 % diikuti oleh DNS, WEB base, Windows Base, botnet, dsb. Sumber serangan, 65% berasal dari
Indonesia, dengan jumlah serangan sebesar 79.000 sehari, kemudian diikuti oleh negara negara lain di luar
Indonesia. Institusi pemerintah di Indonesia juga tak luput dari serangan, dalam kurun waktu 2012 ini, lebih
dari 1.000 serangan defacement ke situs pemerintah (Gambar 1.15).

28  ESCAP/APCICT. 2009. Modul 6: Keamanan Jaringan dan Keamanan Informasi dan Privasi
-_ 29  ID-SIRTII, 2012
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Gambar 1.15. Jumlah Insiden Serangan ke Situs Indonesia

Analisa data sistem monitoring traffic Id-SIRTII/ CC menunjukkan bahwa serangan ke infrastruktur
Internet Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kelemahan sistem dan aplikasi yang telah diketahui
(common vulnerability). Penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran (awareness) para pengelola sistem dan
pengguna aplikasi. Serangan ini juga dipicu oleh banyaknya penggunaan aplikasi ilegal yang mengakibatkan

tidak dilakukannya update atau patch untuk menutup kelemahan.

Lebih lanjut lagi, berdasarkan laporan yang diberikan oleh Id SIRTII, insiden lainnya yang menjadi
catatan khusus adalah malfungsi sistem berupa database corrupt yang menimpa sistem Domain Name Service
(DNS) CCTLD-ID yaitu domain .id terutama .co.id. Insiden ini menyebabkan tidak dapat diaksesnya domain
tersebut selama sehari penuh. Insiden ini juga mengingatkan kita pada kejadian serupa pada pertengahan
tahun 2009 dimana domain .co.id sempat drop selama 4 hari akibat serangan DDOS. Hal ini menunjukkan
adanya kelemahan yang sangat mendasar dalam sistem DNS CCTLD-ID yang sampai saat ini belum
diperbaiki. Situasi ini sangat berbahaya mengingat domain .id merupakan salah satu infrastruktur Internet
Indonesia yang strategis. Kegagalan system DNS CCTLD-ID berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi.

Selain itu, diketahui bahwa sekitar 30% hingga 40% utilisasi traffic Internet internasional digunakan
untuk akses konten negatif terutama pornografi, warez activity dan konten multimedia illegal. Dampak lain
dari akses konten negatif ini mengakibatkan tingginya insiden akibat malware/malicious code. Menurut
data statistik forum keamanan Internet lebih dari 40% malicious code disebarkan menumpang pada material

konten negatif dan sisanya melalui SPAM.

Sementara itu, berdasarkan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jendral Aplikasi Informatika,

Kementerian Kominfo, permasalahan keamanan informasi pada instansi pemerintah saat ini antara lain;

1. Tingkat kepedulian instansi-instansi pemerintah serta masyarakat (khususnya di daerah) mengenai
keamanan informasi dan cyber security masih dibawah standar.

2. Koordinasi antar lembaga instansi pemerintah masih belum optimal mengenai cyber security.
3. Implementasi pengamanan TIK di Indonesia masih belum terintegrasi /berjalan sendiri-sendiri

4. Masih belum matangnya tingkat tata kelola TIK dan sistem manajemen keamanan informasi di instansi-

instansi pemerintah.

5. Tingginya kesenjangan digital di Indonesia.

h% ’,_.-“' 7 V
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Target serangan keamanan informasi mempengaruhi semua sektor ekonomi. Namun, berdasarkan
data dari Internet Security Threat Report-Trend 2011 yang dikeluarkan oleh Symantec Corp. pada April 2012,
sektor publik dan pemerintah merupakan sektor yang paling rentan terhadap serangan keamanan informasi
dibandingkan sektor lainnya.

Goverment & Publik Sectar 259
Manufacturing

Finance

IT Service

Chemical Pharmaceutical
Transport & utilities
Mon Profit

Marketing Media

Education

Retail

0% L0% 20% 30%
Sumber: Internet Security Threat Report, 2012

Gambar 1.16. Peringkat Target Serangan Email 2011

Virus komputer saat ini tidak hanya dibuat oleh para hacker yang ahli, akan tetapi dapat dibuat dengan
menggunakan virus toolkit (program). Toolkit ini memungkinkan pengguna internet membuat malware
baru tanpa perlu membuat program dari awal. Sekitar 61% dari seluruh aktivitas ancaman di situs berbahaya
merupakan serangan virus toolkit.* Versi terbaru dari toolkit dirilis sepanjang tahun disertai dengan aktivitas
peningkatan serangan web berbahaya. Sebagai contoh, jumlah serangan dengan toolkit Blackhole yang sangat
aktif pada tahun 2010, turun drastis pada pertengahan tahun 2011. Namun virus toolkit Blackhole muncul
kembali dengan versi terbaru yang membuat ratusan ribu upaya infeksi per hari pada akhir tahun 2011. Virus
toolkit sebagian besar berfokus pada browser independen plug in seperti Adoble Flash Player, Adobe Reader

dan Java.

Serangan toolkit ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama, penyerang memilih pengguna yang
ditargetkan, kemudian toolkit membuat email, IM atau posting blog untuk menarik target menuju konten
terinfeksi yang berupa link ke situs web berbahaya yang menginstal malware pada sistem target. Cara kedua
dengan serangan broadcast yang menargetkan berbagai website menggunakan injeksi SQL, web software, atau

30  Internet Security Threat Report, Symantec, 2012
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server exploitation. Tujuannya untuk menyisipkan link dari situs web yang terinfeksi ke situs berbahaya yang
akan menginfeksi masing-masing pengunjung.

Symantec mengamati ribuan domain unik yang dicurigai dan mengelompokkan website berbahaya
pada masing-masing kategori (Tabel 1.1). Peringkat pertama website yang paling banyak terinfeksi malware,
dengan persentase 19,8% merupakan web dengan kategori blog/komunikasi, peringkat kedua hosting/
personal hosted site (15,6%) dan ketiga kategori bisnis/ ekonomi (10%). Website berkonten ”dewasa” menjadi
kata kunci populer yang mengarahkan pengguna PC ke website berbahaya.

Tabel 1.1. Peringkat Website Berbahaya Berdasarkan Kategori

Top-5 Kategori Website Berbahaya Persentase
1 Blog / Web Communication a . 19,8%
2 Hosting / Personal Hosted Site ‘L ‘ 15,6 %
3 Bussiness/ Economy N"}. . 10,0%
4 Shopping § ‘ 7,7%
5 Education / Reference I?ﬁ ’ 6,9%

Sumber: Internet Security Threat Report, 2012

1.6. TREN TEKNOLOGI 4G

Teknologi 4G merupakan teknologi akses nirkabel generasi ke-empat yang akan menggantikan teknologi
akses nirkabel generasi ke-tiga (3G). Teknologi ini menyediakan layanan video, data dan suara berbasis IP

yang memiliki rata-rata pengiriman data lebih tinggi dari generasi sebelumnya.

Teknologi 4G merupakan solusi IP yang komprehensif dimana suara, data, dan arus multimedia dapat
sampai kepada pengguna dengan kecepatan pengiriman data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Setiap
handset 4G akan langsung mempunyai nomor IPv6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi
internet telephony yang berbasis Session Initiation Protocol (SIP).

Kementerian Kominfo melakukan optimalisasi spektrum eksisting kepada penyelenggara seluler
eksisting berijin dengan tetap menyusun refarming frekuensi. Saat ini reframing sedang dikaji oleh Ditjen
SDPPI, termasuk pengkajian permohonan trial LTE di pita frekuensi eksisting. Antisipasi Kementerian
Kominfo terhadap kemungkinan akan dikembangkannya layanan 4G adalah hal yang penting dan strategis,
karena cepat atau lambat layanan tersebut akan diterapkan di Indonesia, sehingga Pemerintah akan memiliki

dasar kebijakan yang komprehensif.

Teknologi 4G memberikan layanan transfer data yang sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada
koneksi broadband wireless rata-rata saat ini. Saat ini, ada dua macam teknologi yang menjadi poros dari
perkembangan teknologi 4G, yaitu WiMax dan LTE (Long Term Evolution).

-
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Kedua teknologi ini diharapkan dapat menyediakan layanan akses data wireless dengan kecepatan tinggi
bagi pelanggan. Akan tetapi, LTE lebih cocok dengan jaringan GSM sebagai jaringan mobile yang dominan saat
ini, sehingga jalur evolusi nirkabel yang mengarah ke LTE. Teknologi LTE merupakan ekosistem teknologi

nirkabel terbesar.
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Sumber: 4G Trend : Paving the way for ubiquitous mobile broadband access, PT Telkom Indonesia

Gambar 1.17. Perkembangan Teknologi 4G

Tabel 1.3. Spektrum Frekuensi LTE

Brand Remark

700 MHz Preferred band for rural areas
APAC harmonized band (2x45 MHz, “APT Band”)
Currently occupied by TV broadcasting service

2600 MHz Preferred band for rural areas
2x70 MHz FDD (Band 7) / 50 MHZ TDD (Band 38)
largely occupied bu DTH Satellite service (DVB-S)

2300 MHz Unpaired spectrum, possible band for TD-LTE
100 MHZ (Band 40)
partially occupied by WIMAX today

1800 MHz Alternative for GSM operators (“refarming”)
2x75 MHz (Band 3)
currently used for GSM (shared by 5 operators)

Sumber: 4G Trend : Paving the way for ubiquitous mobile broadband access, PT Telkom Indonesia
Kebutuhan terhadap teknologi 4G di Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena

pelanggan mobile access di Indonesia semakin dinamis. Teknologi 4G memungkinkan lebih banyak data yang
dapat diakses dan lebihrmudah untuk melakukan download dan upload data besar. Disamping itu, penetrasi
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perangkat pasokan (device supply) teknologi 4G di Indonesia semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan
meningkatnya penetrasi smartphone di kalangan masyarakat. Sementara dari sisi operator telekomunikasi,
perlu mengkompensasi penurunan pendapatan dari layanan akses suara (compensate voice revenue down).

Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi 4G, maka tantangan yang harus dihadapi oleh
seluruh operator danregulator telekomunikasi di Indonesia adalah untuk segera mendefinisikan, menentukan,
dan mengalokasikan sumberdaya spektrum frekuensi untuk 4G. Disamping itu perlu dipersiapkan penawaran
untuk penyedia teknologi 4G.

1.7. NEW MEDIA

New Media ialah istilah yang menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang
mengacu pada on demand akses ke konten apa saja, di mana saja pada setiap perangkat digital yang bersifat

interaktif. Contoh dari media yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet dan smartphone.

Pengguna internet di dunia pada tahun 2012 mencapai angka 2,4 Milyar.* Hal itu berarti sekitar 34,3%
penduduk dunia telah menjadi pengguna internet. Jumlah pengguna internet melonjak 566,4% dalam
rentang waktu kurang lebih 12 tahun. Persebaran pengguna internet, sebanyak 44,8% pengguna bearada di
kawasan Asia. Cina, sebagai negara dengan penduduk sekitar 1,4 Milyar jiwa, merupakan pengguna internet
terbesar di Asia dengan jumlah pengguna mencapai 513 Juta pengguna dengan penetrasi 38,4%. Sedangkan
Indonesia menempati peringkat keempat di Asia dengan pengguna mencapai 55 juta, dengan penetrasi
22,4% . Wilayah Amerika dan Eropa menjadi kawasan pengguna internet terbesar kedua dan ketiga terbesar
di dunia. Sedangkan Afrika, meskipun hanya 7% pengguna internet di wilayah ini, akan tetapi pertumbuhan
penggunanya merupakan yang tertinggi, hampir 3606% dari rentang waktu tahun 2000-2012.

1.00%
- .‘ .
M Afrika M Asia i Eropa
@ Timur Tengah i Amerika Utara & Amerika Latin

i Oceania / Australia
Sumber: internetworldstat.com

Gambar 1.18. Pengguna Internet di Dunia Tahun 2012

31 internetwordstat
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Pesatnya pertumbuhan penggunaan internet didukung adanya integrasi layanan internet dengan
berbagai device yang semakin murah dan fleksibel. Perangkat teknologi yang semakin canggih dan handal
didukung dengan kecepatan broadband internet yang semakin tinggi menyebabkan konten multimedia menjadi
akses yang universal.*> Konvergensi teknologi dan aplikasi yang diakibatkan oleh New Media menciptakan
lingkungan digital yang mengubah media tradisional seperti majalah, televisi, surat kabar, maupun buku
menjadi teknologi dan aplikasi digital.

Sosial media melalui internet berkembang pesat, situs-situs dengan layanan inovatif terus bermunculan
dan berkembang menjadi raksasa dunia maya. Jejaring sosial seperti facebook (FB) dan twitter memiliki akun
pengguna yang paling besar. Pada kwartal pertama tahun 2012, pengguna FB mencapai jumlah 835,525,280
dengan penetrasi 12,1%.% Pengguna facebook paling banyak berada di Eropa dengan jumlah pengguna 220
juta diikuti Asia dan Amerika Utara. Dengan berkembangnya jejaring sosial, setiap orang dapat terhubung
satu sama lain. Orang, perusahan, institusi dapat menggunakan semua tipe sosial network untuk publikasi,
sharing, saling terhubung dengan komunitas.

Social Media Landscape 2012
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Sumber: Sosial Media Landscape 2012, fredcavazza.net

Gambar 1.19. Sosial Media Landscape

Media sosial melalui internet merupakan merupakan suatu lingkungan yang sangat padat dengan
layanan online yang memungkinkan percakapan dan interaksi sosial melalui komputer, pc tablet, smartphone
ataupun perangkat yang terhubung internet. Saat ini, Google+, Twitter dan Facebook menjadi pemain
utama karena memungkinkan penggunanya untuk mempublikasikan, berbagi, bermain games, melakukan
pembelian dan melokalisasi hanya dalam satu platform. Situs lain yang hanya didukung platform tunggal
mampu tetap eksis karena menyediakan aplikasi dan fitur-fitur yang lebih lengkap seperti Youtube sebagai
sharing platform dan wikipedia sebagai publishing platform.

32 IBMresearch
33 Internetworldstat.com
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BAB 2
Kondisi TIK saa¢ ini

2.1 INDEKS PEMBANGUNAN TIK INDONESIA (ICT PURA)

2.1.1. Indeks Pembangunan TIK Berdasarkan Indeks ICT Pura Provinsi di Indonesia
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Sumber: ICT Pura Ditjen PPI, 2012

Gambar 2.1. Indeks Pembangunan TIK Berdasarkan Indeks ICT Pura Provinsi di Indonesia

Indeks ICT Pura adalah suatu indikator atau alat ukur untuk menggambarkan serta
mengilustrasikan tingkat kesiapan suatu daerah dalam menghadapi atau beradopsi dengan lingkungan
berbasis komunitas digital. Ada empat komponen indeks yang membentuk Indeks ICT Pura, yaitu
Kemampuan (bobot 40%), Kegunaan (bobot 20%), Kesiapan (bobot 25%), dan Dampak (bobot 15%).

Pada tahun 2012, provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama pada Indeks ICT Pura
dengan skor 3,15. Jika dilihat dari komponen Indeksnya DKI Jakarta, Dampak Pembangunan TIK
memperoleh skor tertinggi (5), akan tetapi komponen Kesiapan mendapat skor terendah (2) diantara

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku _
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Propinsi Sumatera Utara dan Bali merupakan propinsi peringkat ke dua dan ketiga untuk indeks
ICT Pura dengan nilai 3,01 dan 2,96. Sedangkan Propinsi Kalimantan Barat (1,70), Jambi (1,63) dan
Papua Barat (1,26) merupakan tiga propinsi dengan indeks ICT Pura terendah.

2.1.2. Komposisi Indeks ICT Pura
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Sumber: ICT Pura Ditjen PPI, 2012

Gambar 2.2. Komposisi Indeks ICT Pura (I-Keselarasan, I-Sumber Daya, I-Tata Kelola, dan I-Literasi)

Komposisi indeks ICT Pura terdiri dari I-Keselarasan, I-Sumber Daya, I-Tata Kelola, dan I-Literasi.
Provinsi DKI Jakarta mendapat peringkat pertama komposisi indeks ICT Pura yaitu I-Keselarasan (4,37),
I-Tata Kelola (2,93), dan I-Literasi (2,80) sedangkan Provinsi Bali (3,18) mendapat peringkat pertama
untuk Indeks Sumber Daya TIK. Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki indeks Literasi (1,22), Tata
Kelola (1,01) dan Sumber Daya TIK (1,09) terendah diantara Provinsi lain. Sedangkan Provinsi Jambi
mendapat peringkat terendah dalam indeks keselarasan (1,96)

Secara umum, indeks keselarasan merupakan indeks dengan nilai tertinggi di setiap provinsi

sedangkan indeks tata kelola TIK menjadi indeks dengan nilai terendah.




2.1.3. Indeks Pembangunan TIK Berdasarkan Pembagian Koridor Pembangunan Ekonomi

MP3EI
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Sumber: ICT Pura Ditjen PPI, 2012
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Gambar 2.3. Indeks Pembangunan TIK Berdasarkan Pembagian Koridor Pembangunan Ekonomi MP3EI

Dari keseluruhan sub komponen Indeks ICT Pura, koridor Jawa merupakan koridor ekonomi

yang memiliki tingkat kesiapan tertinggi daripada koridor pembangunan MP3EI lainnya. Indeks

Sumber Daya Pulau Jawa yang menggambarkan kesiapan SDM, Piranti Informasi, Piranti Lunak,

Piranti Keras, dan Jaringan, merupakan indeks yang paling tinggi dari kesuluruhan sub komponen

indeks ICT Pura.

Dalam indeks Tata Kelola TIK, sektor pengawasan menjadi komponen paling lemah dalam

seluruh koridor wilayah pembangunan Ekonomi MP3EI Sedangkan Pengadaan dan Perencanaan

umumnya lebih baik dari pada Penerapan Tata Kelola TIK. Sedangkan untuk indeks keselarasan
pembangunan TIK dalam Koridor Pembangunan Ekonomi MP3E], tidak terjadi perbedaan signifikan

antara keselarasan regional dan nasional.

\ Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku Puti 2-



2.1.4. Perbandingan I-Literasi Dengan Indeks Literasi Rata-Rata Di Wilayah Indonesia

Sumatera

Kalimantan

===|ndeks Literasi ====Rata-Rata
Sumber: ICT Pura Ditjen PPI, 201

Gambar 2.4. Perbandingan e-Literasi dengan Indeks Literasi Rata-Rata Di Wilayah Indonesia

Indeks Literasi Rata-rata di wilayah Indonesia adalah sebesar 2,03. Perbandingan indeks literasi
masing masing koridor dengan rata-rata indeks dapat dilihat pada gambar (2.4). Hanya Koridor
Ekonomi Jawa (2,55) dan Bali, Nusa Tenggara (2,11) yang memiliki skor e-literasi di atas nilai Indeks
Literasi Rata-rata. Sedangkan Koridor Ekonomi Sulawesi (2,01) memiliki nilai hampir sama dengan
rata-rata indeks literasi nasional. Untuk wilayah koridor lainnya memiliki skor e-literasi di bawah nilai

Indeks Literasi Rata-rata.

2.2. INFRASTRUKTUR TIK
2.2.1. Data Pembangunan Fiber Optik (FO)

Pembangunan infrastruktur jaringan Fiber Optic telah mencapai total panjang 41.151,6 Km, yang
diperkirakan akan selesai pada tahun 2014. Pembangunan FO telah berlangsung meliputi wilayah
pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara dengan total kapasitas 2.071,18 Gbps dan
1616 core yang tersebar di wilayah tersebut. Sejauh ini untuk wilayah pulau Jawa pembangunan FO
mencapai 60,37 % dari seluruh total panjang yang sudah dibangun diikuti wilayah Sumatera, Sulawesi

dan Bali-Nusa Tenggara dengan total penyelenggara sebanyak 26.
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Tabel 2.1. Persebaran Fiber Optik Di Wilayah Indonesia

Sumatera Sulawesi Balinusra Kabel Laut.SKKL

Kriteria

Panjang

Total Panjang

Total Core

Total Kapasitas

Total POP

Total Penyelenggara**

11.398,7 KM 6.854,2 KM 368,4 KM 259 KM 22.271,3 KM
41.151,6 KM
1616 core
2.071,18 Gbps
652 POP
26

Sumber: Dit. Pengendalian - Ditjen PPI, 2012

2.2.2. Kapasitas VSAT

Tabel 2.2. Kapasitas VSAT

Kriteria

Jumlah HUB
Kapasitas HUB
Jumlah Remote
Kapasitas Remote

Jumlah Satelit**

Jumlah Transponder**

Jumlah Penyelenggara

Total Keterangan

72

1.394,856 Mbps

39.014 remote VSAT adalah terminal pemancar

1.604,2305 Mbps dan penerima transmisi satelit yang

14 Domestik : 7 tersebar di banyak lokasi dan terhubung
Asing: 3 ke hub sentral melalui satelit dengan

244,11 TXP menggunakan antena.

68

Sumber: Dit. Pengendalian - Ditjen PPI, 2012

Fungsi utama dari Very Small Aperture Terminal (VSAT) adalah untuk menerima dan mengirim

data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi.
Infrastruktur VSAT sendiri saat ini memiliki HUB dengan jumlah 72 dengan kapasitas 1.394,856 Mbps.

Jumlah penyelenggara sebanyak 68 penyelenggara dengan jumlah remote 39.014 dan kapasitas remote

1.604,2305 Mbps untuk mendukung transmisi ke satelit.

2.2.3. Kapasitas Microwave

Tabel 2.3 Kapasitas Microwave

Kriteria

Jumlah POP
Bandwidth
Jumlah Penyelenggara**

Sumber: Dit. Pengendalian - Ditjen PPI, 2012

Keterangan Kapasitas microwave pada
tahun 2011 berjumlah kurang lebih

1806 Gb 17 penyelenggara dengan kapasitas
1:’ e bandwidth total 15,6 Gbps dan total

lokasi tempat fasilitas atau peralatan

penyelenggara jasa internet teleponi

yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi yang dikenal dengan Point of Presence (POP) sebanyak-

180. Dengan jumlah kapasitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses telekomunikasi khususnya

penggunaan kapasitas microwave.

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku Putih 2




2.2.4. Persebaran BTS 2G dan 3G* (Dit. Pengendalian)
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Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian - Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.5. Persebaran BTS 2G dan Node 3G di Wilayah Indonesia

Infrastruktur telekomunikasi untuk Base Transceiver Station (BTS) untuk jaringan 2G dan 3G di
Wilayah Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.
Jumlah BTS 2G untuk wilayah Jawa 43.224 dan untuk BTS 3G sebanyak 15,331 node. Wilayah Indonesia
berikutnya yang cukup tinggi jumlah BTS 2G dan 3G adalah wilayah Sumatera dengan 20.617 BTS 2G
dan 3480 node 3G. Sementara untuk wilayah Indonesia tengah dan timur relatif memiliki komposisi yang
sama dengan kisaran 3900 sampai dengan 4800 jumlah BTS 2G dan 1000 sampai 1300 node 3G, kecuali
untuk wilayah Maluku dan Papua memiliki jumlah paling sedikit dengan 959 BTS 2G dan 125 node 3G.

Persebaran jumlah BTS 2G dan node 3G yang terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera
dikarenakan jumlah penduduk di wilayah tersebut padat sehingga pembangunan BTS di wilayah
tersebut tinggi.

2.2.5. Persebaran POP dan Jumlah Penyelenggara Jasa Multimedia

1000

i
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Penyelenggara Penyelenggara
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Penyelenggara
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Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian - Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.6, Persebaran POP dan Jumlah Penyelenggara Jasa Multimedia
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Secara distribusi persebaran Point of Presence (POP) untuk masing-masing penyelenggara jasa
multimedia dengan kelompok ISP, ITKP, NAP dan SISKOMDAT terkonsentrasi di wilayah Jawa. Untuk
penyelenggara ISP di wilayah Jawa, jumlah POP sebanyak 894, dengan jumlah penyelenggara sebanyak
230 penyelenggara. Sementara untuk wilayah Sumatera dengan jenis penyelenggara ISP, jumlah POP
sebanyak 126 dengan jumlah penyelenggara 91. Untuk wilayah Indonesia lainnya persebaran POP dengan
komposisi jumlah penyelenggara hampir terdistribusi dengan komposisi yang tidak berbeda jauh.

Untuk penyelenggara multimedia lainnya seperti NAP, ITKP, dan SISKOMDAT, persebaran POP
juga terkonsentrasi di Wilayah Jawa namun komposisi POP dan jumlah penyelenggara multimedia tidak
berbeda terlalu jauh jika dibandingkan dengan jenis penyelenggaraan ISP.

2.2.6. Jumlah Pelanggan Seluler

250,000,000 - Perkembangan dalam bidang telekomu-nikasi
khususnya seluler baik dari sisi perangkat telepon

maupun enyelenggaraan jaringan bergerak
200,000,000 - p BELY 88 jaring g

seluler sangat terlihat dari perkembangan jumlah

pelanggan jaringan tersebut. Jumlah pelanggan
150,000,000 -

selular dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011

mengalami peningkatan total sebesar 52,52%.

100,000,000 - Dengan rincian peningkatan pada tahun 2008 ke
2009 sebesar 16,43%; dari tahun 2009 ke tahun
50,000,000 - 2010 sebesar 29,09% dan kenaikan dari tahun 2010

ke 2011 sebesar 7%. Di akhir Semester 2 tahun
2011 dengan jumlah pelanggan seluler sebanyak

2008 2009 2010 2011* 226,085,588 pelanggan.

Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPL2011

Gambar 2.7. Jumlah Pelanggan Selular

2.2.7. Jumlah Pelanggan FWA

35,000,000 -
Sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah 30,000,000 -

pelanggan telepon tetap wireless (FWA) berjumlah

34,055,213 pelanggan, mengalami kenaikan sebesar 25,000,000 -

4,53% dari tahun 2010. Peningkatan total jumlah

pelanggan dari tahun 2008 sampai 2011 mencapai 20,000,000 1

51,03% Layanan FWA ini meliputi layanan operator 15,000,000 |

PT. Telkom dengan produk Telkom Flexy, PT.

Indosat dengan produk StarOne, PT. Bakrie Telekom 10,000,000 -

dengan produk Esia dan PT. Mobile 8 dengan

produk SmartFren. 5,000,000 +
Dibandingkan dengan pelanggan seluler, :

]urrlllah pejla.ngga‘n FWA' mem111k10 korr'1pos1s.1 yang 3008 2000 2010 2011
leblh Sedlklt yaltu Sekltar 13’ 09 A) dlbandlngkan Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPL2011

dengan pelanggan seluler yang mencapai 86,90%. Gambar 2.8, JimlahPelanggan FWA
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2.2.8. Kapasitas Bandwidth Nasional dan Internasional
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Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.9. Kapasitas Bandwidth Nasional

Kapasitas bandwidth nasional untuk jenis penyelenggaraan Internet Service Provider (ISP) memiliki
komposisi bandwidth IIX sebesar 124,207,048 Kbps dan OpenIXP sebesar 248,778,308 Kbps. Sementara
untuk jenis penyelenggaraan NAP memiliki komposisi bandwidth IIX sebesar 12,355,376 Kbps dan
OpenlXP sebesar 15,158,440 Kbps. Secara total untuk penyelenggaraan ISP, kapasitas bandwidth nasional
adalah sebesar 372,985,356 dan untuk NAP total kapasitas bandwidth nasional sebesar 27,513,816 Kbps.

2.2.9. Kondisi Sebaran Infrastruktur Backbone Fiber Optic dan Panjang Kabel Fiber Optic
di Setiap Pulau

HJawa ®Sumatera mSulawesi © Balinusra

Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.10. Persebaran Fiber Optik di Tiap Pulau

Pembangunan infrastruktur FO di wilayah Indonesia masih berlangsung, sejauh ini total panjang
FO yang telah dibangun adalah 41.151,6 Km. Pembangunan untuk wilayah Jawa sejauh ini mencapai
60,37% dari total seluruh FO yang sudah dibangun, dan untuk Sumatera 36,3% dari total seluruh FO
yang sudah dibangun. Sementara untuk Indonesia Timur, pembangunan FO sejauh ini untuk wilayah
Sulawesi mencapai 1,9% dari total yang sudah dibangun dan wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai
1,38%.
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Gambar 2.11. Panjang Fiber Optik di Tiap Pulau

2.2.10. Jumlah Penyelenggara Multimedia dan Komposisi Penyelenggara Multimedia
Berdasarkan lzin

Tabel 2.4. Jumlah Penyelenggara Jasa Multimedia

Penyelenggara Jasa

2009
Jasa ISP 150 169 183 210
Jasa NAP 32 39 46 49
Jasa ITKP 25 25 27 27
Jasa Siskomdat 6 7 9 11
Total Penyelenggara 213 240 265 297

Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011
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Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.12. Komposisi Jumlah Penyelenggara Jasa Multimedia

Dalam kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, untuk kelompok penyelenggara jasa
multimedia rata-rata mengalami peningkatan. Penyelenggara jasa multimedia ini terdiri dari kelompok
Penyedia Jasa Layanan Internet (ISP), Penyedia Akses Jaringan (NAP), Internet Teleponi untuk Kepe_rluan
Publik (ITKP), dan Sistem Komunikasi Data (Siskomdat). Untuk kelompok ISP mengalami peningkatan




27 ISP baru, 3 peningkatan NAP, ITKP tetap dan Jasa Siskomdat mengalami peningkatan 2 ijin baru
pada tahun 2011. Dalam kurun 2010 ke 2011, persentase peningkatan total penerbitan jasa multimedia
meningkat 12,07 %. Sementara persentase peningkatan total dari kurun waktu 2008 sampai dengan 2011
mencapai 35,19%.

2.2.11 Komposisi Belanja Modal (Capex dan Opex) Industri Telekomunikasi Bergerak
(Seluler dan FWA)

M Selular ®FWA*® @ Selular ®mFWA**

Sumber: Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.13. Komposisi Belanja Modal (Capex dan Opex) Industri Telekomunikasi Bergerak (Seluler dan FWA)

Belanja modal (capital expenditure dan operational expenditure) untuk industri telekomunikasi
bergerak (FWA dan seluler) tahun 2011 berada pada kisaran 58 Trilyun Rupiah untuk CAPEX dengan
komposisi 91% selular dan 9% FWA. Sementara untuk OPEX tahun 2011 berada pada kisaran 132 Trilyun
Rupiah dengan komposisi 79% selular dan 21 % FWA. Besar CAPEX dan OPEX ini ikut mendukung
pertumbuhan industri dalam negeri dan komposisi besaran belanja modal ini memberikan gambaran
tingginya penetrasi di sektor telekomunikasi Indonesia.

2.2.12. Jumlah lIzin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi
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Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011

Gambar-2.14. Jumlah Ijin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi
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Perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi telah mendorong industri telekomunikasi
berkembang sangat pesat di Indonesia. Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia ditandai
dengan jumlah pelaku usaha maupun pelanggan layanan telekomunikasi yang terus meningkat.
Namun berbeda dengan negara lain dimana pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi tidak terlalu
banyak, industri telekomunikasi di Indonesia ditandai dengan jumlah pelaku usaha penyelenggara
telekomunikasi yang banyak.

Jumlah penyelenggara telekomunikasi dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan untuk
jenis penyelenggaraan yaitu penyelenggara jaringan tetap dan cenderung tetap untuk penyelenggara
jaringan bergerak. Jumlah penyelenggara jaringan tetap mengalami peningkatan dari 64 perusahaan pada
tahun 2008 menjadi 86 perusahaan tahun 2009, sementara pada tahun 2010 menjadi 91 perusahaan dan
meningkat menjadi 94 pada tahun 2011. Pada tahun sebelumnya (2009) peningkatan terjadi signifikan
yaitu sebanyak 22 perusahaan baru di bidang penyelenggara jaringan tetap atau meningkat sebesar 32%
dibanding tahun 2008. Peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun berturut-turut menandai
perkembangan telekomunikasi untuk jaringan tetap yang positif di Indonesia.

Untuk penyelenggara jaringan bergerak tidak terdapat peningkatan jumlah penyelenggara pada
tahun 2010 dan 2011 setelah pada tahun sebelumnya meningkat cukup signifikan yaitu 13,3%.

2.2.13. Jumlah lIzin Penyelenggara Jaringan Tetap
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Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.15. Jumlah Izin Penyelenggara Jaringan Tetap

Diantara jenis penyelenggara jaringan tetap, peningkatan terbesar terjadi untuk penyelenggara
jaringan tetap tertutup yang meningkat sebesar 6,9% pada tahun 2010 setelah pada tahun sebelumnya
meningkat sebesar 31,8%. Sementara untuk penyelenggara jaringan tetap lokal meningkat sebesar 4,3 %.
Dan untuk Jaringan Tetap SLJJ dan SLI tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2008.
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2.2.14. Jumlah Izin Penyelenggara Jaringan Bergerak
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Gambar 2.16. Jumlah Izin Penyelenggara Jaringan Bergerak

Untuk penyelenggara jaringan bergerak tidak terdapat peningkatan jumlah penyelenggara sejak
tahun 2009 setelah pada tahun sebelumnya meningkat cukup signifikan yaitu 13,3%. Tidak adanya
penambahan ini karena untuk penyelenggaraan jaringan bergerak membutuhkan investasi yang cukup
besar. Disamping itu, saat ini pemain dari jaringan bergerak ini khususnya untuk jaringan bergerak
seluler sudah cukup banyak yaitu 8 perusahaan. Dengan kompetisi yang semakin ketat, diduga untuk

penyelenggara jaringan bergerak ini tidak banyak lagi penambahan penyelenggara.

2.2.15. Jumlah Pengguna Frekuensi Berdasar Pita Frekuensi
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Gambar 2.17. Jumlah Pengguna Frekuensi Berdasar Pita Frekuensi

Penggunaan pita frekuensi masih menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 dan tahun 2011
meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Penggunaan pita frekuensi pada tahun
2010 hanya meningkat 15,6% dibanding tahun sebelumnya. Padahal pada tahun 2009, peningkatan
penggunaan frekuensi mencapai lebih dari 100%. Peningkatan penggunaan frekuensi menurut pita
frekuensi yang tidak terlalu tinggi ini diantaranya disebabkan penurunan penggunaan pada beberapa
jenis pita frekuensi. Pita frekuensi yang penggunaannya mengalami penurunan adalah frekuensi
HF yang berada pada pita 3 MHz-30 MHz dan frekuensi MF yang berada pada pita 300 kHz-3 MHz
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meskipun volume penggunaannya sedikit untuk kedua jenis pita tersebut. Sementara untuk jenis pita
frekuensi tinggi yang penggunaannya tinggi, masih terjadi peningkatan penggunaan meskipun tidak
sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya.

Komposisi penggunaan frekuensi menurut pita frekuensi pada tahun 2011 dan 2010 juga masih
didominasi oleh penggunaan frekuensi untuk pita frekuensi tinggi terutama SHF (pita 3 GHz-30 GHz)
dan UHF (pita frekuensi 300 MHz-3 GHz). Proporsi penggunaan kedua jenis pita frekuensi ini pada
tahun 2010 secara bersama-sama mencapai 89,5% dari total penggunaan frekuensi. Proporsi penggunaan
pita frekuensi SHF pada tahun 2010 bahkan meningkat meskipun kecil menjadi 58% dibanding tahun
sebelumnya yang proporsinya mencapai 57,3%. Sementara untuk pita frekuensi UHF, proporsinya
menurun sebesar 1% dari 32,5% pada tahun 2009 menjadi 31,5% pada tahun 2010.

2.2.16. Penggunaan Pita Frekuensi (%) di Indonesia
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Sumber: Statistik SDPPI, 2011

Gambar 2.18. Jumlah Penggunaan Pita Frekuensi di Indonesia

Distribusi penggunan pita frekuensi menurut pulau menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih
menjadi lokasi penggunaan pita frekuensi yang terbesar dan jauh diatas pulau besar lainnya. Proporsi
penggunaan pita frekuensi di pulau Jawa mencapai 51,20% sementara di Pulau Sumatera yang menjadi
lokasi terbesar kedua, proporsinya hanya mencapai 26,20%. Penggunaan pita frekuensi yang besar di
Jawa disebabkan karena Jawa merupakan pusat berbagai macam kegiatan baik pemerintahan, ekonomi
dan bisnis maupun kegiatan sosial dimana penggunaan frekuensi juga menjadi bagian dari kegiatan-
kegiatan tersebut. Sehingga meskipun secara geografis wilayahnya tidak terlalu luas, namun faktor
dinamika kegiatan lebih menentukan dalam intensitas dan kumulatif penggunaan pita frekuensi
daripada luas wilayah.

Fenomena yang sama sebenarnya juga terlihat jika membandingkan penggunaan frekuensi antara di
wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan wilayah Sulawesi. Meskipun wilayah geografis Sulawesi lebih luas
daripada Bali, namun karena dinamika kegiatan khususnya ekonomi dan bisnis di Bali-Nusa Tenggara
lebih tinggi, maka proporsi penggunaan pita frekuensinya menunjukkan proporsi yang sama dengan
Sulawesi. Proporsi penggunan pita frekuensi yang paling rendah terdapat di Kawasan Timur Indonesia
yaitu di wilayah Maluku dan Papua. Hal ini juga terkait dengan dinamika kegiatan sosial-ekonomi dan
pemerintahan yang relatif rendah di wilayah tersebut sehingga penggunaan pita frekuensi juga tidak

tinggi.
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2.2.17. Proporsi Jenis Sertifikat Izin Amatir Berdasar Wilayah
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Gambar 2.19. Proporsi Jenis Sertifikat Berdasarkan Wilayah

Salah satu pengaturan dalam penggunaan frekuensi oleh stakeholder adalah melalui penerbitan izin
bagi penggunaan frekuensi radio. Terdapat tiga jenis izin/sertifikat yang dikeluarkan yaitu Izin Amatir
Radio (IAR), Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Surat Kecakapan Amatir Radio
(SKAR). Secara implisit, jumlah ijin terkait dengan pengelolaan radio ini mencerminkan penggunaan

frekuensi yang terjadi.

Jika dilihat dari komposisinya menurut pulau besar, terdapat komposisi yang cukup berbeda
antara Sumatera, Jawa dan wilayah Kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia. Di Pulau
Sumatera,komposisi penerbitan ijin sertifikat radio pada tahun 2011 cukup berimbang antara IAR, IKRAP
dan SKAR dengan proporsi SKAR yang sedikit lebih banyak dibandingkan ijin lainnya. Sementara
di Pulau Jawa yang menjadi tempat paling banyak dikeluarkan ijin, proporsi IAR jauh lebih banyak
dibanding dua ijin lainnya yaitu mencapai 67,1%. Sementara pada kawasan tengah dan timur Indonesia,
proporsi penerbitan ijin AR dengan proporsi antara 43,2% sampai 63,6 %. Dan untuk Maluku dan Papua,
ijin terbanyak untuk SKAR dengan proporsi SKAR mencapai 50,6%.

Untuk distribusi penyebaran ijin antar pulau besar menurut jenis ijin, SKAR menunjukkan distribusi
yang relatif lebih terdistribusi dibanding jenis ijin lainnya. Untuk IAR dan IKRAP, penerbitannya lebih
terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahkan untuk IAR, proporsi penerbitannya di Pulau Jawa mencapai 67,1%,
sementara di Maluku dan Papua hanya 35,26 %. Hal ini karena penggunaan amatir radio banyak terpusat
di pulau Jawa. Untuk IKRAP, proporsi penerbitan di wilayah Sumatera cukup besar yaitu mencapai
24,6%. Sementara untuk SKAR, peningkatan signifikan terjadi untuk Maluku dan Papua dengan proporsi
terbesar dengan presentase 50,6% namun proporsi pada pulau-pulau besar lain tidak terlalu kecil. Di
Pulau Sulawesi, proporsinya bahkan bisa mencapai 28,2% dan lebih tinggi daripada di Jawa.
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2.2.18. Jumlah Pengguna Kanal Frekuensi Menurut Service
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Gambar 2.20. Jumlah Penggunaan Kanal Frekuensi Menurut Service

Perkembangan penggunaan frekuensi menurut service juga menunjukkan peningkatan penggunaan
frekuensi. Namun seperti penggunaan menurut pita frekuensi, peningkatan penggunaan frekuensi
menurut service pada tahun 2011 tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya dari 2009 ke 2010.
Pada tahun 2011 secara total penggunaan frekuensi menurut service hanya meningkat sebesar 0,5%
dibandingkan tahun 2010, lebih rendah dari peningkatan tahun sebelumnya yang mencapai 11,05%.

Peningkatan yang rendah ini berlangsung pada jenis service terutama Broadcast (12,98%) dan
Land Mobile (public) yang hanya meningkat 2,9%. Proporsi penggunaan jenis service Land Mobile yang
cukup besar (meskipun bukan yang terbesar) dan hanya meningkat rendah penggunaanya pada tahun
2011, menyebabkan secara total penggunaan frekuensi menurut service ini juga rendah. Peningkatan
penggunaan frekuensi yang tinggi terjadi juga untuk Fixed Service (private) sebesar 3,43% dari tahun
2010 ke 2011. Sementara proporsi penggunaan untuk satelit, maritim menjadi rendah, sehingga tidak
berdampak signifikan terhadap peningkatan total penggunaan frekuensi menurut service.
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2.3. INTERNET DAN KOMPUTER
2.3.1. Komposisi Anggota IDNIC
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,27

Sumber : IDNIC, 2011

Gambar 2.21. Komposisi Anggota IDNIC
per Oktober 2011

IDNIC (Indonesia Network Information
Center) merupakan sebuah layanan dari Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dalam
bentuk National Internet Registry (NIR), yaitu
layananalokasiIP Address, yang merupakansub-
layanan dari Asia Pacific Network Information
Center (APNIC). Sampai dengan Oktober 2011,
IDNIC telah memiliki lebih dari 400 anggota
yang dapat mengakses langsung layanan alokasi
IP address IDNIC.

2.3.2. Komposisi Domain .id Hingga Agustus 2012
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Gambar 2.22. Komposisi Domain id

Domain .id pada tahun 2012 sejak bulan Januari sampai
Desember 2012 rata-rata mengalami peningkatan sebanyak
2,85% setiap bulannya. Domain .co.id (domain untuk
komersial, badan usaha dan sejenisnya) menjadi domain .id
yang berjumlah paling banyak dan terus meningkat setiap
bulan, hingga pada bulan Agustus 2012 berjumlah 37.717.
Peningkatan paling signifikan ada pada domain .web.id. Hal
itu menunjukkan semakin banyak pengguna domain id dari
kalangan pribadi atau komunitas. Untuk jumlah domain

\@uga mengalami peningkatan jumlah setiap bulannya.
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2.3.3. Komposisi Domain g-TLD di Indonesia tahun 2012
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Gambar 2.23. Komposisi Domain g-TLD di Indonesia tahun 2012

Generic Top-Level Domains (gTLD) merupakan domain yang digunakan oleh macam-macam
organisasi (sebagai contoh, .com untuk organisasi komersial). Di Indonesia, domain g-TLD yang paling
banyak ialah domain .com yang mencapai 85% dari jumlah seluruh domain gTLD. Pada bulan Januari
2012, domain gTLD berjumlah 210.594 domain. Secara umum, jumlah domain g-TLD Indonesia terus
meningkat setiap bulan hingga mencapai 232.577 domain pada Desember 2012.

2.3.4. Perbandingan jumlah Domain id dan g-TLD di Indonesia
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Gambar 2.24. Perbandingan jumlah Domain id dan g-TLD di Indonesia

Jumlah Domain id di Indonesia masih lebih rendah daripada jumlah domain gTLD. Dapat dilihat
pada gambar 2.3.4, jumlah domain .id hanya mencapai 38,59% pada Bulan Desember 2012 dari total
jumlah domain di Indonesia, sedangkan domain gTLD mendominasi dengan 61.41%. Akan tetapi,

rata -rata peningkatan jumlah domain id tiap bulannya (2,85%) lebih besar dari rata-rata penin
domain gTLD (1,15%). — -
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2.3.5. Peringkat Situs dengan Akses Tertinggi di Indonesia

Tabel 2.5. Peringkat Situs dengan Akses Tertinggi di Indonesia

Kategori

google.co.id mesin pencari

blogspot.com blo

(5 e e

yahoo.com portal email

wordpress.com blog

detik.com berita

12 klikbca.com e-banking

wikipedia.org ensiklopedia

16 adlf.ly advertising

tokobagus.com bisnis

20 mediafire.com sharing
Sumber: Alexa, diakses 1 Oktober 2012
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2.3.6. - Pefneringkataﬁ e-Gov di Indonesia Tingkat Kemehtérian
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Gambar 2.25. Pemeringkatan e-Gov di Indonesia Berdasarkan Kementerian
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2.3.7. Peringkat Kementerian Berdasar Dimensi PeGl 2012
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Gambar 2.26. Pemeringkatan Kementerian Berdasar Dimensi PEGI Tahun 2012

PeGl terdiri dari 5 Dimensi yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan.
Secara umum, pada 29 Kementerian di Indonesia rata-rata Dimensi Kelembagaan (2,63) dan Infrastruktur
(2,61) lebih baik dari pada Aplikasi (2,58) , Kebijakan (2,29) dan Perencanaan (2,29).

Kementerian Keuangan mendapat peringkat teratas dalam semua dimensi e-Gov. Untuk Dimensi
Kebijakan dan Infrastruktur Kemendikbud dan Kementerian Perindustrian mendapat peringkat kedua
dan ketiga. Sedangkan Dimensi Kelembagaan dan Perencanaan, Kementerian PU berada satu peringkat
di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mendapat peringkat
terbawah dalam dimensi Kebijakan (1,21), Kelembagaan (1,63), Infrastruktur (1,57) dan Aplikasi (1,8).

an Kementerian Perumahan Rakyat mendapat peringkat terbawah pada Dimensi Perencanaan
(1,3).
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2.4. PENGGUNAAN TIK

2.4.1. Kondisi Sebaran Penyediaan Akses Telekomunikasi Di Pedesaan (Desa Berdering/
uUso)
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Sumber: Buku Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.27. Kondisi Sebaran Penyediaan Akses Telekomunikasi Di Pedesaan (Desa Berdering/USO)

USO (Universal Service Obligation) atau Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi bertujuan
untuk menyediakan jasa akses telekomunikasi dan informatika pedesaan di seluruh Indonesia. Target
Desa Dering di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara sudah 100% terpasang. Akan
tetapi untuk Pulau Sulawesi, baru 71,42% dari jumlah Target desa dering yang tercapai dan di Indonesia
bagian Timur, baru 58,63 % desa dering yang sudah terpasang. Pembangunan akses telekomunikasi terus
dilakukan berdasar Roadmap TIK Nasional menuju Indonesia conected, hingga akhir tahun 2012 seluruh

desa di Indonesia harus memiliki akses telepon.

2.4.2. Kondisi Sebaran Penyediaan Akses Internet di Kecamatan (PLIK)
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Sumber: Buku Statistik ADO Dit. Pengendalian, Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.28. Kondisi Sebaran Penyediaan Akses Internet di Kecamatan (PLIK)

Penyediaan akses internet di ibukota kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah USO melalui
PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan). PLIK dibangun dengan menyediakan ruang akses internet
bersama, push konten yang produktif dan juga portal konten-konten yang bermanfaat. Perkembangan
PLIK pada tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 2.5.2. Hampir 100% target PLIK telah tercapai di
seluruh Pulau di Indonesia. Akan tetapi untuk pulau Jawa, belum 100% target PLIK tercapai, terutama

di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang baru mencapai 94% dari target.
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2.4.3. Kondisi Sebaran Penyediaan Mobil Akses Internet di Kecamatan (MPLIK)
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Gambar 2.29. Kondisi Sebaran Penyediaan MPLIK

Layanan mobil internet atau MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) didesain khusus
menyediakan akses internet yang mudah dan murah kepada masyarakat desa. Mobill M-PLIK
mengandalkan koneksi satelit untuk mengakses internet tanpa blankspot. Gambar 2.4.3 menunjukkan
Perkembangan MPLIK pada tahun 2011. Untuk di pulau Jawa, 100% target MPLIK telah dikirimkan ke
lokasi.Sedangkan Pulau Sumatra, Bali dan Nusa Tenggara, baru sekitar 54% yang telah tersedia. Untuk

Pulau Kalimantan, baru 20,8% yang telah dikirim ke lokasi, sedangkan untuk Pulau Sulawesi, Maluku
dan Papua masih belum tersedia.

2.4.4. Teledensitas Telepon Rumah berdasarkan Provinsi
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Gambar 2.30. Teledensitas Telepon Rumah berdasarkan Provinsi

Teledensitas telepon rumah Indonesia pada tahun 2011 dapat dilihat pada gambar 2.4.3. Teledensitas
tertinggi berada di area Jakarta mencapai 24%. Untuk Area Jawa selain ibu kota, teledensitas telepon
rumah (fixed line) rata-rata hanya 4,88%. Sedangkan untuk area di Sumatera, Kalimantan dan Indonesia
Timur berada di bawah-rata-rata teledensitas fixed line nasional yaitu 4,81%.
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2.4.5. Jumlah Pelanggan Telekomunikasi Bergerak Indonesia Berdasarkan Jenis
Penyelenggaraan
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Gambar 2.31. Jumlah Pelanggan Telekomunikasi Bergerak Indonesia Berdasarkan Jenis Penyelenggaraan

Jumlah Pelanggan Telekomunikasi Seluler sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 rata-rata mengalami
kenaikan sebesar 14,40% setiap tahun, sedangkan jumlah pelanggan FWA naik 13,70% per tahun (gambar
2.4.6). Pada tahun 2011, jumlah pelanggan seluler mencapai 226 juta, dengan persentase distribusi 86,9%
dari total pelanggan telepon bergerak. Sedangkan pelanggan telepon FWA hanya berjumlah 13,1%
dengan total pelanggan sekitar 34 juta orang.

2.4.6. Jumlah Pelanggan Telekomunikasi Bergerak Indonesia Berdasarkan Jenis Layanan
(Prabayar dan Pasca Bayar)

So11 Berdasarkan jenis layanan, sejumlah 98,25%

merupakan pelanggan telekomunikasi seluler,

2010 dan sisanya merupakan pelanggan FWA. Jumlah

pelenggan layanan prabayar terus meningkat

2000 rata-rata 14% per tahun. Akan tetapi pelanggan
layanan prabayar justru cenderung turun, pada

tahun 2010, jumlah pelanggan prabayar menurun
2008 sekitar 4% dari tahun sebelumnya, sedangkan

pada tahun 2011 pelanggan FWA turun 7,7%.

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000

® Prabayar = Pascabayar

Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian - Ditjen PPI, 2011

Gambar 2.32. Jumlah Pelanggan Telekomunikasi
Bergerak Indonesia Berdasarkan Jenis Layanan
(Prabayar dan Pasca Bayar)
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2.4.7. Pelanggan ITKP Berdasarkan Wilayah

Misluku, Papua M
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Sumber: Statistik ADO Dit. Pengendalian - Ditjen PPI, 2011
Gambar 2.33. Pelanggan ITKP Berdasarkan Wilayah

2.4.8. Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP)

Jumlah pelanggan ITKP (Internet Telephoni
Keperluan Publik) di pulau Jawa pada tahun
2011 berjumlah 135.459 pelanggan. Sebanyak
87,21% dari total jumlah pelanggan ITKP di
Indonesia berada di wilayah Pulau Jawa, dan
sisanya 12,79 % tersebar di Pulau lainnya.

Mayoritas pelanggan ITKP di masing-
masing wilayah adalah pelanggan personal,
terkecuali di Pulau Kalimantan, pelanggan

perusahaan lebih besar daripada personal.
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Sumber: Dirjen Aptika, 2012

Gambar 2.34. Pengadaan per Tahun Anggaran 2007-2011

Jumlah pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui SePP sejak tahun 2007 sampai dengan tahun

2012 sebanyak 2.536 paket pengadaan dengan total nilai pengadaan Rp. 12,7 trilyun. Dalam rentang

tahun 2007-2012, jumlah pengadaan terbanyak pada tahun 2010 mencapai 920 pengadaan.

Sedangkan jumlah pengadaan sampai bulan Desember 2012 pengadaan barang/jasa untuk

Tahun Anggaran 2012 melalui SePP sebanyak 458 paket pengadaan dengan total nilai sebesar Rp.

1.129.290.761.001
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2.4.9. Jumlah Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Terdaftar

Sejak tahun 2007, Jumlah penyedia
barang/jasa yang telah terdaftar untuk dapat
mengikuti paket pengadaan terus meningkat.
Pada tahun 2007 hanya 150 perusahaan yang
terdaftar.

Peningkatan tajam jumlah perusahaan
terjadi dalam rentang waktu 2007-2012, hampir
33 kali lipat. Sehingga, pada tahun 2012 telah
terdaftar sebanyak 5.186 penyedia barang/

®2007 =2008 =2009 ®2010 ®2011 =2012 jasa berasal dari 31 provinsi di Indonesia.

Sumber: Dirjen Aptika, 2012

Gambar 2.35. Jumlah Penyedia Pengadaan Barang
dan Jasa Tahun 2007-2011

2.4.10. Perkembangan Domain Rujukan Trust +

100% -
60% ——
800,048 32134
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Pornografi Internasional Open Proxy Pengaduan Masyarakat  Kajian Tim Kominfo
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Sumber: Dirjen Aptika, 2012

Gambar 2.36. Perkembangan Domain Rujukan Trust +

Trust+ adalah konten filter yang dikembangkan Kemkominfo untuk memblokir situs yang
berbahaya dan mengandung konten pornografi. Sejak tahun 2010, trust+ digunakan untuk memblokir
domain pornografi internasional, open proxy, pengaduan masyarakat dan kajian internal. Pada tahun
2012, Trust+ telah memblokir 2.302 domain berdasar pengaduan masyarakat dan 729 domain dari kajian
tim kominfo. Diharapkan dengan filter konten trust+ dapat diterapkan secara luas pada masyarakat

untuk mendukung penggunaan internet sehat.
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2.4.11. Perkembangan Jumlah Media Center
Tabel 2.6. Jumlah Media Center Tahun 2007 - 2011

No. Tahun Jumlah Media Total Media
Center Baru Center Akumulasi
1 2007 85 35
2 2008 35 70
B 2009 36 106
4 2010 10 116
5 2011 15 131

Sumber: Direktorat PMP -IKP, 2012

1ia 100,00 106
g
35 / 0

2007 2003 2009 20140 2011

 Total FAedia Center il Persentase kenaikan jumlah media center
Sumber: Direktorat PMP -IKP, 2012

Gambar 2.37. Perkembangan jumlah Media Center

Media center pertama kali dibentuk pada tahun 2007dengan jumlah hanya 35 buah. Jumlah media
center terus bertambah setiap tahun hingga pada tahun 2011 mencapai 131 media center di seluruh
Indonesia.

Rata-rata tingkat pertumbuhan media center per tahunnya mencapai 43,44%, dengan tingkat
kenaikan jumlah media center tertinggi pada tahun 2008, mencapai dua kali lipat dari tahun

sebelumnya.




2.5. POS
2.5.1. Perkembangan Jumlah Kantor Pos Tahun 2008-2011
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sumber : Statistik ADO direktorat Pengendalian, 2011
Gambar 2.38. Perkembangan Jumlah Kantor Pos Tahun 2008-2011

an jumlah kantor pos selama periode
ya hanya sekitar 39 kantor pos saja.
ngkatannya sebanyak 6 kantor.Begi
ih dari 10 kantor pos. Secara umum, j
ar daripada bagian tengah dan timur
Indonesia bagian Barat, terutama Pula

2.5.2. Perkembangan Jumlah Kantor Pos

Kantor Pelayanan Pos lainnya
Kantor Pos Cabang Luar Kota |
1837
Kantor Pos Cabang Dalam Kota

Kantor Pos Pemeriksa
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mlainnya mSewaKontrak mMilik Sendiri
sumber : Statistik ADO direktorat Pengendalian, 2011

Gambar 2.39. Perkembangan Jumlah Kantor Pos

yanan PT POS Indonesia pada tahur

s milik sendiri, dan sisanya sewa kont:

tas fisik terbanyak yang dimiliki oleh PT
lik sendiri 1837, sewa kontrak 699 d
uruhnya telah merupakan kantor mili
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2.5.3. Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan
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sumber : Statistik ADO direktorat Pengendalian 2011

Gambar 2.40. Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan

pelayanan POS di kecamatan pada tahun 2011 paling tinggi terdapat di Pulau Jawa,
,3%. Sedangkan jangkauan yang terendah ada di pulau Maluku & Papua, hanya 4%
jangkauan pelayanan Pos Kecamatan secara keseluruhan. Sepanjang periode tahun 2009-
mlah peningkatan jangkauan terbilang sangat rendah, dimana secara nasional peningkatan
uannya hanya sekitar 16 kecamatan di seluruh Indonesia.

2.5.4. Jangkauan Pelayanan Pos

Divre I: Aceh, Sumut

Divre IIl: Sumbar, Riau, Kepri
Divre Ill: Bengkulu,
Jambi,Lampung, Sumsel, Babel
Divre IV: DKI Jakarta, Banten
Divre V: Jawa Barat

Divre VI: Jateng , DIY

Divre VII: Jawa Timur

Divre VIII: Bali, NTB, NTT
Divre IX: Kalimantan

Divre X: Sulawesi

Divre XI: Maluku dan Papua

Diivre ¥l

Divre ¥

Divre IX

Divre Vil

Divre Wil

Divre vl

Drivre vV

Divre IV Jumlah jangkauan Pelayanan PT Pos Indonesia di
Kelurahan / Desa berdasarkan Divre pada tahun 2011

dapat dilihat pada gambar 2.41.

Divre Il
, | | |

Divre I

Divrel | | |

. ; ; | Pada Divre IV yaitu DKI Jakarta dan Banten,
0% 20%  40%  60%  80% 100%  jumlah jangkauan pelayanan Pos di desa dan

m% kel/desa terjangkau kelurahan sudah lebih dari 100% (lebih dari 1 kantor
sumber : Statistik ADO Direktorat Pengendalian 2011 pos dalam satu desa)' Di Wﬂayah Divre V, VI, VII dan
Gambar 2.41 Jangkauan Pelayanan Pos VIl yang berada di Pulau Jawa,Bali dan Nusa Tenggara

telah memiliki jangkauan pelayanan lebih dari 50%
dari seluruh desa/ kelurahan. Sedangkan Divre lain
memiliki jangkauan rata-rata pelayanan pos di desa/
kelurahan sebesar 30,6%.

.




2.5.5. Jumlah Pelayanan Pos Bergerak
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sumber : Statistik ADO Direktorat Pengendalian 2011

Gambar 2.42. Jumlah Pelayanan Pos Bergerak

ak pada tahun 2009-2011 tida
0s bergerak keliling desa seb
unit (10,1%) dan Pos Sarling 2¢

2.5.6. Jumlah Produk Paket Dalam Negeri

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000
1,000,000 7
3,831
0 —
Sumatra Jawa Bali NT Kalimantan Sulawesi, Maluku &
Papua

m2010 12011
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Gambar 2.43. Jumlah Produk Paket Dalam Negeri

I pada tahun 2011 tumbuh 1% dari t
ali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Malu

98% dari tahun sebelumnya.




2.5.7. Pendapatan PT Pos Indonesia
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sumber : Statistik ADO Direktorat Pengendalian 2011

Gambar 2.44. Pendapatan PT Pos Indonesia
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2.5.8. Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Pos
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Divre I: Aceh, Sumut

Divre Il: Sumbar, Riau, Kepri
Divre Ill: Bengkulu,
Jambi,Lampung, Sumsel, Babel
Divre IV: DKI Jakarta, Banten
Divre V: Jawa Barat

Divre VI: Jateng , DIY

Divre VII: Jawa Timur

Divre VIII: Bali, NTB, NTT
Divre IX: Kalimantan

Divre X: Sulawesi

Divre XI: Maluku dan Papua

Pendapatan PT Pos Indonesia tahun 2010-
2011, 65,1% ditopang dari Pendapatan pada
Divre Di Pulau Jawa (IV,V,VLVII]), dengan
pendapatan tertinggi di Jakarta dan Banten
mencapai 739.458 juta rupiah pada tahun 2011.

Secara nasional pendapatan PT Pos

mengalami kenaikan 8,11% pada tahun 2011
daripada tahun

sebelumnya. Peningkatan

terbesar berasal dariDivre VII yaitu wilayah

PT Pos Indonesia
Badan Usaha Milik Swasta

H Proporsi Terhadap Tenaga Kerja Masional

sumber : Statistik ADO Direktorat Pengendalian 2011

Jawa Timur.

2010

Gambar 2.45 Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Pos

O
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Pos Indonesia pada tahun 2011 menyerap jumlah tenaga kerja 1,5% dari total proporsi terhadap
ga kerja nasional. Persentase ini turun dari tahun sebelumnya yang mampu menyerap 1,6% tenaga
rja. PT Pos Indonesia menyerap 87% jumlah tenaga kerja pada sektor pos dan hanya 13% tenaga kerja
ilik swasta. Jumlah tenaga kerja sektor pos milik swasta merosot tajam hingga hampir separuh

M.

ahun sebelumnya, hal itu dapat dilihat pula dari proporsi terhadap tenaga kerja nasional yang hanya
 tingga
I

,20% dari tahun sebelumnya yang berkontribusi hingga 0,40%.
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2.6. PENYIARAN DAN PENYIARAN DIGITAL

2.6.1. Jumlah Stasiun Transmisi TV Analog Terestrial

— Dari 11 stasiun TV nasional, TVRI memiliki
jumlah stasiun transmisi terbanyak yaitu
sebanyak 376, diikuti oleh MetroTV sebanyak

52 stasiun, RCTI sebanyak 49 stasiun transmisi

TRANST
TRANSTY

TonE dan Global sebanyak 47 stasiun. Meskipun
A TVRI memiliki jumlah stasiun transmisi tetapi
e sebagian besar kondisi peralatan pemancar
e TVRI tidak dapat beroperasi secara optimal.
sroALTY Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah

™ melaksanakan sebuah program kegiatan

yang disebut ITTS (Improvement on Television

Transmitting Stations).

] 100 200 300 400
sumber : Statistik ADO direktorat Pengendalian 2011

Gambar 2.46. Jumlah Stasiun Transmisi TV
Analog Terestrial

2.6.2. Perkembangan Industri Televisi
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Sumber: Direktorat Penyiaran, PPI, 2012

Gambar 2.47. Perkembangan Industri Televisi
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Perkembangan industri televisi tanah air dimulai dengan dibentuknya TVRI pada tahun 1962 dengan
menayangkan penyelenggaraan Asian Games (ganefo). Pada tahun 1989 berdirilah stasiun televisi swasta
nasional yaitu RCTI dan diikuti oleh SCTV, TPI (MNC TV) hingga yang terakhir TVONE.

Semenjak tahun 2002, telah dipersiapkan era sistem stasiun jaringan untuk memasuki masa transisi
penyiaran analog menjadi penyiaran digital pada tahun 2012. Ditargetkan, seluruh stasiun televisi di
Indonesia nantinya akan mengalami analog switch off menuju fully digital pada tahun 2018.

2.6.3. Jumlah Lembaga Penyiaran Pemegang IPP
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100 =
. i i B e 4 2
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H Jumlah Radio H Jumlah Televisi

sumber : Statistik ADO Direktorat Pengendalian 2011

Gambar 2.48. Jumlah Lembaga Penyiaran Pemegang IPP

Pada tahun 2011, jumlah lembaga penyiaran pemegang IPP baik radio dan televisi total berjumlah
911 dengan rincian 832 pemegang IPP radio dan 79 IPP televisi. Berdasar distribusi wilayah, jumlah
lembaga pemegang IPP paling banyak berada di pulau Jawa sejumlah 514 untuk Radio dan 38 untuk
televisi. Hal ini menandakan industri penyiaran baik radio dan televisi lebih banyak berkembang di
Pulau Jawa dibanding pulau lainnya.

Kawasan Indonesia Timur, yakni Maluku dan Papua memiliki jumlah lembaga penyiaran pemegang
IPP yang paling sedikit diantara kawasan lainnya dengan hanya ada 4 lembaga pemegang IPP radio dan
2 lembaga pemegang IPP televisi.
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2.6.4. Jumlah Provinsi Jangkauan SSJ Lembaga Penyiaran Swasta

sumber

ANTV  Indosiar MNCTV Global

2
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M Eksisting ISR H Pengembangan

: Statistik ADO Direktorat Pengendalian 2011

Gambar 2.49. Jumlah Provinsi Jangkauan SSJ Lembaga Penyiaran Swasta

Dari 10 Lembaga Penyiaran stasiun swasta di Indonesia, ada 3 stasiun dengan jangkauan SSJ

pada semua provinsi di Indonesia yaitu Trans TV, Trans 7 dan TV One. Masing-masing dengan stasiun

eksisting ISR dan pengembangan dengan stasiun induk di kota Jakarta.

Metro TV menjangkau 31 provinsi dengan 29 Eksisting ISR dan 3 stasiun pengembangan di

Kepulauan Riau, Banten dan Papua Barat. Sedangkan SCTV memiliki 26 Eksisting ISR dan satu stasiun

pengembangan di NAD. RCTI memiliki jangkauan SS] di 29 provinsi dengan seluruhnya stasiun
eksisting ISR. Sedangkan jangkauan SSJ yang paling kecil dimiliki oleh MNC TV, dengan 24 provinsi, 23

stasiun eksisting ISR dan sisanya merupakan stasiun pengembangan. Posisi stasiun induk untuk seluruh

lembaga penyiaran stasiun swasta di Indonesia berada di Jakarta.

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku _




—— — — — — — _— - =

2.7. INDEKS KEAMANAN INFORMASI (INDEKS KAMI)

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di
sebuah organisasi atau instansi. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau
efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran
kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja kemanan informasi kepada pimpinan
instansi atau organisasi yang di evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target
penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek
keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2005.

Satuan Kesja
Drektorat
Hasil Evalussi
Tghat Kematingsn Ea
e, I
Namat 1 Standar 15077001 sesuai Peran TIK
Nomat 2
Kota Kode Pos PeranvTingkat Kepentingan TIK 0 Togksl Ketematungan _ Rendsh
Tats Kelola 0 Tnghae Kematargae: |
Pengeiclaan Risiko ] Tinghat Kematargar: |
(Koce Area) Nomee Toipon Kerancka Kena Keamanan informasi 0 Tingkat Kemstsegan: | I
we@idepatomen_responden.go o Pengeiclasn Asel o Tinguat Kematargar: |
HWBATTTT Teknologi dan Keamanan Informasi o Tingeat Komatargar: |

Aspek Teknologi Pengelolaan Risiko
* Kepatuhan IS0 27001/SNI
“ Proses Penerapan
Kerangka Kerja Dasar
“ Responden
Pengelolaan Aset Kerangka Kerja

Gambar Indeks Keamanan Informasi

Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan dalam enam area yaitu :
e Peran TIK di dalam organisasi/instansi

e Tata Kelola Keamanan Informasi

* Pengelolaan Resiko Keamanan Informasi

e Kerangka Kerja Keamanan Informasi

* Pengelolaan Aset Informasi

* Teknologi dan Keamanan Informasi.

Dengan membaca gambar radar indeks keamanan informasi yang diperoleh, pimpinan instansi
atau organisasi dapat melihat kebutuhan pembenahan yang diperlukan dan korelasi antara berbagai

area penerapan keamanan informasi.
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2.7.1. Peringkat Indeks Keamanan Informasi di Beberapa Instansi Pemerintah
Tahun 2011
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Kerm, LH  [IIEEEE
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ETata Kelola EPengelolaan Kerangka Kerja mPengelolaan BTeknelogi dan
Risiko Aset Keamanan Infermasi

Sumber : Ditjen APTIKA

Gambar 2.50. Peringkat Indeks Keamanan Informasi Di Beberapa Instansi Pemerintah Tahun 2011

Salah satu alat yang digunakan untuk melihat kesiapan penyedia informasi dalam memperhatikan
aspek keamanan informasi adalah Indeks KAMI (indeks keamanan informasi). Gambar 2.50.
memperlihatkan pemeringkatan instansi pemerintah terhadap tingkat kesiapan masing masing instansi
pemerintah terhadap faktor keamanannya pada tahun 2011.

Peringkat pertama dalam Indeks KAMI ialah instansi Mabes TNI, diikuti BPPT, dan Kemnakertrans
sebagai tiga besar peringkat indeks. Kementerian Kominfo berada di peringkat 6 dibawah BPKP dan
Kementerian Perhubungan.

e
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2.8. SUMBER DAYA MANUSIA TIK
2.8.1. Indeks Literasi di Kabupaten/ Kota di Indonesia tahun 2012
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Sumber : Ditjen PP, ICT Pura 2012

Gambar 2.51. Penyebaran Indeks Literasi TIK di Kabupaten dan Kota Indonesia Tahun 2012

Indeks literasi merupakan angka indikasi tinggi rendahnya tingkat literasi TIK di suatu daerah.
Beberapa faktor yang dijadikan patokan indeks ini di suatu daerah misalnya besarnya jumlah perguruan
tinggi informatika, besarnya jumlah SMK informatika, kemudahan memperoleh referensi TIK, frekuensi
program sosialisasi dan edukasi TIK dsb. Terlihat penyebaran yang tidak merata indeks literasi TIK pada
kabupaten / kota di Indonesia berkisar dari nilai indeks terendah 0,50 dan nilai indeks tertinggi 3,94
(Banyumas). Sementara indeks rata-rata indeks literasi nasional sendiri berada di angka 2,03.

2.8.2. Persentase Daerah Dibanding Rata-Rata Indeks Literasi TIK Kabupaten / Kota
Tahun 2011

H diatas rata rata Dibandingkan dengan rata rata indeks literasi

 dibawahratarata nasional, 61,9% kabupaten dan kota di Indonesia
masih memiliki tingkat literasi dibawah rata rata.
Sementara 38,1% ada diatas rata rata.

Sumber : Ditjen PPI, ICT Pura 2012

Gambar 2.52 Presentase Daerah Terhadap Rata-
Rata Indeks Literasi TIK Nasional di Kabupaten
dan Kota Indonesia Tahun 2011




2.8.3. Jumlah Perguruan Tinggi di Daerah yang Memiliki Program Studi TIK
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tidak ada sekitar1-3 sekitar 4-10 sekitar 11-25 lehih dari 25

Sumber : Ditjen PPI, ICT Pura 2012

Gambar 2.53. Jumlah Perguruan Tinggi di Daerah Yang Memiliki Program Studi Terkait Komputer
dan Informatika (TIK)

Hampir 50 % daerah daerah di Indonesia memiliki sekitar 1 sampai dengan 3 perguruan tinggi yang
memiliki program studi terkait dengan TIK. Gambar 2.53 menerangkan hasil survei terhadap perguruan
tinggi yang memiliki program studi terkait komputer dan informatika (TIK) di kabupaten/kota di
Indonesia. Sekitar 24% kabupaten/kota di Indonesia memiliki minimal 4 sampai dengan 25 perguruan
tinggi yang memiliki program TIK. Akan tetapi disamping itu semua ternyata masih ada sekitar 26%
daerah kabupaten/kota yang memiliki perguruan tinggi yang tidak memiliki program terkait TIK.

2.8.4. Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja Sektor Telekomunikasi

52453
51 20,020 SDM Tenaga kerja di sektor telekomunikasi,
baik untuk sektor jasa telekomunikasi maupun
Dinfoms jaringan telekomunikasi sebagian besar pada
tingkat pendidikan S1, (45,1%). Tenaga kerja
- dengan Jenjang pendidikan dasar dan menengah
pada sektor jaringan telekomunikasi merupakan
N komposisi terbesar (53%) atau secara keseluruhan
mencapai 27,73% untuk seluruh tenaga kerja

: Seve  leese 15080 20808 25900 telekomunikasi. Sedangkan tenaga kerja dengan

jenjang pendidikan master/doktor masih rendah,

B lzsa Telekomunikasi W Jaringan Telekomunikasi hanya BRI dari total tenaga kerja baik dalr jasa
Sumber: Statistik ADO Direktorat Pengendalian 2011 maupun jaringan telekomunikasi.

Gambar 2.54. Jenjang Pendidikan Tenaga Kerja
Sektor Telekomunikasi
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2.8.5. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TIK NASIONAL

Saat ini, Kominfo melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan
Litbang SDM) telah memiliki beberapa fasilitas terkait pengembangan SDM, yakni Sekolah Tinggi
Multi Media Training Center (STMMTC) Yogyakarta, Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK)
Cikarang, dan Balai Pelatihan dan Riset TIK (BPRTIK) Ciputat. Ketiga fasilitas unggulan ini telah
dilengkapi teknologi dan perlengkapan modern lainnya yang disiapkan guna mendukung visi dan misi

Kementerian Kominfo.

Gambar Gedung BPPTIK Cikarang, MMTC Yogyakarta, dan BPRTIK Ciputat

Sekolah Tinggi Multi Media Training Center (STMMTC)

Institusi ini didirikan pada tanggal 31 Juli 1985 yang bergerak di bidang penyiaran dan multimedia.
Adaduajenisprogram pendidikanyang ditawarkan, yaitu pendidikan kedinasanbagiaparatur pemerintah
dan swadana bagi masyarakat umum. Adapun fasilitas yang dimiliki antara lain laboratorium Komputer
Animasi, laboratorium Komputer Grafis, laboratorium Komputer Editing non Linear, laboratorium
Komputer Internet, laboratorium Komputer Dasar, laboratorium Komputer Pemrograman Teknik, dan
laboratorium Komputer Editing non Linear Editing Audio. Selain itu, sekolah ini juga memiliki Studio
Radio dan Studio TV, baik analog maupun digital, lengkap dengan mobil unit siaran (OB Van) serta

mesin otomasi penyiaran TV (Broadcasting Automation).

Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK (BPPTIK) Cikarang

BPPTIK Cikarang atau disebut juga dengan Korea - Indonesia ICT Training Center diresmikan pada
tanggal 31 Mei 2011. Pusat pelatihan yang berlokasi di kawasan industri Jababeka Bekasi ini dibangun
dari bantuan hibah Pemerintah Republik Korea Selatan melalui pendanaan Proyek Korea International
Cooperation Agency (KOICA) sebesar USD 8.900.000.

Fasilitas yang dimiliki oleh BPPTIK terbagi menjadi 3 bagian yakni gedung utama, gedung asrama
dan gedung serbaguna. Gedung utama terdiri dari Laboratorium Networking, Laboratorium Operating
System, Laboratorium CAD, Laboratorium Programming, Laboratorium Software Engineering,
Laboratorium Database, Laboratorium Multimedia, Laboratorium Animation, Laboratorium Graphics
Design, Ruang Kelas (8 buah), Ruang Konvensi, Ruang Seminar serta Internet Café. Gedung Asrama
terdiri dari Gedung Asrama Pria (75 kamar), Gedung Asrama Wanita (75 kamar), dan Gedung Asrama
Instruktur (terdiri dari 18 kamar). Sedangkan Gedung Serbaguna terdiri dari Auditorium (kapasitas
300 orang), Kantin, Gymnasium, serta Musholla. Keseluruhan area dilengkapi dengan Akses Internet
(WiFi).

-
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Balai Pelatihan dan Riset TIK (BPRTIK)/ Pusat TIK Nasional

JL.Kertamukti No.10 Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telp.(021) 7491801 Fax.(021) 74700968 e-mail: pustiknas@mail. kominfo.go.id
Website: bprtik.kominfo.go.id

BPRTIK Ciputat atau sering disebut juga dengan Pusat TIK Nasional (PUSTIKNAS) merupakan
transformasi dari Proyek National Information and Communication Technology for Human Resources
Development (EDCF LA No. INA 13). Pengelolaan program dan fasilitas ini diselenggarakan oleh
Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan
Informatika bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pustiknas
diresmikan pada tanggal 15 Desember 2010.

Gedung Pustiknas terdiri atas gedung utama dan wisma yang dapat menampung hingga 170 orang
dan dilengkapi pula dengan ruang belajar, ruang makan, serta fasilitas fitness. Gedung utama
memiliki fungsi sebagai training center, data center, dan service center. Pustiknas memiliki fasilitas
berupa 5 ruang belajar, 2 ruang seminar, 2 ruang e-learning, 1 studio digital, 1 studio broadcasting
dan telekomunikasi, 2 ruang teleconference, dan 10 laboratorium. Di gedung ini tersedia pula
fasilitas Information Corner, Kiosk (Web Kiosk terminal), Internet Cafe, Ruang pameran, dan Hot
Spot/Wifi.

Tugas pokok dan fungsi utama Pustiknas adalah meningkatkan kapabilitas pegawai instansi
pemerintahdanseluruhmasyarakatIndonesiamelaluikegiatan pelatihan, pendidikan, ujikompetensi,
sertifikasi, penelitian, dan pengembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Lebih
dari 6.000 orang peserta pelatihan dari seluruh Indonesia telah mengikuti berbagai pelatihan dan
sertifikasi TIK di Pustiknas sejak tahun 2011. Selain mengembangkan modul pelatihan, Pustiknas
juga mengembangkan aplikasi-aplikasi antara lain PRAJNA (e-library), SIKAP (SIM kepegawaian),
Backoffice, LAKSANA (SIM pengendalian program - Nominator INAICTA 2012).

Dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang ada, Pustiknas memiliki potensi riset dan
pengembangan TIK yang mumpuni. Pustiknas mempunyai 3 ruang khusus bagi research and
development yang diperuntukkan bagi penelitian dan pengembangan konten, software engineering,
dan jaringan. Pustiknas diharapkan mendukung percepatan terlaksananya e-Government baik di
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui peningkatan kapabilitas pegawai negeri dan
masyarakat dalam memanfaatkan TIK yang pada gilirannya akan memberikan implikasi terhadap
peningkatan hubungan antara aparatur negara dengan masyarakat umum serta memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi.
Kondisi tersebut akan menjadi katalisator bagi terciptanya Indonesia Informatif yang memiliki
competitive advantage di tingkat global.
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2.9. PERBANDINGAN INTERNASIONAL
2.9.1. ICT Development Index 2010-2011

Sebagai salah satu alat benchmarking untuk melihat tingkat perkembangan masyarakat informasi
seluruh dunia, ITU (International Telecommunication Union) mengeluarkan sebuah indikator yang
disebut dengan IDI (ICT Development Index). IDI menangkap penggambaran kemajuan dari pembangunan
di bidang infrastruktur, penggunaannya dan ketrampilan SDM TIKnya. Sejak tahun 2011, ITU Expert
Group on Telecommunication/ICT Indicators (EGTI), melakukan perbaikan metodologi penyusunan
ITU dengan perubahan beberapa Indikator dari tahun sebelumnya untuk menyesuaikan lingkungan
TIK yang dinamis. Motodologi dan indikator IDI tersebut dipublikasikan pada Measuring the Information
Society 2012.

Tabel 2.7. Perbandingan ICT Development Index (IDI) Indonesia dengan beberapa negara ASEAN dan ASIA

Negara Rank IDI Rank IDI Rank IDI

2008 2008 2010 2010 2011 2011
Korea Selatan 1 7.8 1 8.45 1 8.56
Jepang 11 7.01 8 7.57 8 7.76
Singapura 15 6.71 10 7.47 12 7.66
Brunei Darussalam 44 497 52 4.85 57 4.95
Malaysia 57 3.96 57 4.63 58 4.82
Thailand 80 3.03 89 3.29 92 341
Vietnam 91 2.76 86 3.41 86 3.68
Philipina 95 2.69 94 3.19 94 3.19
Indonesia 107 2.39 97 3.01 95 3.19
India 117 1.72 116 1.98 119 2.10
Lao P.D.R 119 1.64 120 1.84 120 1.99
Kamboja 120 1.63 119 1.88 121 1.96

Sumber : ITU, Measuring the Information Society 2012

Indonesia mendapat peringkat 95 pada peringkat IDI tahun 2011, naik dua peringkat dari tahun
sebelumnya dengan nilai IDI 3.19. Akan tetapi, dibandingkan dengan Negara lain di ASEAN dan Asia
Pasifik, Indonesia masih berada jauh dibawah negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam dan
Malaysia. Korea pada tahun 2011 masih berada pada peringkat teratas IDI dengan nilai 8,56. Sedangkan
Vetnam, Negara Asia Tenggara yang perkembangan TIK-nya cukup pesat berada di peringkat 86, selisih

11 peringkat di atas Indonesia.
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2.9.2. Perbandingan Subindex Network Readiness Index (NRI) Indonesia dengan Negara

ASEAN dan Asia terpilih

Tabel 2.8. Perbandingan ICT NRI Indonesia dengan negara ASEAN dan ASIA

Peringkat NRI Nilai NRI
2012 2012
(142 negara) 142 negara)
Singapura 2 59
Korea 12 5,5
Jepang 18 5,8
Malaysia 29 4,8
Brunei Darussalam 54 4
India 69 39
Thailand 77 3,8
Indonesia 80 3,7
Vietnam 83 3,7
Philipina 86 3,6
Kamboja 108 3,3
Indonesia

- Singapura

BruneiD

Cambndia'"; :'F".I"lilipina

— Environmental Subindex e Readiness Subindex

s | sage Subindex Impact Subindex

Sumber: The Global Information Technology Report 2012

Gambar 2.55. Perbandingan Subindex NRI 2012
Indonesia dengan negara ASEAN dan Asia terpilih

Peringkat IHETRN N Peringkat Nilai NRI
2011-2010 2011-2010 2009-2010 2010-2009
(138 negara) (138 negara) (138 negara) (138 negara)
2 5519 2 5,64
10 5,19 15 5,14
19 4,95 21 4,89
28 4,74 27 4,65
57 3,89 63 877
48 4,03 43 4,09
59 3,89 47 3,97
53 3,92 67 3,72
55 819 54 3,87
86 3,57 95 3,27
111 8723 117 3,03

Tingkat kesiapan suatu negara untuk
menerapkan dan mengimplementasikan TIK
secara konsisten, sistematis, dan dengan cara
terstruktur untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi dapat diukur melalui NRI (Network
Readiness Index). Pada tahun 2012, terjadi
perubahan metodologi dengan penambahan
kategori yaitu Impact subindeks dan juga
perubahan komponen sub indeks untuk kategori

lainnya.

Dengan perubahan metodologi NRI
berdampak pada penurunan drastis peringkat
Indonesia dari sebelumnya peringkat 53 dari 138
negara menjadi peringkat 80 dari 142 negara,
jauh dibawah negara Asean tetangga, Singapura
yang menempati peringkat 2 dan Malaysia di
peringkat 27.

NRI terdiri dari 4 subindex yaitu environmental, usage, readiness dan impact subindex. Di Indonesia,

dari ke empat sub index tersebut, yang paling rendah adalah usage dan impact terutama dalam

komponen economic impact dengan peringkat 106 dari 142 negara. Sedangkan kesiapan (readiness) TIK

Indonesia lebih baik dari sub index yang lain, terutama dalam hal affordability (peringkat 34) dan skill

(peringkat 69).
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2.9.3 Perbandingan E-Goverment Index Indonesia dengan negara ASEAN

Tabel 2.9. Perbandingan E-Goverment Index Indonesia dengan negara ASEAN

Nilai Indeks Nilai Indeks Peringkat Peringkat

Negara 2012 2010 2012 2010
Singapura 0,85 0,75 10 11
Malaysia 0,67 0,61 40 32
Brunei Darussalam 0,63 0,48 54 68
Viet Nam 0,52 0,45 83 90
Filipina 0,51 0,46 88 78
Thailand 0,51 0,47 92 76
Indonesia 0,49 0,40 97 109
Lao PDR 0,29 0,26 153 151
Kamboja 0,29 0,29 155 140
Myanmar 0,27 0,28 160 141
Rata-rata Asia Tenggara 0,48 0,43
Rata-rata dunia 0,49 0,44

sumber: United Nation, e-Goverment Survey 2012

Myanmar Perkembangan e-goverment indeks di
Asia Tenggara berdasar e-gov survei 2012

Kamboja yang dilakukan United Nation menempatkan

Indonesia pada peringkat 97, naik 12 peringkat

Laoc PDR

dari tahun sebelumnya (109). Meskipun

Indonesia mengalami kenaikan peringkat yang signifikan,

7 namun tidak mengubah urutan peringkat
Thailand

e-gov Indonesia di Asia Tenggara. Posisi
Filipina Indonesia masih tetap berada di bawah negara
Singapura, Malaysia, Brunai, Vietnam, Filipina
vietham dan Thailand. Nilai e-gov Indonesia pada tahun
2012 ini (0,49) berada di garis rata-rata nilai

e-gov dunia, dan hanya 0,01 diatas rata-rata

Brunei Darussalam

Malaysia

Asia Tenggara (0,48).

Singapura

0.00 020 040 060 080 1.00

m 2010 W 2012
sumber: United Nation, e-Goverment Survey 2012

Gambar 2.56. e-Goverment Indeks Indonesia dengan
negara ASEAN
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3.1. VISI, MISI DAN STRATEGI

VISI KOMINFO

“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat
sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan,

yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI"

Indonesia
Informatif

0\

Masyarakat
Sejahtera

Kominfo yang
merakyat

Gambar 3.1. Visi Kominfo
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MISI KOMINFO

Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik
komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya
Indonesia Informatif dalam kerangka NKRI

Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang
profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk
mendukung pembangunan karakter bangsa

Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan
lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan

Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam
sistem pasar global

Gambar 3.2. Misi Kominfo

ROADMAP TIK NASIONAL
. Indonesia o\ i
Indonesia Connected Digital >
«Seluruh D d *Seluruh Kecamatan 'SEIUTUh. Ibukota *Peningkatan .akses *Seluruh Kabupaten/
AisL;rsuTeleesjna a ada akses internet PrQV'“S' Terhubung broadband diatas kota memiliki e-gov
 Strat 'TIT( Nasional | * Penguatan Jaringan Serat Optik | 5 MB *Indonesia yang
rategi asiona Kelembagaan *Seluruh *Peningkatan daya Kompetitif
2010-2014 ) * Penguatan Kabupaten/kota saing bangsa dan
* Kepmen Kominfo Komitmen ada akses industri innovatif
2010: Tim Koordinasi broadband

Penyediaan Sumber

Eeaman;an Informasi Daya *Peningkatan E-
asiona «Penguatan SDM TIK | 1ayanan, E-health,
*E-Goverment dan E-education
Masterplan untuk semua

No blankspot
akses telepon

2010 2011 2013 2014 2015... 2018... 2020....

Gambar 3.3 Roadmap Pembangunan TIK nasional
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Tabel 3.1. Tujuan Bidang Kominfo

TUJUAN

Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi

Bidang Komunikasi dan

1. Tersedianya akses
komunikasi dan informatika
yang merata di seluruh
Indonesia (mengecilnya
kesenjangan digital);

2. Tersedianya sarana,
prasarana, dan layanan
komunimasi dan informatika
di seluruh desa, daerah
perbatasan negara, pulau
terluar, daerah terpencil, dan
wilayah non komersial lain
untuk mengurangi daerah
blank spot;

3. Tersedianya akses dan
layanan komunikasi dan

informatika yang modern;

4. Tercapainya layanan akses
informasi dan komunikasi di

wilayah non komersial;

5. Kebijakan, regulasi, rencana
pemanfaaatan dan rekayasa
sumber daya spektrum

frekuensi radio;

6. Kebijakan, regulasi, rencana
optimalisasi sumber daya

spektrum dan non spektrum;

7. Kebijakan, regulasi, perijinan
untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas

layanan pos;

8. Kebijakan, regulasi, perijinan
untuk meningkatkan
kuantitas dan kualitas

layanan telekomunikasi;

——

10.

11.

12.

13.

14.

Kebijakan, regulasi,
perijinan untuk
meningkatkan
kuantitas dan kualitas
penyelenggaraan
penyiaran;

Kebijakan, regulasi,
bimbingan teknis, dan
evaluasi sertifikasi sistem
elektronik, jasa aplikasi
dan konten;

Kebijakan, regulasi,
standar, sertifikasi,
interoperabilitas perangkat
pos, telekomunikasi dan
penyiaran;

Tercapainya tingkat
eliterasi masyarakat
Indonesia menjadi 50
persen pada tahun 2014;

Tersedianya informasi dan
layanan publik yang dapat
diakses secara online;

Berkembangnya industri
(manufaktur) penunjang
TIK dengan indikator
dampak.

Informasi

1. Pengelolaan, penyebaran

dan pemerataan informasi
publik yang beragam dan
berkualitas yang bersifat
mendidik, mencerahkan
masyarakat dalam kerangka
NKRI;

Pemberdayaan masyarakat
dan pengembangan
kemitraan dalam
penyebaran informasi
publik;

Penyediaan dan
peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
sebagai agen penyedia,
pengelola dan penyebar
informasi publik.

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku Putih 2



SASARAN STRATEGIS

Tabel 3.2. Sasaran Strategis Kominfo

M1

Meningkatkan kecukupan informasi
masyarakat dengan karakteristik

komunikasi lancar informasi benar
menuju terbentuknya Indonesia
informatif dalam kerangka NKRI

Meratanya pembangunan sarana dan prasaran
pos, komunikasi dan informatika di seluruh
Indonesia

Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan
informatika yang efektif dan efisien

Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual
dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan
masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI

M3
Mendorong peningkatan tayangan dan

informasi edukatif untuk mendukung
pembangunan karakter bangsa

Tersedianya layanan konten informasi yang
edukatif, mencerahkan dan memberdayakan
masyarakat

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat
untuk memanfaatkan konten informasi edukatif,
mencerahkan dan memberdayakan masyarakat

Tercapainya peran serta aktif masyarakat

dan lembaga komunikasi dalam penyediaan
penyebaran dan pemanfaatan informasi
edukatif, mencerahkan dan memberdayakan
masyarakat

Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis,

produktif, beradab, berdaya saing dan cinta
tanah air

M2

Mewujudkan birokrasi layanan pos,
komunikasi dan informatika yang
profesional dan memiliki integritas
moral yang tinggi

Terselenggaranya pengelolaan sumber daya
komunikasi dan informatika yang optimal
Terselenggaranya layana pos, komunikasi dan
informatika yang profesional dan memiliki
integritas moral yang tinggi

Tersedianya standar alat dan standar mutu
layanan serta mekanisme pengawasan yang
akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan
informatika

M4

Mengembangkan sistem komunikasi
dan informatika yang profesional dan
memiliki integritas moral yang tinggi

Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan
pengembangan di bidang komunikasi dan
informatika

Mendorong penciptaan sumber daya manusia
unggul di bidang komunikasi dan informatika

Mendorong berkembangnya industri
komunikasi dan informatika yang berdaya saing
tinggi dan ramah lingkungan

Mengembangkan sistem komunikasi dan
informatika yang mendorong tumbuh
kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan
kearifan lokal

Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem
pasar global

Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu

bersaing di dunia internasional

Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan

informatika

Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam pernjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika

Membanguna pencitraan positif negara Indonesia di mata internasional

matika Indonesia - Buku Putih 2012




3.2. PROGRAM PRIORITAS 2013 DAN QUICK WINS KOMINFO
3.2.1. Program Prioritas 2013

Rencana kerja program Kementerian Kominfo untuk tahun 2013 dirumuskan dan akan dicapai melalui

program-program pembangunan sebagai berikut:

Program Pengelolaan
Sumber Daya dan
Perangkat Pos
dan Informatika

Sasaran :

= Pengelolaan Sumber

Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas

Informatika

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Kementerian
Komunikasi dan
Informatika

Lainnya Kementerian

Program / Kegiatan Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika

Program Pengelolaan

Program Penelitian dan
Pengembangan SDM
Kominfo

Komunikasi dan Informatika

Program Pemgembangan
Informasi dan Komunikasi
Publik

Gambar 3.4. Program/Kegiatan Prioritas Kementerian Kominfo

Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit
Satelit

Daya Informatika
yang Optimal

Untuk Mendukung
Pencapaian Tingkat
Penetrasi Internet 50%,
Layanan Broadband
30%, dan Siaran TV
Digital 35%

Tumbuh
kembangnya industri
informatika yang
layak secara teknis

Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan
Informatika

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika

Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penertiban Pemanfaatan Sumber Daya
Pos dan Informatika

Gambar 3.5. Program/Kegiatan Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Perangkaiﬂi’g_‘s;&éh Informatika

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku P




Program
Penyelenggaraan Pos
dan Informatika

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos

Sasaran : Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi Satelit

= Ketersediaan layanan

pos dan informatika Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran

Tingkat e-literasi Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Informatika
Keamanan jaringan

internet nasional Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet

Tingkat penetrasi
siaran TV digital Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika

Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Gambear 3.6. Program/Kegiatan Prioritas Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Pengembangan

Aplikasi Informatika
Pembinaan dan Pengembangan E-Government

Sasaran : Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis

= Perluasan penerapan
dan peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik

kualitas layanan

aplikaSi e.-goverru‘nent —

Layanan e-bisnis
untuk UKM Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika

Sistem pengamanan
elektronik Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis

Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat
Elektronik

Gambar 3.7. Program/Kegiatan Prioritas Pengembangan Aplikasi Informatika
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Pengembangan SDM

Kominfo
Kegiatan Prioritas Nasional

Sasaran : Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kegiatan Prioritas Bidang

= Karya riset menjadi

acuan penyusunan
kebijakan publik
bidang komunikasi
dan informatika

Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan
Komunikasi Publik

Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan
SDM Komunikasi dan Informatika

Gambar 3.8. Program/Kegiatan Prioritas Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo

Program Kegiatan Prioritas Nasional
Pengembangan
Informasi dan
Komunikasi Publik Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Nasional

Sasaran : Pengelolaan dan Penyediaan Informasi

= Meningkatnya
penyebaran, Pelayanan Informasi Kenegaraan melalui Media Publik
pemerataan, dan
pemanfaatan
informasi publik

Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional

Gambar 3.9. Program/Kegiatan Prioritas Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sasaran :

= Meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administrasi

Gambar 3.10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kominfo
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Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Gambar 3.11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kominfo

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

Gambar 3.12. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kominfo

GAMBARAN KESELURUHAN

Pembangunan Kominfo

Komunikasi Lancar,
Informasi Benar

Indonesia Connected,
Indonesia Informatif

Aksi Pembangunan
Pendukung

Aksi Pembangunan
Utama

Pembangunan
Infrastruktur ICT

Pembangunan

Keterampilan ICT Sosialisasi

Pembangunan
Penggunaan ICT

Kerjasama
Internasional

MCIT’s LeProgram Unggulan dan Reguler

Satker Kementerian Kominfo

Gambar 3.13. Gambaran Pembangunan dan Pengembangan KOMINFO Secara Keseluruhan
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3.2.2. Program Quick Wins Kementerian Kominfo

Quick wins atau juga sering disebut low-hanging fruit adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai
yang mengawali suatu program besar dan sulit. Quick wins merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan
manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/ Lembaga
dan Pemerintah Daerah.

Kementerian Kominfo telah menetapkan tiga program utama yang menjadi quick wins yaitu : pelayanan
pengajuan perijinan dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, penyelesaian pusat layanan internet
kecamatan (PLIK) di daerah perbatasan dan percepatan layanan informasi publik melalui media center di
daerah.

PELAYANAN PENGAJUAN PERIJINAN
DAN SERTIFIKASI ALAT DAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PENYELESAIAN PUSAT LAYANAN
INTERNET KECAMATAN (PLIK) DI
DAERAH PERBATASAN

PERCEPATAN LAYANAN INFORMASI
PUBLIK MELALUI MEDIA CENTER
DAERAH

Gambar 3.14. Quickwins Kementerian Kominfo
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3.3. PETA KEBIJAKAN TELEKOMUNIKASI

3.3.1. Kegiatan Migrasi IPv4 ke IPv6

Internet Protocol atau IP merupakan standar penomoran internet di dunia. Alokasi penomoran ini
ditingkat dunia diatur oleh IANA (Internet Assigned Number Authority). IANA merupakan sebuah organisasi
yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengurusi penetapan parameter protokol internet,
seperti Internet Protocol (IP), dan Domain Name System (DNS). IANA memiliki otoritas untuk menunjuk
organisasi lainnya untuk memberikan blok alamat IP spesifik kepada pelanggan dan untuk meregistrasikan

nama domain.

Secara konsep, IP merupakan sumber daya penomoran yang bersifat terbatas. Di dunia sekarang
terdapat 2 versi Internet Protocol yang umum berlaku yaitu IP versi 4 (IPv4) dan IP versi 6 (IPv6). IPv4
sendiri secara teori terdiri dari 4 blok penomoran yang masing-masing blok tersiri dari 8 bit. Sehingga, alokasi
penomorannya sebesar 2% atau sekitar 4 miliyar penomoran. Sekilas terlihat bahwa alokasi ini sudah cukup
banyak, namun IANA sendiri mencatat alokasi [Pv4 ditingkat dunia telah habis dialokasikan pada 14 April
2011 yang lalu. Dalam menghadapi habisnya penomoran IPv4 ini, maka dibuatlah konsep IP versi baru
yaitu IPv6 dimana alokasi ini dapat mencakup 2'* penomoran. Angka ini dinilai sudah cukup besar untuk
menampung semua perangkat yang terhubung ke internet untuk masa yang lama dengan melihat jumlah
yang ada. Namun, di sisi lain Cina telah menyiapkan IP versi baru yaitu IPv8 yang dipakai oleh internal

negara Cina dengan kompatibilatas terhadap versi sebelumnya.

Di Indonesia, kesiapan penerapan teknologi IPv6 sendiri sudah pada tahap yang cukup serius yang
dibuktikan dengan komitmen pemerintah dalam hal ini pada tahun 2006 Direkorat Jenderal Pos dan
Telekomunikasi (Ditjen Postel) dengan bantuan para pemangku kepentingan (stake holder) industri dengan
para penyedia layanan internet di Indonesia memulai persiapan dengan melakukan IPv6. Selain itu,
pemerintah melalui Kementerian Kominfo cq. Ditjen Postel membentuk badan Indonesia IPv6 Task Force (ID-
IPv6TF) pada tahun 2008. Berikut kegiatan yang telah dilakukan dalam migrasi IPv4 ke IPv6 dari tahun 2010
sampai dengan 2012.

1. Diawali dengan diselenggarakannya IPv6 Summit 2010 di Bali dimana dalam acara tersebut dilaksanakan
Deklarasi Bali ‘Indonesia IPv6 Ready di tahun 2013” yang ditandatangani oleh 16 Operator dan ISP serta
2 institusi pendidikan yang dengan penuh keyakinan dan semangat memproklamasikan migrasi IPv4 ke
IPv6 disaksikan oleh Menteri Kominfo.

2. Pada tahun 2011 diselenggarakan sosialisasi mengenai IPv6 melalui Seminar ‘Strategi Nasional
Menghadapi Krisis IPv4 dan Implementasi IPv6” di Yogyakarta pada tangal 12 Mei 2011 yang dihadiri
oleh IPv6 Task Force, Instansi Pemerintah, Operator Telekomunikasi dan ISP.

3. Partisipasi aktif dalam WIDEX (World IPv6 Day, Ethernet Workshop and Exhibition) 2011 di Bandung
padatanggal 8 Juni 2011 sebagai bentuk pembuktian komitmen dan kesiapan bersama dalam implementasi

IPv6 dengan melakukan tes operasional dengan jaringan global serempak di seluruh dunia

4. Pelakasanaan assessment fase pertama terhadap operator utama untuk menunjukkan komitmen yang
sudah dideklarasikan pada acara IPv6 Summit 2010 di Bali. Assessment fase pertama meliputi basic

connectivity, IPv6 application functionality, transition mechanism, dan inter-ISP connectivity.
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Pelaksanaan assessment:

¢ Peserta: Telkom, Telkomsel, XL axiata, Indosat, Indosat Mega Media, Bakrie Telecom, Axis, Icon+,

dan Supra Primatama Nusantara (Biznet)
¢ Pelaksanaan assessment bertempat di Bali dan Jakarta.

Dari keseluruhan peserta assessment, delapan peserta dinyatakan lulus (Telkom, XL axiata, Indosat,
Indosat Mega Media, Bakrie Telecom, Axis, Icon+, dan Supra Primatama Nusantara (Biznet) serta satu peserta
(Telkomsel) dinyatakan lulus bersyarat. Namun pada tahun 2012 Telkomsel memperbaiki kekurangan pada
assessment pada tahun 2011 dan dinyatakan lulus.

Fase-Fase dalam Compliance Assesment IPv6

Dalam menentukan Complience IPv6, ID-IPv6 Task Force mendefinisikan ke dalam 3 fase Compliance
Assesment yaitu:

Phase 1:
Basic connectivity Phase 2: Phase 3:

IPv6 Application e Application and
APPH PP’ ¢ Broadband
functionality Services :
" Services
Transition
Full

mechanism - o
Inter-ISP onnectivity

connectivity

Gambar 3.15. Fase-fase dalam Compliance Assesment IPv6

Pada masing-masing phase, Compliance dinilai dengan membandingkan kesiapan infrastruktur dengan
atribut RFC terkait dengan IPv6. Compliance tersebut dibagi menjadi 4 tes grup yang secara detail tes grup
tersebut menilai berdasarkan compliance tes terhadap beberapa hal berikut:

Komunikasi dan Informatika Indonesia - Buku Putih 2




Test Group 1: Network Connectivity

¢ TG.1.1. Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification (RFC
2460)

¢ TG.1.2. Neighbor Discovery for IPv6 (RFC 2461)
¢ TG.1.3. IPv6 Stateless Address Auto configuration (RFC 2462)

¢ TG.14. Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for IPv6
Specification (RFC 4443)

¢ TG.1.5. IPv6 Addressing Architecture (RFC 4291)
¢ TG.1.6. IPv6 Global Unicast Address Format (RFC 3587)
¢ TG.1.7. Path MTU Discovery for IPv6 (RFC 1981)

Test Group 2: Network Connectivity

¢ TG.2.1. Use of BGP Multi-protocol Extensions for IPv6 Inter-
domain Routing (RFC 2545)

Test Group 3: Network Connectivity

¢ TG.3.1. DNS Extensions to Support IPv6 (RFC 3596)

Test Group 4: Network Connectivity

¢ TG.A4.1. Inter-ISP Connectivity

Gambear 3.16. Compliance Test Group

5. Pelaksanaan assessment fase pertama lanjutan pada tahun 2012 terhadap deklarator yang belum diundang
pada tahun 2011. Assessment fase pertama meliputi basic connectivity, IPv6 application functionality,
transition mechanism, dan inter-ISP connectivity.

» DPeserta

¢ Deklarator: Global Prima Utama, HCPT, Patrakom, NTT Indonesia, First Media, dan Rabik
Bangun Pertiwi

¢ Non Deklarator: Aplikanusa Lintasarta dan PC24

» Pelaksanaan
¢ 22 Maret 2012 di Hotel Akmani diikuti oleh Global Prima Utama
¢ 19 April 2012 di Gedung Cyber diikuti oleh HCPT, Patrakom, NTT Indonesia, dan First Media
¢ 26 Juli 2012 di Denpasar diikuti oleh Rabik Bangun Pertiwi
¢ 8 Agustus 2012 di Jakarta diikuti oleh Aplikanusa Lintasarta
¢ 7 September 2012 di Jakarta diikuti oleh PC24

Dari keseluruhan pelaksanaan assessment fase pertama, semua peserta dinyatakan lulus.

6. Pelaksanaan assessment fase kedua untuk memastikan kesiapan Operator dan ISP dalam memberikan
jasa sambungan IPv6 ke pelanggan. Assessment dilakukan dari premis end-user corporate customer
untuk mendapat koneksi IPv6 di beberapa kota.
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> DPeserta

¢ Deklarator : Telkom, Indosat, XL axiata, Indosat Mega Media, Supra Primatama Nusantara, Icon+,
NTT Indonesia, First Media, dan Patrakom

¢ Non Deklarator: Aplikanusa Lintasarta
» Pelaksanaan
¢ 12 ]Juli 2012 di Palu diikuti oleh Patrakom

¢ 4-7 September 2012 di Jakarta diikuti oleh Supra Primatama Nusantara, NTT Indonesia, Indosat,
Telkom, Indosat Mega Media, Icon+, dan First Media

¢ 11 September 2012 di Yogyakarta dan Solo diikuti oleh XL axiata, Telkom, Indosat dan Aplikanusa
Lintas Arta

¢ 13-14 September 2012 di Bandung diikuti oleh NTT Indonesia, XL axiata, Aplikanusa Lintasarta,
Indosat Mega Media, dan Supra Primatama Nusantara

¢ 17-19 September 2012 di Surabaya dan Malang diikuti oleh Indosat, XL axiata, Indosat Mega
Media, dan Icon+

¢ 25-26September 2012 di Denpasar diikuti oleh Supra Primatama Nusantara, Aplikanusa Lintasarta,
Icon+, dan NTT Indonesia

¢ 22 Oktober 2012 di Palembang diikuti oleh Telkom
» Hasil Pelaksanan

¢ Profil customer dari Deklarator yang memakai IPv6 cukup beragam dan mewakili berbagai
macam sektor mulai Perhotelan, perbankan, ISP, perusahaan umum, institusi pendidikan, institusi
pemerintahan, hingga koperasi. Dari sisi infrastuktur hampir sebagian besar sudah ready IPv6
namun belum banyak service yang bisa diberikan mengingat belum banyaknya aplikasi yang
berbasis IPv6.

7. Pelaksanaan assessment fase ketiga untuk memastikan kesiapan ISP dan Operator dalam memberikan jasa
sambungan IPv6 kepada end user. Parameter assessment meliputi perencanaan, infrastruktur, aplikasi,
services, dan human resource.

» DPeserta

¢ Deklarator: Telkom, Supra Primatama Nusantara, Indosat, Telkomsel, Indosat Mega Media,
HCPT, dan XL axiata

» Pelaksanaan
¢ 6-7 Desember 2012 di Bandung diikuti oleh Telkom

¢ 10-11 Desember 2012 di Jakarta diikuti oleh Supra Primatama Nusantara, Indosat, Telkomsel,
Indosat Mega Media, HCPT dan XL axiata

Untuk tahun 2013 akan dilaksanakan assessment lanjutan kepada ISP dan Operator yang belum
melaksanakan assessment fase 3 di tahun 2012.
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Backup, Load Sharing 2.5% - 5%
Dari total
Kapasitas
urveillance ICT
Infrastruktur
ice (MSS): Emergency, Nasional
g, dll
| Goal
| | | | p 2021
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2008 2012
2008-2009 2010 ¢ Penambahan kapasitas dalam negeri dari
e Perencanaan terinci 2010 101 transponder tahun 2010 menjadi 197 di
filling jenis dan jumlah Peluncuran 2012, 245 di 2021 melalui peluncuran sat
satelit yang harus PALAPA-D Telkom3: 2011; PSN:2012; satelit Indonesia
diluncurkan dalam 2-7 dan LAPAN Pita-Ku:2018; pita-Ka:2020
tahun ¢ Pendaftaran ulang slot orbit dan spektrum
e Rencana (PUSLIT- e Penelitian dan pengembangan:
SATNAS) karakteristik propagasi pita-Ku dan Ka,
layanan broadband MSS.
¢ Lingkungan usaha: konsolidasi operator
2008-2010 satelit dan VSAT pembentukan
« Konsolidasi dan pembentukan konsorsium satelit Indonesia.
 Penentuan perangkat yang dapat dibuat oleh * Kebijakan finansial dan go internasional
industri nasional o Strategi dan regulasi; pembuatan
« Kajian menyeluruh tentang penyediaan peraturan tentang penggunaan satelit
infrastruktur satelit nasional hingga tahun 2011 untuk kepentingan komersial dan non
komersial, pengaturan kompetisi VSAT.

Sumber: Indonesia Satellite Infrastructure Roadmap Concept, D.G. Postel 2010

Gambar 3.17. Roadmap Satelit

Dalam jangka waktu 2008-2010 telah direncanakan pendirian konsorsium satelit nasional yang

dibuat oleh Industri lokal walaupun sedikit mengalami kendala. Namun demikian penambahan

transponder dan pendaftaran ulang slot orbit dan spektrum merupakan strategi dan regulasi

tentang penggunaan satelit.

Penjelasan Rinci Roadmap 2008-2011

1. 2008 - 2009: Perencanaan terinci mengenai jenis dan jumlah satelit yang harus didaftarkan (filing)
yang disesuaikan dengan jadwal peluncurannya, dengan mempertimbangkan pertumbuhan
rendah dan tinggi, termasuk rencana pendirian R&D pusat penelitian dan pengembangan
teknologi dan aplikasi satelit nasional (PUSLIT- SATNAS);

2008 - 2010 : Konsolidasi dan pembentukan konsorsium satelit nasional ;
2009 - 2010: Pendaftaran semua satelit yang harus diluncurkan dalam jangka waktu 2-7 tahun;

2010 : Peluncuran PALAPA-D dan LAPAN A2;

A

Penentuan perangkat sistem satelit yang dapat dibuat oleh industri manufaktur nasional untuk
jangka pendek (1-3 tahun), jangka menengah (5-7 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 10 -15
tahun);

6. Selama jangka waktu tiga (3) tahun ini dibuat pentahapan-pentahapan serta kajian menyeluruh
mengenai penyediaan infrastruktur satelit nasional secara lebih terinci hingga tahun 2021.




Timeline Roadmap Satelit

a. Penambahan Kapasitas Dalam Negeri

£00T

600C
0T0T
110T
(41114
€10T
v10T
S10T
910C
L10T
810C
610C
020T
10T

800C

Kebutuhan
Total Kebutuhan, baseline (XPDR) | 138 | 154 | 176 | 211 [ 210 | 224 | 232 [ 237 | 243 | 253 | 264 | 276 | 288 | 301 | 315

Ketersediaan Transpoder

Ketersediaan Dalam Negeri (XPDR) | 95 | 95 | 101 | 101 | 149 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 221 | 221 | 245 | 245

Sisa Kebutuhan. Termasuk

ketersediaan asing (XPDR)

Penambahan Kapasitas

Peluncuran Palapa D, tambahan L

Kapasitas 6 XPDR

Peleuncuran Telkom 3, Tambahan

Kapasitas 48 XPDR

Peluncuran Sat-PSN, tambahan

kapasitas 48 XPDR

Peluncuran Satelit Indonesia Pita-Ku ,

24 XPDR

Peluncuransatelit indonesia pita-Ka,
24 XPDR

43 | 59 | 75 |110| 61 ( 27 | 35 | 40 | 46 | 56 | 67 [ 55 [ 67 | 56 | 70

Gambar 3.18. Timeline Roadmap Satelit untuk Penambahan Kapasitas Dalam Negeri

b. Slot Orbit dan Spektrum

010T
T10T

€10T
10T
S10T
910C

810C
610C

800¢
600C
CI0T
10T
020T
Te0T

Orbit and spectrum slot
Refilling 150.5E, 113E, 107.7E

I £00¢

Pendaftaran Ulang Satelit

Pendaftran Baru Pita-Ku

Pendaftaran Baru Pita-Ka

Koordinasi NGSOEESS

Optimalisasi Pita Terencana

Pendaftaran NGSO

Gambar 3.19. Timeline Roadmap Satelit untuk Slot Orbit dan Spektrum

P
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c. Penelitian dan Pengembangan (R&D

£00T
800T
600T
0T0T
110C
(41114
€10T
41114
ST0T
910T
L10T
810C
610C
020T
10T

Research and Development
Propagasi Ku-band

Propagasi Ka-band

Sistem dan Aplikasi Pita-Ku

Sistem dan Aplikasi Pita-Ku

Sistem dan aplikasi pita-X/L

Sistem Tele-Kesehatan

Sistem Tele Pendidikan

Aplikasi-aplikasi Pendidikan

Aplikasi-aplikasi Kesehatan

Pembentukkan PUSLITBANG -
TEKAP- SATNAS

Gambar 3.20. Timeline Roadmap Satelit untuk Penelitian dan Pengembangan

d. Lingkungan Usaha

T10C
10T
€10C
S10C
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10T
10T
810T
610C
020T
T20T

Lingkungan Usaha
Konsolidasi Operator Satelit

£00¢
800¢
6002
010T

Konsorsium Satelit Nasional

Konsolidasi Operator VSAT

Produk Unggulan Stasiun Bumi

[Antenna

[Komponen RF

[Modem

[Eksport Produk Unggulan

[Produk Aplikasi Pita-Ku
[Produk Aplikasi Pita-Ka

Gambar 3.21. Timeline Roadmap Satelit untuk Lingkungan Usaha
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e. Kebijakan Finansial dan Go International

£00T
800T
600C
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110C
10T
€10T
10T
S10T
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L10T
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610C
020T
120T

Financial policy and go international

Regulasi Dukungan Finansial Bagi
Program Litbang Satelit Indonesia

Regulasi Insentif Pajak dan Non Pajak
Bagi Industri Satelit Indonesia

EKSpoT SoItsKill dan industri satelit
Indonesia ke Luar Negeri

Gambar 3.22. Timeline Roadmap Satelit untuk Kebijakan Finansial dan Go International

f. Strategi dan Regulasi
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010T
110C
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Regulation

Pengaturan Frekuensi Satelit

Pengaturan Pengelolaan Orbit

Pengaturan Tentang MSS/BSS/FSS

Pengaturan Penggunaan Satelit untuk
komersial dan non komersial

engaturan Kompetisi VSAT | |

Gambar 3.23. Timeline Roadmap Satelit untuk Strategi dan Regulasi
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3.3.3. ROADMAP TV DIGITAL

ROADMAP INFRASTRUKTUR TV DIGITAL

FITF] 013 014
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1000 2010 FLIT
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1 JUjh Coba Lapangan TV Digital di Jabodetabek

1 |Uji Coba Lapangan TV Digital o bokasi lain

a. Bandung

b, Batam

. Surabaya

. Makasar

&, Medan

Panyusunan Reguiasl TV Digital

Penetapan Regulasl Penyelenggarasn TV Digital
Penctapan Master Plan Frekuensi TV Digital
Panyusunan Reguiasl Perizinan TV Digital
Seheksi Perizinan TV Digital

Penctapan Perizinan Penyelenogars TV Digital
0 | THDN Set Top Bex

10| Penggelaran jaringan TV digital ci DI & DEM Zona 1
11|Periode simubcact di DKI & DEM Zona |

12 |Penggelaran jaringan TV digital ¢f DEM Zona 1
13| Pericde simulcast di DEM Zona 1

14 |Penggelaran jaringan TV digital & DEM Zona 3
15| Paricde simubcast o1 DEM Zona 3

16| Penggelaran jaringan TV digital ¢l DEKM Zona 4
17 |Pericde simubcast di DEKM Zoma 4

18| Penggelaran jaringan TV digital & DEKM Zona §
19| Periode simulcast di DEKM Zona §

20 Total Analogue Switch-0ff

[VHEE PR BRI

L I

Jangkauan Layanan TV Digital (populasi)

DEM : Dagrah Ekonom| Majy DEM Zona 3 ¢ |14 propinsi)
DEXM ; Daerah Ekonomi Kurang Maju NAD, Sumaters Barat, Rizu, Jambi, Sumatera Selatan,
DI tidak termasukl DEM dan DEXM Bangica Balitung, Bengiculy, Lampung, Ball, Kalimantan
Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesl Utara, Sulawes!
DEM Zona 1 ¢ (3 propinsl) Selatan, Maluku
Juwa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
DEXM Zona 4 1 (9 propinsi)
DEM 2ona 2 : (8 propinsi) Gorantalo, Sulswesl Tengah, Sulawes! Barat, Sulawesi
Sumatera Utara, Banten, Riau Kepulauan, DI Tenggara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Yogyakarta, Kalimantan Timur Tenagara Timur, Maluku Utara, Papua Bart Gandar lefrih bersih, suara lebih fernin

DEKM Zona 5 : (1 Propinsi)
Papua

Gambar 3.24. Roadmap Infrastruktur TV Digital

Proses migrasi dari TV Analog ke TV Digital di Indonesia dimulai tahun 2009, dan telah dilakukan
mulai dari proses perizinan dan pengimplementasinya akan dilakukan secara bertahap untuk
disetiap zona. Dan direncanakan setelah tahun 2018, seluruh siaran TV Analog akan dimatikan.
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ROADMAP MIGRASI TV ANALOG KE TV DIGITAL

Uji coba lapangan maks. 1 tahun (2009)

Perizinan baru untuk TV digital (2010)

Moratorium izin baru TV analog (2009-2010)

Awal periode simulcast (2010-2017)

Dukungan industri dalam negeri untuk Set Top Box (STB)

Tahap I
2009-2013

* ¢ 4 0 o0

¢  Penghematan (cut off) operasional TV analog di kota-kota besar (Daerah Eknomi
Maju/DEM)

¢ Percepatan izin baru TV digital di Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM
¢ Perode simulcast lanjutan (2010-2017) untuk DEKM

Gambar 3.25. Roadmap Migrasi TV Analog Ke Digital

3.3.4. ROADMAP e-GOVERNMENT

IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT

Tujuan Implementasi e-Government

Meningkatkan mutu layanan publik
melalui pemanfaatan teknologi IT dalam
proses penyelenggaraan pemerintahan

Terbentuknya kepemerintahan yang
bersih, transparan, dan mampu menjawab
tuntutan perubahan secara efektif

Perbaikan organisasi, sistem manajemen,
dan proses kerja ke pemerintahan

Gambar 3.26. Tujuan Implementasi e-Government
Sasaran Pembangunan e-Government
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¢  Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan
publik yang berkualitas dan terjangkau

untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan
perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan
perdagangan internasional

¢  Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha

¢  Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga
3. pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi

masyarakat dalam proses kepemerintahan

¢  Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang
transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan

layanan antar lembaga pemerintah

Gambar 3.27. Sasaran Pembangunan e-Government

Integrasi

: Integrasi
Standarisasi Layanan online infrastruktur

Interkoneksi

layanan ayanan

2010 201 2012 2013 2014

Gambar 3.27. Sasaran Pembangunan e-Government

Roadmap pelaksanaan e-government 2010-2014 akan dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap
standarisasi yang meliputi pembangunan masterplan e-government di Indonesia, kemudian masuk
dalam tahapan layanan online untuk memberikan informasi kepada publik, integrasi infrastruktur
dengan penggunaan data center atau mungkin pengunaan cloud computing, interkoneksi
layanan dengan kemampuan kolaborasi dan sharing serta integrasi layanan dalam penerapan

e-government yang akan mendorong paperless.




3.3.5. KEBIJAKAN GREEN ICT

TIK Ramah Lingkungan (Green ICT) adalah sebuah konsep pemanfaatan TIK (ICT) dengan upaya
mengurangi konsumsi energi dan sumber daya alam lainnya, disamping mengurangi emisi dan sampah
yang dihasilkan dari kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah banyak digunakan oleh
masyarakat di Indonesia, sehingga perlu memperhatikan beberapa hal yang ditimbulkan karena secara nyata
telah berkontribusi ikut menumbuhkan jejak emisi karbon serta dampak negatif lingkungan lainnya seperti

tumbuh pesatnya limbah TIK. Berangkat dari fakta tersebut, Pemerintah perlu menggagas konsep TIK Ramah
Lingkungan (Green ICT).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menerapkan teknologi yang ramah lingkungan,
pemerintah telah menerapkan beberapa hal kebijakan yang terwujud dalam bentuk regulasi, edukasi dan
dorongan kesadaran serta inisiatif bisnis. Langkah kebijakan tersebut juga terwujud dalam rencana kebijakan

pemerintah ke depan mengenai implementasi teknologi Green ICT. Beberapa hal kebijakan tersebut antara
lain seperti:

Yang Telah Dilakukan Pemerintah

6 Keputusan Presiden tentang 10 konferensi, seminar dan

perubahan iklim dan energi workshop mengenai Green ICT
terbarukan

Menumbuhkan bisnis yang bergerak di
bidang pengelolaan energi terbarukan
dan limbah elektronik

EDUKASI
&

INISIATIF BISNIS
KESADARAN
eKebijakan Nasional eKonferensi Nasional dan *TIK berbasis Ekonomi Rendah
mengenai Green ICT Workshop Karbon
eRegulasi Bangunan Hijau oSertifikasi Green IT *pengelolaan limbah Daerah

Yang Akan Dilakukan Pemerintah Kedepan

Gambar 3.29. Kebijakan Implementasi Green ICT

Kementerian Kominfo sebagai Kementerian yang mendukung Kebijakan di bidang Green ICT telah
mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/SE/M.Kominfo/4/2012
tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ramah Lingkungan (Green ICT) di
Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara.

Surat edaran ini juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1994 Tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai
Perubahan Iklim;
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2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang ITE Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi Elektronik;
4. Instruksi Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Penghematan Energi;
5. Instruksi Presiden Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku karyawan
khususnya di instansi pemerintah agar dapat berperilaku ramah lingkungan dalam penggunaan TIK. Dengan
kesadaran dan perilaku yang ramah lingkungan tersebut diharapkan emisi karbon dari penggunaan TIK
dapat ditekan sehingga komitmen pemerintah di atas dapat tercapai.

Adapun muatan materi yang yang terkandung dalam Surat Edaran Menteri Kominfo tersebut antara lain :

1. Setiap instansi penyelenggara negara perlu menyusun dan melaksanakan kebijakan pemanfaatan TIK
ramah lingkungan (green ICT) di instansi masing-masing antara lain melalui:

a. Meningkatkan pemahaman tentang konsep TIK ramah lingkungan (green ICT);

b. Menciptakan budaya pemanfaatan TIK yang ramah lingkungan (green ICT) di setiap instansi
penyelenggara negara;

2. Setiap instansi penyelenggara negara perlu mempertimbangkan aspek ramah lingkungan dalam setiap
aspek penyelenggaraan pemerintahan, antara lain dalam proses pengadaan barang dan jasa TIK di
lingkungan instansi pemerintah.

3. Setiap instansi penyelenggara negara dapat menerapkan langkah-langkah praktis yang mendukung
kebijakan TIK ramah lingkungan (green ICT) antara lain:

a. Pemakaian komputer dengan bijak, seperti penggunaan layar hitam/screen saver statis, komputer
dengan posisi standby/hibernate ketika tidak digunakan;

b. Mematikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu 30 menit;

c. Penghematan penggunaan kertas dan tinta printer dalam melakukan pencetakan dokumen antara
lain dengan menghindari gambar yang tidak perlu dan penggunaan latar belakang/background yang

secara intensif menghabiskan tinta printer, mencetak dua sisi kertas jika diperlukan;

d. Penggantian perangkat komputer yang sudah rusak/kadaluarsa dengan perangkat baru yang ramah
lingkungan dan monitor ramah lingkungan yang menggunakan teknologi LED (Light Emitting
Diode).

4. Setiap instansi penyelenggara negara perlu mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui pemanfaatan internet secara maksimal untuk
mengurangi emisi karbon  (e-mail, media online, e-commerce, e-business, e-UKM, e-learning, e-government,
e-office, telekonferensi/video konferensi, cloud computing dan lain-lain).

5. Dalam tahap berikutnya, setiap instansi penyelenggara negara perlu menyusun perencanaan TIK ramah
lingkungan yang berkesinambungan (Green ICT sustainability plan).
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3.4. KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
Kerangka Hukum Keamanan Informasi

Dalam menerapkan kebijakan dibidang keamanan informasi, Direktorat Keamanan Informasi,
Direktorat Jenderal APTIKA, Kementerian Kominfo memiliki kerangka hukum sebagai acuan kebijakan

sebagai berikut.

Undang-Undang Informasi Transaksi
Elektronik No. 11 Tahun 2008

Rancangan
Surat Edaran Peraturan
Menteri Menteri
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Gambar 3.30. Kerangka Hukum Kebijakan Keamanan Informasi

Payung Undang Undang untuk Keamanan Informasi :
a. UU 36/1999 Telekomunikasi :

» Penyelenggara wajib melakukan pengamanan dan perlindungan pada jaringannya
b. UU 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

> Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan

aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya

» Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalah
gunaan Informasi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan
Instrumen-instrumen kebijakan Peraturan Pemerintah :
a. PP 52/2000:

» Jaringan, sarana dan prasarana telekomunikasi harus dilengkapi dengan sarana pengamanan dan
perlindungan RPP-PSTE:

» Setiap Penyelenggara Elektronik untuk pelayanan publik wajib mendapatkan sertifikat (sertifikat
kelaikan)

b. PM17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Kominfo Mengatur tugas
fungsi unit kerja Direktorat di bawah Kementerian Kominfo, diantaranya:

» Direktorat Telekomunikasi dibidang penyelenggaraan Telekomunikasi
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» Direktorat Keamanan Informasi dibidang Keamanan Informasi
Kebijakan Kementerian Kominfo terkait Keamanan Informasi di tahun 2010-2011:

a. Surat Edaran Menkominfo Nomor 04 bulan Desember 2010 tentang Pengamanan Jaringan Area
Lokal Nirkabel Pada Institusi Penyelenggara Negara

b. Surat Edaran Menkominfo Nomor 01 bulan Februari 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem
Elektronik untuk Pelayanan Publik Di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara

c. Surat Edaran Menkominfo Nomor 04 bulan Mei 2011 tentang Kegiatan Transaksi Elektronik

Melalui Layanan Internet Oleh Orang atau Badan Hukum Indonesia

d. Surat Edaran Menkominfo Nomor 05 bulan Juli 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan

Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik
Rancangan Peraturan MenKominfo terkait Keamanan Informasi Tahun 2012 :
a. Rancangan PerMen Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi (SNI-27001)
b. Rancangan PerMen Pengamanan WEB Service
c. Rancangan PerMen Gov-CSIRT
d. Rancangan PerMen Pengaturan Electronic SPAM
e. Rancangan PerMen Pengamanan Critical Information Infrastructures/Data Centre

f. Rancangan PerMen Tata Kelola Penggunaan Sertifkat Elektronik/CA

Indeks Keamanan Informasi

Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) merupakan sebuah test penjembatan untuk kepatuhan
terhadap SNI ISO IEC 27001-2009. Indeks KAMI dimulai pada tahun 2011. Pelaksanaan pemeringkatan
keamanan informasi pemerintah dengan Indeks KAMI pada tahun tersebut diutamakan untuk pemerintah

pusat

Tata Kelola

Aspek Teknologi Pengelolaan Risiko
B Kepatuhan ISO 27001/SNI
m Proses Penerapan

Kerangka Kerja Dasar

Responden

/

Pengelolaan Aset N\ Kerangka Kerja

Gambar 3.31. Diagram Chart Indeks KAMI
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Indeks KAMImerupakanimplementasi Kebijakan Penerapan Tata Kelola/ Sistem Manajemen Keamanan
Informasi bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik.

Information Security Indexs SNI ISO/IEC 27001:2009
(INDEXS KAMI) Information Security Management System
S S W
1 Information Security Policy
1 Governance 2 | Organisation of Information Security
; 3 AssetManagement
2 Risk Management :
4 | HumanResources Security
3 Framework 5 | Physicaland Environmental Security
4 Asset Management 6 Communications and Operations Management
7 Access Control
5  Technology & . s
; , 8 Information systems acquisition, development and
Information Security S
9 Information security incidentmanagement
10 | Business Coniinuity anagement
11 | Compliance
Gambar 3.32. Indeks keamanan informasi
Framework dan Layering Regulasi, Governance, Manajeman dan Teknikal
Deskripsi BISNIS REGULASI
Profit, revenue, Pertumbuhan UU ITE, KIP, RPP PITE
Visi/Misi dan Regulasi Sasaran Bisnis Regulatory Compliance
IT Governance COBIT/ISO 38500 (PEGI Index)

Standar Manaiemen Manajemen Layanan Information Security Management
andar Manajeme SNI-ISO 20000 SNI-ISO 27001 (KAMI Index)
Standar Teknik IT Infrastructure Library OWASP

Infrastruktur dan Sistem IT Computing Platform, OS, Network, Webserver, Web Application, etc

Gambar 3.33. Kerangka Kerja dan Layering Regulasi, Tata Kelola,
Manajemen dan Teknikal Keamanan Informasi
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Pembangunan Infrastruktur Kunci Publik Nasional Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/
atau menyebarkan Informasi Elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem
elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Sistem elektronik juga
digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi
yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses,
menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Dalam PP PSTE ini diatur mengenai beberapa ketentuan umum
yang meliputi:

* Sistem Elektronik

e Transaksi Elektronik

* Agen Elektronik

* Penyelenggara Sistem Elektronik

* Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor Terkait
* Perangkat Lunak

* Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik

* Instansi Penyelenggara Negara

N

¢ Pendaftaran

Pengawasan

Perangkat Perangkat
Keras Lunak

Tenaga Ahli Tata Kelola

e Sertifikasi
Kelaikan
Sistem
Elektronik

* Pengamanan

AN

Gambar 3.34. Penyelenggaraan Sistem Elektronik
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Kebijakan Untuk Pengawasan dan Pengaturan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

Untuk mendukung mekanisme Infrastruktur Kunci Publik (Pulic Key Infrastructure), maka diperlukan

sertifikasi kelaikan sistem elektronik yang meliputi :

* Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk pelayanan publik wajib memiliki Sertifikasi Kelaikan
Sistem Elektronik (SKSE)

* SKSE dilaksanakan thdp seluruh/sebagian komponen sesuai karakteristik kebutuhan & sifat strategis
PSE

* SKSE diberikan oleh Menteri
* Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian SKSE kepada lembaga sertifikasi
* Standar teknis yang digunakan dalam proses SKSE ditetapkan oleh Menteri

* Instansi pengawas-pengatur sektor terkait dpt menetapkan persyaratan tambahan SKSE sesuai kebutuhan

sektor
Sementara untuk pengawasan sistem elektronik diatur sebagai berikut :
* Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

e Pengawasan oleh Menteri mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan

pengamanan.

* Ketentuan mengenai pengawasan atas PSE dalam sektor tertentu wajib dibuat oleh instansi pengawas-

pengatur sektor terkait.

Untuk mendukung mekanisme Infrastruktur Kunci Publik (Pulic Key Infrastructure), maka diperlukan
“pihak ketiga terpercaya” yang disebut Certificate of Authority (CA). Pihak ketiga terpercaya tersebut
memberikan layanan-layanan yang diperlukan para pihak yang terkait mekanisme infrastruktur kunci

publik, yaitu antara lain;

» Menerbitkan sertifikat digital bagi pelanggannya sesudah melakukan verifikasi identitas

» Menyediakan informasi on-line tentang sertifikat yang diterbitkan maupun ditarik

Tabel 3.3. Pilihan Teknologi Keamanan

Teknologi Keamanan Confidentiality Integrity Authentication Non-Repudiasi
Anti Virus 4
Enkripsi v
Kontrol Akses v 7
Firewalls 7 v
Kunci Publik Infrastruktur v v v v

PKI a SSL, DIGITAL SIGNATURE, DIGITAL CERTIFICATE etc.

-
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3.5. KEBIJAKAN OPEN SOURCE
Free/Open Source Software dan IOSA (Indonesia Open Source Award)

Free/Open Source Software (FOSS) adalah software yang membuka/membebaskan source codenya untuk
dilihat oleh orang lain, membiarkan orang lain mengetahui cara kerja software tersebut dan sekaligus
memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada software tersebut dan dapat diperoleh tanpa membayar

lisensi. FOSS ini ditujukan untuk mengatasi ketergantungan pada lisensi software tertentu.

Perangkat lunak open source juga merupakan salah satu strategi untuk menjawab tantangan yang
disebabkan oleh banyak beredarnya perangkat lunak bajakan atau ilegal yang telah melanggar undang-
undang hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Sosialisasi FOSS dimaksudkan agar penggunaan piranti lunak legal khususnya di instansi Pemerintah
semakin meningkat. Upaya yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan piranti lunak open source (FOSS)
mengingat FOSS merupakan piranti lunak yang murah sehingga menghemat anggaran Pemerintah. Dengan
meningkatnya penggunaan FOSS, diharapkan ketergantungan pada piranti lunak tertentu dapat dihindari
mengingat FOSS menawarkan keterbukaan sumber kode sehingga bangsa Indonesia dapat lebih mandiri

dalam pemanfaatan piranti lunak.

Penggunaan perangkat lunak berlisensi sudah harus dilaksanakan
di Indonesia. Instansi pemerintah sebagai cerminan dari Indonesia,
harus menjadi contoh dalam menggunakan perangkat lunak legal
I G o ‘ tersebut. Penggunaan perangkat lunak legal tersebut telah didukung
dengan Surat Edaran Menpan No. 01/SE/M.PAN/03/2009 tentang
Penggunaan dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source
Software (OSS) pada tanggal 30 Maret 2009.

Kementerian Kominfo bersama komunitas open source di Indonesia terus menggalakkan penggunaan
piranti lunak legal khususnya FOSS ini antara lain dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan baik berupa

bimbingan teknis, sosialisasi, promosi FOSS. Beberapa kegiatan tersebut antara lain:

Tabel 3.4. Kegiatan FOSS

No. Prop/Kota/Kab Tanggal Keterangan Jumlah Peserta
1 Kota Malang 21-23 Pebruari 2012 Bimtek, migrasi & deklarasi 70
2 Prov. NTT 20-21 Maret 2012 Bimtek & migrasi es IV Provinsi 45
3 Infolinux 29 Maret Fasilitas/sponsor 40
4 Banjarmasin 14-15 Mei 2012 Bimtek Provinsi 70
5) Kota Pekanbaru 11-13 Juni 2012 Bimtek Kota 30
6 Jakarta Juni - Agustus 2012  Dukungan Komunitas 20
7 Jakarta September 2012 Bimtek Nasional
N -
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Kementerian Kominfo setiap tahun mengadakan Indonesia Open Source Award (IOSA). IOSA pertama
kali diselenggarakan pada tahun 2010 dan berikutnya kegiatan IOSA yang ke-2 diselenggarakan pada tahun
2011. Pada tanggal 4 Juli 2012 diselenggarakan IOSA yang ke-3. IOSA 2012 berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya dimana jumlah kategori penghargaan bertambah.

IOSA dilaksanakan untuk meningkatkan pemanfaatan dan implementasi free/open source software (FOSS)
di lingkungan pemerintahan dan lembaga pendidikan, yang diharapkan juga mendorong peningkatan
pemanfaatan open source software di lingkungan bisnis dan individual. Awalnya kegiatan ini adalah ajang
penganugrahan yang berfokus pada kategori instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun
kabupaten/kota dan pendidikan menengah atas yang telah memulai pelaksanaan proses migrasi dan

implementasi open source software (OSS) di instansinya masing-masing.

Penghargaaninidiberikanmelaluiserangkaian penilaian dan pengamatan diberbagaiinstansi pemerintah
dan pendidikan menengah atas mengenai sejauh mana tingkat pemanfaatan dan pengimplementasian OSS
dalam aktivitas organisasinya. IOSA ini bukan saja ajang penganugrahan tetapi menjadi platform pertukaran
idea dalam pengadopsian Open Source di lingkungan badan pemerintah dan pendidikan.

Pada tahun 2012 ini terdapat 17 badan pemerintah pusat dan 64 badan pemerintah daerah yang
mengikuti IOSA 2012. Selain itu terdapat kategori SMA/SMK/MA/MAK. Sekolah perlu memanfaatkan
perangkat lunak secara tepat baik dari sisi fungsi ataupun dari sisi pedagogis ataupun etika. Penggunaan
perangkat lunak Open Source memungkinkan sekolah mengajarkan kepada anak didik untuk menggunakan
perangkat lunak dengan tetap menghargai HAKI, etika dan memberikan nilai-nilai pedagogis. Tentu saja

dengan tetap memberikan fungsi dan sangat ekonomis.

Dengan berjalannya waktu, IOSA kini memiliki beberapa kategori baru. Yaitu mahasiswa, penghargaan
kepada tokoh dan komunitas. Mahasiswa adalah unsur penting sebagai penentu masa depan industri ICT
Indonesia. Kesadaran penggunaan perangkat lunak legal menjadi sangat penting di kalangan mahasiswa.
Open Source sebagai solusi alternatif untuk menyediakan aplikasi legal yang tetap ekonomis dan mandiri
dapat dikatakan sangat sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan jiwa mahasiswa.

Pada IOSA 2012 mahasiswa diberikan kesempatan mengajukan karyanya yang mengunakan perangkat
lunak Open Source, baik karya animasi, ataupun perangkat lunak/keras yang menggunakan Open Source.
Kepesertaan mahasiswa pada tahun ini sangat menggembirakan, peserta terdiri dari 161 mahasiswa pendaftar
(33 karya) baik individu maupun kelompok dari lembaga pendidikan tinggi yang tersebar dari berbagai
daerah di Indonesia.

Kategori baru lainnya adalah penghargaan kepada para tokoh, wartawan serta komunitas. Pihak-pihak
ini merupakan pihak yang sangat penting di dalam perkembangan Open Source. Jadi tidak berlebihan bila pada
IOSA 2012 ini para tokoh, wartawan dan komunitas yang menunjukkan peranannya dalam perkembangan
Open Source menerima penghargaan.

Diharapkan dengan bertambahnya jenis kategori IOSA tahun 2012, tidak hanya menambah antusias
pengguna, penggiat, pendidik dan pengembang produk-produk berbasis FOSS pada level pemerintah
dan pendidikan menengah atas saja namun juga akan menambah antusias masyarakat secara umum dan
berdampak positif pada pengembangan FOSS secara menyeluruh.

-
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Tabel 3.5. Kategori dan Jumlah Peserta IOSA 2012
No. Kategori 2011 2012
1 Kementerian/LPNK 11 17
2 Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten 40 64
3 SMA/MA/SMK/MAK 10 20
4 Karya Mahasiswa - 33
5 Komunitas - 26
6 Tokoh - 10
7 Wartawan - 14
Jumlah 61 184

IMPLEMENTASI PROGRAM OPEN SOURCE

Sasaran Program OSS

Gambar 3.35. Sasaran Program OSS
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Tujuan dan tanggung jawab HELPDESK FOSS-ID HELPDESK FOSS-ID

Sosialisasi, dimana Helpdesk FOSS-ID memiliki
tanggung jawab moral membantu memasyarakatkan
pengguna perangkat lunak open source terutama di
daerah masing-masing. . Kendari & Raha

:/ /jember. http:/ /kendari.
- foss-id.web.id

Migrasi, Helpdesk FOSS-ID merupakan salah satu
support center guna membantu masyarakat yag ingin
menggunakan perangkat lunak open source.

web.id

Asistensi, Helpdesk FOSS-ID mampu memberikan
support berkesinambungan dalam menangani

permasalahan-permasalahan yang terjadi di

masyarakat dalam pengimplementasian pemanfaatan
perangkat lunak open source.

Gambar 3.36. Helpdesk FOSS-ID

Indonesia ICT Award (INAICTA)

Kementerian Kominfo adalah salah satu kementerian/lembaga pemerintah yang didelegasikan untuk
membantu menjalankan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif 2009 - 2015, yakni pengembangan
kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis
dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan Pemerintah untuk

peningkatan penghargaan kepada insan kreatif, khususnya
kepada pelaku/penggiat bidang TIK adalah dengan
penyelenggaraan Indonesia ICT Award (INAICTA).
INAICTA juga berfungsi untuk meningkakan daya
tarik industri di bidang ekonomi kreatif, termasuk
juga meningkatkan wirausahawan kreatif dan inovasi
bermuatan lokal.

INAICTA digelar melalui lomba karya dan produk
Indonesia bidang TIK dengan peserta siswa, mahasiswa,
individu dan perusahaan dengan tujuan memberikan
apresiasi terhadap produk dan karya TIK lokal serta
mendorong jumlah teknopreneur dan enterpreneur di
Indonesia sehingga produk dan karya TIK lokal dapat
memenuhi industri TIK dalam negeri.

=




Tujuan INAICTA :

1. Mencari dan mendapatkan sekaligus mempromosikan pencapaian terbaik dari para pelaku TIK Indonesia
baik dari kalangan pemula, professional, ataupun organisasi.

2. Memacu prestasi para pelaku TIK lokal untuk membangun inovasi TIK dala upaya memenuhi kebutuhan
lokal, sehingga citra dan produk TIK asli Indonesia meningkat dalam kancah nasional maupun
internasional.

3. Menciptakan peluang usaha bagi para pemula di bidang TIK sehingga tercipta dan terjalin hubungan
bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku industri TIK Indonesia.

4. Mendorong dan merekomendasikan kepada lembaga pemerintah/swasta nasional untuk menggunakan
produk TIK dalam negeri.

5. Membangun jati diri bangsa sekaligus menemukan generasi muda unggul yang prestatif dalm bidang
TIK Indonesia sehingga mampu meningkatkan citra TIK Indonesia yang berdaya saing global dengan
semangat kebersamaan yang kuat.

6. Memfasilitasi dan mempersiapkan para pemenang INAICTA untuk berkompetisi di ajang tingkat dunia
seperti Asia Pacific ICT Award (APICTA), World Summit Award (WSA) dan lomba berskala internasional

lainnya.
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Gambar 3.37. Jumlah Pendaftar, Kategori dan Karya dalam INAICTA

Jumlah pendaftar INAICTA dari tahun ke tahun cenderung meningkat, peningkatan yang cukup tajam
terjadi pada tahun 2009 ke 2010 dan 2011, dengan jumlah pendaftar naik 90,15% dari tahun 2009 ke 2010 dan
naik 43,28% dari tahun 2010 ke 2011 dan pada tahun 2012 jumlah peserta menurun 18%. Dari sisi kategori,
pada tahun 2012 jumlah karya mengalami peningkatan sebanyak 2,5% dibandingkan tahun 2011. Karya
lomba pada tahun 2010 dan 2011 dibagi menjadi yaitu karya TIK dan untuk robot. Untuk jumlah kategori,
selama lima tahun terakhir cenderung tetap berkisar antara 10 kategori sampai dengan 28 kategori setiap

tahunnya.
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3.6. MP3EI UPDATE
3.6.1. Konsep Pembangunan Jaringan Serat Optik Palapa Ring - ICT Fund

Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu terus dikembangkan untuk mempercepat peningkatan
daya saing bangsa dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memfasilitasi
hal tersebut, Pemerintah membangun infrastruktur TIK dengan program Palapa Ring. Palapa Ring adalah
jaringan cincin serat optik kabel bawah laut dan darat yang dibangun sebagai tulang punggung (backbone)
yang menyambungkan pulau-pulau besar dan utama di seluruh Indonesia.

DALAM PULAU (INTER ISLANDS)

© Pembangunan jaringan ekstension
backbone ke ibukota kabupaten/kota

Pemerataan jaringan akses ke
pedesaan, perbatasan negara, daerah
terpencil, daerah blank spot, dan
wilayan non komersial lain serta
perkuatan jaringan backhaul

Bagian dari ANTAR PULAU (INTRA ISLANDS)
Konsep
Konektivitas

Nasional o
(MP3EI) Pembangunan jaringan backbone serat

optik berkonfigurasi ring

Localy

J Pengintegrasian jaringan backbone integrated,

multi moda (serat optik, microwave)

Globaly
Connected

INTERNASIONAL
Pembukaan link/ gateway internasional
baru sebagai link existing

Pembangunan International internet
exchange (IIX) di beberapa ibukota
propinsi sebagai hub internasional

Gambar 3.38. Konsep Pengembangan ICT

Konsep pembangunan Palapa Ring merupakan bagian dari Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dalam rangka mendukung konektivitas nasional. Ada tiga bagian besar dari
konsep pengembangan tersebut, yaitu : pertama, pembangunan di dalam pulau dengan fokus pembangunan
jaringan ekstension backbone ke ibukota kabupaten/kota, pemerataan jaringan akses ke pedesaan, perbatasan
negara, daerah terpencil, daerah blank spot, wilayah non komersial lain serta perkuatan jaringan backhaul dan
pengembangan jaringan broadband, terutama fixed broadband; Kedua, pembangunan antar pulau (intra islands)
dengan fokus pengintegrasian jaringan backbone multi moda (serat optik, microwave), dan pembangunan
jaringan backbone serat optik berkonfigurasi ring; Ketiga, pembangunan untuk membuka ke jalur internasional
dengan fokus pembukaan link/gateway internasional baru sebagai alternatif link existing, pembangunan
International Internet Exchange (IIX) di beberapa ibukota propinsi sebagai hub internasional. Ketiga bagian

ini diharapkan akan membuat Indonesia terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global.

—
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Gambar 3.39. Sebaran Perencanaan Program Palapa Ring

Pembangunan jaringan FO ini merupakan infrastruktur pendukung terlaksananya pembangunan
broadband di seluruh koridor di wilayah Indonesia. Data per Oktober 2012,* Jaringan ini telah menjangkau
sebanyak 33 provinsi, 497 kota/ kabupaten di seluruh Indonesia. Jaringan ini juga akan mengatasi ketersediaan

koneksi komunikasi, sekaligus solusi bagi kecepatan akses data.

Dana TIK dimanfaatkan untuk mempercepat perwujudan Indonesia Connected. Peraturan Menteri
Kominfo No. 23 Tahun 2012 tentang pemanfaatan pembiayaan TIK untuk layanan pita lebar menjadi payung
hukum pembangunan Palapa Ring dengan menggunakan ICT Fund. Mekanisme pembiayaan menggunakan
ICT Fund yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) program Universal Service Obligation
(USO). Seperti halnya pembangunan infrastruktur lainnya, diharapkan Palapa Ring akan berdampak
konstruktif bagi pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, pembangunan infrastruktur Palapa Ring dengan menggunakan ICT Fund dilakukan melalui
Badan Layanan Umum Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TT)
berdasarkan skema belanja modal melalui BLU BP3TI. Status perkembangan ICT Fund untuk pengoperasioan
dan pemeliharaan dilakukan berdasarkan skema pemanfaatan barang milik negara dengan menetapkan

badan usaha penyelenggara telekomunikasi melalui proses pelelangan.

34 Data Direktorat Telekomunikasi Khusus, Dirjen PPI, Kominfo
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ICT FUND

‘ Status Perkembangan '

*  Pemanfaatan ICT Fund untuk Palapa Ring adalah
skema Belanja Modal melalui BLU BP3TI

*  Padaskemaini, seluruh pembangunaninfrastruktur
(capex) didanai oleh Kemkominfo melalui BLU
BP3TI. Pengoperasian dan Pemeliharaannya akan
dilakukan berdasarkan skema pemanfaatan barang
milik negara dengan menetapkan badan usaha
penyelenggara telekomunikasi melalui proses
pelelangan.

Gambar 3.40. Status Perkembangan ICT Fund Untuk Palapa Ring

Pemerintah dan pihak operator telekomunikasi melakukan kesepakatan demarkasi rute untuk
pembangunan jaringan broadband yaitu dengan pembagian rute pembangunan jaringan broadband. Sesuai
kesepakatan, PT. Telkom akan membangun jaringan broadband (backbone dan ekstensi) ke 433 Kabupaten/Kota
atau sekitar 87% dari total Kabupaten/Kota dengan menggunakan dana korporat. Sementara Kementerian
Kominfo akan membangun jaringan ke 66 Kabupaten/Kota lainnya atau sekitar 13% dari total Kabupaten/
Kota dengan menggunakan ICT Fund. Status perkembangan saat ini, Kementerian Kominfo sedang
melakukan persiapan tender konsultan Palapa Ring dan melakukan verifikasi terhadap operator fiber optic

yang lain untuk menghindari tumpang tindih pembangunan jaringan broadband di 66 Kabupaten/Kota.

' PALAPA RING'

A y

- Status Perkembangan -

3 Sesuai kesepakatan demarkasi rate, PT. Telkom
akan membangun jaringan broadband (backbone
dan ekstensi) ke 431 kabupaten/kota (87% dari total
kabupaten/kota) dengan dana korporat

* Kemkominfo akan membangun jaringan ke 66
kabupaten/kota lainnya (13% dari total kabupaten/
kota) dengan ICT Fund

*  Kemkominfo akan melakukan verifikasi tertulis
terhadap operator fiber optic yang lain untuk
menghindari tumpang tindih pembangunan di 66
kabupaten/kota

*  Persiapan tender konsultan Palapa Ring

Gambar 3.41. Status Perkembangan Palapa Ring
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3.6.2. Perkembangan Deployment Fiber Optik Komitmen MP3EI

Status perkembangan deployment fiber optic per Oktober 2012, untuk Kota/Kabupaten yang sudah
tercover sebanyak 311 Kabupaten/Kota yaitu sekitar 63% dari total keseluruhan. Berdasarkan komitmen
pembangunan MP3EI, pihak operator telekomunikasi akan menyelesaikan pembangunan di 431 Kabupaten/
Kota atau sekitar 87% dari total Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2014. Sementara untuk daerah lainnya
yaitu 66 Kabupaten/Kota atau sekitar 13% dari total Kabupaten/Kota akan dibangun oleh Kementerian
Kominfo. Dari perkembangan pembangunan ini, diharapkan pada akhir tahun 2012 presentase Kabupaten/
Kota yang tercover sebanyak 73% dan pada tahun 2014 direncanakan deployment fiber optic Palapa Ring dapat
selesai.

Tabel 3.6. Perkembangan Deployment Fiber Optik Telkom - Komitmen MP3EI 2011 dan 2012

1|Sumatera 10 181 105 7O . . 14 12 & 2117 105 118 0% 9%
| lawa & 118 116 Si% 2 - 0 0|2 116 116 955 95%
3|Ealimantan 4 55 3 B0% . - 12 12 -l P o - e - i3 a5 60% 82%
4| Sulzwesi-Malut ¥ &2 48 59% = 2 12 - 3 Jw) 2 )4 50 54 E1% 65%
5|3ali-Nusa Tenggara | 3 40 9 3% 17 15 1 3 2] 0] 3|4 i ) 605 68k
Ellhh.lkuhpl.ll 3 51 0 0% 0 0 15 2] 214 0¥ 0¥

Total 33 497 31 63% 17 17 51 3 ||| 38 351 GE% 3%

3.6.3. Target Perkembangan Pembangunan Kapasitas National Broadband Network

Dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, Pemerintah Indonesia
telah menargetkan pembangunan National Broadband Network (NBN) dalam kurun waktu 2010-2015.
Sebagai salah satu kegiatan ekonomi nasional, pengembangan NBN diintegrasikan dalam Master Plan
Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

bhadl)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

80%
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30%

20% —

Persentase Broadband Terpasang

10% —

0%

20 MBps

100 Mbps
_Sumber : Buku MP3EI
= b@difntkar 3.42. Target Transformasi Akses Wireline 2010 - 2015
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Target presentase broadband terpasang dengan kapasitas 100 Mbps pada tahun 2015 adalah sebesar 15%
dari implementasi 1% pada tahun 2011 dan 4% pada tahun 2012. Sementara untuk target presentase broadband
terpasang dengan kapasitas < 1 Mbps untuk tahun 2015 hanya 2% karena diharapkan pada tahun tersebut
peningkatan target presentase broadband difokuskan untuk kapasitas yang lebih tinggi, utamanya untuk
kapasitas 20 Mbps di tahun 2015 dapat mencapai 75%. Selain itu juga target penetrasi broadband dengan
kapasitas 1~4 Mbps yang sudah diimplementasi pada tahun 2010 sebesar 60%, pada tahun 2015 direncanakan
diimplementasi sebesar 8%, hal ini sejalan dengan peningkatan untuk pembangunan broadband dengan
kapasitas yang lebih besar.

Target Layanan Telematika Nasional

2008 2009 2008
Jumlah Penduduk (juta) 238 240 242 252
Jumlah Rumah Tangga (juta) 61 62 63
Jumlah Pelanggan Broadband (juta) 0,41 0,85 1,25

BROADBAND
Penetrasi BB (% Rumah Tangga) 0,2% 0,4% 0,5% PENETRATION
TARGET

BB Penetrasi (% Populasi 0,7% 1,4% 2%

Sumber : Buku MP3EI

Gambar 3.43. Target Layanan Telematika Nasional

Dari sisi pengguna, diperkirakan pada tahun 2014 dengan basis jumlah penduduk pada tahun 2010
sebesar 242 juta jiwa akan meningkat menjadi 252 juta jiwa, dan untuk jumlah rumah tangga yang pada tahun
2010 sebanyak 63 juta meningkat menjadi 66 juta. Dengan perkiraan kenaikan jumlah penduduk dan jumlah
rumah tangga, diperkirakan target penetrasi broadband jumlah pelanggan broadband meningkat menjadi 19,7
juta pelanggan dari jumlah pelanggan sebanyak 1,25 juta pelanggan pada tahun 2010.

Dengan peningkatan infrastruktur layanan broadband, diharapkan pemanfaatan infrastruktur tersebut
dapat meningkat, hal ini dapat diukur dengan kenaikan jumlah pelanggan layanan broadband. Kenaikan
jumlah pengguna layanan tersebut juga diharapkan dapat mendorong pemanfaatan TIK secara positif yang
dapat memberikan added value bagi penggunanya.
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